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PRAUATA 

Pada kesernpatan ini, izinkanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadirat 

Alloh Yang Maha Pengasih, atas Karunia dan RakhmatNya, yang dicurahkan bagi 

kita bersama, de~nikian juga sholawat serta salam sernoga selalu terlinlpahkan 

kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A. W. 

Dengan lahirnya PERPU Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan 

inenjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 41 PF.Pt1998 tentang 

Kepailitan sebagai produk undang-undang yang baru, tzrasa oleh banyak pihak 

kebutuhan akan buku atau tulisan yang dapat dipakai sebagai rujukan atau 

petu!.?;uk. ha1 ini tidak hariys diiasalcan oleh ka!angar, przktisi tcrctama Traktctisi 

b i s ~ i s  , tctapi jugs sanga; d.irazakan oleh par& 3usz1! da;? Mahasiswa. 

Ilndang-undang Kepailitan tersebut sebenarnjla merupekan penyelnpurnaan 

atas Peraiuran Kepailitan yang ticiak lain adalah Faiilisement Vercrdeaing atau 

F.V. (S. i 905 No.217 Jo S. 1906 No. 348). Berdasarkan UU Kepailitan tersebut , 

ketentuan-ketentuan dalam T.V. masih berlaku dengan beberapa perubahan dan 

pena~nbahan ( dibahas dalam Bab terakhir dalarn buku ini) sehingga jumlah pasal 

Kepailitan dalarn UU Nomor 41 PRPl1998 menjadi 289 pasal. 

Alasan perubahan dalarn UU kepailitan tersebut didasarkan pacia alasan 

u n t u k  lnc~nbcrikan keseiinbangan antara Debitur dan Kreditur dalam metighadapi 

Kepailitan , memberikan kepastian proses Kepailitan baik mengenai v,/aktu, tata 

cara, dan tanggung jawab pengelolaan harta psilit, forum yang lebih profesional, 

dll. Jadi oenyempurnaan terhadap UU Kepailitar. ini dimaksudka.n untuk 

mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat adil , terbuka dan 

cl'cktif. 

Kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan bantuannya dalam 

penyusunan buku ini, terutarna kepada yth. Prof Dr. Sri Redjeki Harlor?o, SH. 

sebagai Pendamping yang dengan kesabarannya telah banyak lnernberiite n k-itik 

dan saran hingga selesainya buku ini , terima kasih tak terhingga. 9w-L Ixpada 

Iiektor l J  rliversi tas Muhammadiyah Malang, Bapak Drs. H. Muhadj ir Effendy, 

MAP, serta seluruh civitas FH-UMM, tidak lupa kami salnpaikan terime kasih. 



I<epadn Dircktur Pelnbinaan Pcnelitian Dan Pcngabdian Pada Masyarr\'k;lr, 

Dirjen Dikti, Ytl~.Prof Dr. Ir Dodi Nandika , te r i~na kasih atas kesempatan dan 

kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk menulis naskah buku I-lukum 

Kcpailitan ini. 

Al.;lli~-~~yn tcr i~na kasill karni salnpaikan kcpada scluruh Tim Sclcksi 

Program Penulisan Buku Perguruan Tinggi periode tahun 2003 dan kepada 

Penerbit, yang telah bersedia menerbitkan buku i r l i  Can atas kerja samanya yang 

baik. Scn~oga  Alloh membalas amal kita semua , amicn. .  . . 
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B A H  T 

PRINSIP-PRINSIP UiVIUkI HUKUM KEPd4IL,IT.4N 

Adalah suatu kenyataan bahwa kegiatan usaha pada era global seperti 

sekarang ini tidak mungkln terisolir dari masalah-masalah lain. Suatu 

perusahzan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan mempunyai imbas dan 

pengaruh buruk bukan hanya kepada perusahaan itu saja melainkan berakibat 

global. Sebagai contoh, ketiKa Dirut Yamaichi Securities pada tanggal 1 

Desember 1995 menpmumkan kebangkrutan perusahaanya pada suatu 
1 konferensi pers di Tokyo, Jepang laksana diguncang born atom lagi. Bahkan 

dampaknya bersifat mengglobal. Dari kasus ini dapat dilhat banyak pihak 

yang jadi korban bila perusahaan itu dinyatakan pailit. 

Oleh karena itu, lembaga kepailitan merupakan salah satu kebutuhan 

pukok didaiam aktivitas bisnis karena adanya status paiiir merupakan salah 

satu sebab pelaku bisnis keluar dzri pasar. Begitu rnemasuk: pasar pelsku 

1)isnis Pcrmsin didalam r,asar . Apabiis pelaku bis~is sudab ridak r,lar,lpu lagi 

untak bermain di arena pasar , maka dapat kelilar dari pasar atau rerpuks~ 

bahkan mungkin dipuksu ~e lua r  dari pasar. Dalam ha1 seperti inilah kemudian 

lembaga kepailitan itu berperan. 

l'andangan seperti itu memang secara ekonomis dapat diterima, bila 

dikemas di dalam perzturan hukum maka peraturan itu secara tepat 

merefleksikan kepentingan yang dilihat dari sudut pandang ekonomis namun 

ha1 seperti ini jelas tidak sesuai dengan era global seperti sekarang ini. . 

- - . -- -. - . - . - . - - 
' 1)1. Pt?tcl. Mi l l i~ i i~~d  Mnrzuki. SH.MS.LLM.. Pcn~aturan Kcpailitan di dalam Era Global. Makalah 

Semiloka Restrukturisasi Oryanisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH. UNDIP- ELIPS, 
!!)P?.. h l !  ! 



ivicnurut Pcter, aturan main dalam bentuk perangkat peraturan hukum di 

dulam kegiatan b~snis meliputi 3 ha1 yaitu: 

I .  aturan hukurn yang memberi landasan hukum bagi keberadaan lembaga- 

le~nbaga yang mewadahi para bisnis dalam arena pasar (substantive legal 

rules) 

2. aturan hukum yang mengatur perilaku (oehavior) para pelaku bisnis dalam 

~nelaksanakan setiap transaksi bisnis, dan 

3. aturan hukum yang memungkinka~ pelaku keluar dari pasar. 

Kata pzilit berasal dari bshasa Perancis "failite" yang berarti kernacetan 

pcmbayarail. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah "hilliet". Sedang dalam 

huku~n Anglo America, undang-undangnya dikenal dengan Bankcruptcy Aci. 

Dalam pengertian kita, merujuk aturan lama yaitu pasal 1 ayat 1 Peraturan 

Kepailitan atau Feillisement Verordening S. 1905-2 17 j o  1906-348 

menyatr a k an : 

" Setiap berutang (debitur) yang ada dulum keuduun herllertti memhuyur, baik 

atas laporan sendiri maupun atas permohonan seseorang atau lebih berpiutang 

(kreditur), dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit". 

Ini agak berbeda pengertianllya dengall ketentuan yapg baru yaitu dalarn 

lampiran UU No.4 Th. 1558 pasal 1 ayat I, yang menyebutkan: 

"Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan t i d u ~  mer?ibu.yur 

.~c~clikilt7vtr .vu/zr zr/lrng yung 1clui7 ,jutu/t wuklu dun dupu/ di/ugill, din~atakan 

pailit dengan putusan Pengadilan yang benl!cnang sebagaimana dimaksud 

dalarn pasal 2, baik atas permohonannya sefidiri, maupun atas pemintdan 

seorang atau lebih krediturnya. 

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan dipengadilan 

setelah memenuhi persyaratan di dalam pengajdan permohonannya. 



iictcrbarasa~~ pcngctahuan pcrihal ilniu hukum khususn~a hukum kc- 

paiiiran yanp, bcrasal dari hukum asing, juga istilah pailit yang jarang sekali 

dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan yang lebih akrab 

dengan hukum adatnya, istilah bangkrut lebih dikenal. Masyarakat desa tidak 

berpikir untuk memohon ke pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit. Para 

pedagang kec~l j ~ k a  la sudah t~dak dapat berdagang lag, karena modalnya 

habis dan la tidak dapat lag1 membayar utang-utangnya, lalu la mengatakan 

bahwa dirinya sudah bangkrut. Tidak demikian halnva bagi pengusahd 

pedagang besar. pengertian istilah kebangkrutan maupun pailit telah mereka 

ketahui. 

Uilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut diatas 

maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita umum atas 

harta kekayaan debitur baik yang ada pada waktu pernyataan pailt maupun 

yang diperoleh selalna kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua 

kreditur yang pada waktu kreditur dinyatakan pailit mempunyai hutang, yang 

dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib. 

Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah : 

1 .  Se~nua has11 pendapatan debitur pailit selama kepailitan tersebut dari 

pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan I jasa, upah pensiun, uang tunggu / 

uang tunjangan, sekedar atau sejauh hat itu diterapkan oleh hakim 

pengaivas. 

2. Uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi kewajiban 

peniberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 

2 13,225,32 1 KUHPerdata) 

3. Seiu~nlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari pcndapatan hak 

nikrnat hasil seperti dimaksud dalam pasal3 11  KUHPerdata) 



4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur paiIi1 

berdasarkan pasal 3 18 KUHPerdatn 

Apabila seorang debitur (yang hutang) dalam kesulitan keuangan, tentu 

sa.ja para kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan 

plutanpya dengan jalan mengajukan gugatan perdata kepada debitur ke 

pengadilan denyan disertai sita jaminan atas harta si debitur atau menempuh 

jalan lain yaitu kreditur mengiljukan pennohonan ke pengadilan agar si debitur 

dinyatnkan pailit. 

Jika kreditur menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan perdnta, 

maka hsnya kepentingan kreditur I si penggugat saja yang dicukupi dengan 

harta si debitur yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan piutang dari 

kreditur, kreditur lain yang tidak melakukan gugatan tidak dilindungi 

kepentingannya. Adalah lain hainya apabila kreditur-kreditur memohon agar 

~~cngadilan ~nenyatakan debitur pailit, rnaka dengan persyaratan pailit tersebut, 

maka jatuhlah sita umum atas semua harta kekayaan debitur dan sejak itu pula 

sernua sita yang telah dilakukan sebelumnya bila ada menjadi gugur. 

Dikatakan sita umum, karena sita tadi bukan untuk kepentingan seorang 

atau beberapa orang kreditur, melainkan untuk semua kreditur atau dengan 

kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh 

kreditur secara perorangan. Hal lain yang perlu dimengerti bahwa kepailitan 

hanya mengenal harta benda debitur , bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap 

~ ~ r i t u k  mclnkukan pcrbutan hukum diluar hukum kckayaan misalnya hak 

sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua, ibu 

rnisalnya. Jadi demikianlah sebenarnya esensi dari kepailitan ' . - 

2 Bernadette Waluvo. SH.MH.CN. Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pen~bayaran Utcing. h3and.r 
Maju, 1999:hal I .  

?.i;.:!!!!::, Ti!!j:!::!r: scki!ns skihi  H k u m  Kcpailitan dalam Perscroan Terbntns, Makalah Seminar Lcmbaga 
Kcpailitan dalam Pcnibaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH UNIKA Scogijapranata, 1996, ha1 3. 

I 



Ps~.atural~ kepailitan tennasuk dala~n Hukun~ Dagang, meski pun tidak 

diatur &Ian KUHI). Peraturan kepailitan diatur dalam peraturan tcrscndiri 

yilitu data111 'Faillissements Verordening yang disingkat FV ( S. 1905-2 17 bsd 

.I906-348) yang me'ngandung 279 pasal , terdiri dari 2 bab , yaitu: 

a. Uab I, tentang Kepailitan ( Van Faillisement) pasal 1 sampai pasal 2 1 1. 

b. Bab 11, tentang Penundaan Pembayaran ( Surseance van Betaling ) pasal 

2 1 2 sampai pasal279. 

Baru pada tanggal 22 April tahun 1998, Peraturm Kepailitan tersebiit 

kemudian disempurnakan melalui PERPU No 1 tahun 1998 dan pada tanggal 

9 Scplcrnber 1998 I'ERPU tcrsebut ditingkatkan mcnjadi Undang-undang , 

yakni UU No. 4 Tahun 1998. Didalam UU Kepailitan yang baru ini terdiri dari 

289 pasal , yang terbagi dalam 3 bab, yaitu: 

1. Bab I, tentang Kepailitan mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal2 1 1. 

3. Dal) 11, tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), pasal 

2 12 salnpai dengan pasal279, dan 

3. Bab Ill, tentang Pengadilan Niaga, pasal280 sampai dengan pasal 289. 

Uila dibandingkan dengan aturan kepailitan yang lama ini maka pa& 

aturan kepailitan yang baru ada tarnbahan 1 bab yaitu bab ketiga yang berisi 10 

pasal, yang mengatur tentang Pengadilan Niaga. Sedangkan pada bab I kesatu 

dan bab kedua pada prinsipnya sama dengan aturan yang lama tetapi dengan 

beberapa perubahan dan penambahan substansi maupun pasal didalamnya. 

I ,cbih lanjul scpcrti yang dipaparkan pada bab-bab berikutnya. 

D. Sejarah I-Iukum Kepailitan 



Dala~n seejarah beriakunya Peraturan Kepaiiiatan di Indontsia, 

menurui penulis dapat dipiiah lnenjadi 3 masa yakni: masa sebclum 

Failiisement Verordening berlaku, masa berlakunya Faillisements Verordenirlg 

itu senciiri dan masa berlakunya UU Kepailitan yang sekarang ini. 

Sebelum Faillisements Verordening berlaku, dulu Hukum Kepailitan 

i tu  diatur dalam dua tempat yaitu dalam : 

I .  Wet Book Van Koophandel atau WVK buku ketiga yang berjudul "Van 

de Voorzieningen in geval van Onvorrnogen van kooplieden " aiau 

peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalnh 

peraturan Kepailitan bagi pedagang. 

2. Rcglement op de Rechtsvoordering (RV). S. 1847-52 bsd 1849-63, 

Buku ketiga bab ketujuh dengan judul "Van den staat Von Kennelik 

Onvermogen atau tentang Keadaan nyata-nyata tidak mampu. 

I I'eraturan ini adalah Peraturan Kepailitan bagi orang-orang bukan 

I pcdagang. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanannya, kedua aturn11 

tersebut justru menimbulkan banyak kesulitan antara lain adalah : 

a. Banyaknya formalitas sehingga sulit dalam pelaksanaannya 

b. Biaya tinggi 

c. Pengaruh kreditur terlaiu sedikit terhadap jalannya kepai litan 

d. I'crlu waktu yang cukup lama '. 
Oleh karena itu maka dibuatlah aturan baru, yang sederhana dan tidnk 

perlu banyak biaya, maka lahirlah Faillissements Verordening (S3905- 

2 17) untuk menggantikan 2 (dua) Peraturan Kepailitan tersebut. 

i' " I-!I\?N. I'~~r\~!osutiiplo, SH. Pengtrrtian Pokok Hukum Dagnng Intlor~c-sia J i l i t l  R, Pcrwasil~!~.  
Kepailita~i dan Penundaan Pembayaran, Djambatan, Cetakan 111, 1992, ha1 29  



2. A.firsa Rcrlakun-ya Fuilliscmcn fs Verorclcning (S. 1905 No. 2 / 7 . j o  S. I906 

1V0.34!) 

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam Faillisements 

Verordeniny (S.1905-271 bsd S.1906-348). Peraturan Kepailitan ini 

sebenarnya hanya berlaku bagi golongan Eropah, golongan Cina dan 

golongan Timur Asing (S. 1924 - 556) 

Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan 

Faillisements Verordening ini dengan cara melakukan penundukan diri. 

Dnlam masa ini untuk kepailitan berlaku Faillisementes Verordening 

1905-217 yang berlaku bagi semua orang yaitu baik bagi pedagang 

maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum. 

Jalannya se-jarah peraturan kepailitan di Indonesia ini  adalah se.jalan 

dcngan dengan apa yang tejadi di Negara Belanda dengan melalui azas 

konkordansi (pasal 131 IS). yakni dimulai dengan berlakunya "Code dl= 

Colnn~erce (tahun 181 1-1 838) kemudian pada tahun 1893 diganti dengan 

Fail lisementswet 1 893 yang berlaku pada I September 1 896. 

3. I\/~II.V(I Herlakunyu ilndang- undang Kepailitan No.4 tultun 1998 

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di bebrapa negara di Asia 

termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulka~~ 

kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian Nasional terutarna 

kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lrtgi 

dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada pilra 

krcditur. Keadaan ini pada giliranya telah melahirkan akibat yang beraritai ' .  

dan pabila tidak segera diselesaikah akan menimbulkan dampak yang 

lebih luas lagi." 



iviaka penyelesaian masalah utang harusiah diiaku~an secara cepai dnn 

eiekiif. Selama ini masaiah kepaiiitan dan penundaan kewajiban 

rnc~nbayar tadi di atur dalam Feaillisements Verordcning S. 1905 No. 2 17 

Jo. S. 1906 No. 348. 

Secara umum prosedur yang ditur dalam Fail iisements Verordening 

tersebut masih baik. Namun karena mungkin selama ini jarang 

dimanfaatkan, mekanisme yang diatur didalamnya menjadi semakin 

kurang teruji, beberapa infra struktur yang mendukung mekanisme 

tersebut juga menjadi kurang terlatih. Sementara seiring dengan 

berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka 

wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana 

hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna 

menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaianya 

terhadap kehidupan perekonomian Nasional. 

Maka kemudian, dilaksanakanlah penyempurnaan atas peraturan 

kepailitan atau Faillisemnets Verordening melalui PERPU No. 1 tallun 

1998 tentang perubahan Undang-undang tentang Kepailitan pada tanggal 

32 April 1998 dan scbagai konsekwensi lcbih lanjut dari PEKPU in i  

ditingkatkan menjadi Undang- Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 

1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Kepailitan yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 

September tahun 1998 yang tertuang dalam Lembaran Negara Kepublik 

Indonesia( LNRI) tahun 1998 No. 135. 

Maka sejak tanggal Undang-undang tersebut disahkan berlakuldh UU 

Kepailitan yang pada prinsipnya isinya masih merupskan tambal sularn '' 
saja dari aturan sebelumnya yaitu Peraturan Kepailitan atau FV. 

E. Azas-azas f lu l~um Kepailitan 



I-en~baga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai iiingsi 

pent~ng, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni 

pasal 1 13 1 dan 1 132 mengenai tanggung jawab debinlr terhadap hutang- 

hutangnya. 

Menurut pasal 113 1 : segala kebendaan si berhutang, baik yang bergcrak 

maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada 

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala penkatannya 

perseorangan. 

Pasal 1132 : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 

semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda 

itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang 

~nasing-rnasing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan 

yang sah untuk didahulukan. 

Kcdua pasal tersebut diatas memberikan jaminan kepastian kepada 

kreditur bahwa kewajiban debitur akan tetap di penuhi/ lunas dengan jaminan 

dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang masih akan aJa 

dikemudian hari pasal 1131 KUH Perdata clan 1132 KUH Perdata ini 

inerupakan penvujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas 

transaksi-transaksi yang telah diadakan. 

Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah demikian: bahwa kekayaiin 

dcbitur (pasal 1 13 1 KUI-I Perdata ) merupakan jaminan bcrsamn bagi semua 

krediturnya (pasal 1132 KUH Perdata ) secara proporsional, kecuali bagi 

kreditur dengan hak mendahului (hak preferensi). ... 

Jadi pada dasamya, asas yang terkandung di dalam pasal 1 13 1 KUH Perdata ,> 

dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undpCF mngatur tentgg 
. 4 , t  ;,, - 

hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya /tq@ifdpp transaksinya ..,.\,v , 
I b -  f.'&- .,- ;; .,q 

dengan debitur. ---____ - .Dpiys / 
--*'_*I(, 



Uertolak dari asas tersebut diatsls sebagai lex generalis. maka ketentuan 

kepnilitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. 

Menurut Sri Redjeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasamya 

mempunyai dua fungsi sekaligus (1997:s) yaitu : 

(1 )  kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditumya bahwa 

debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua 

hutang-hutangnya kepada semua kreditur-kreclitumya. 

(2) juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan 

eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. 

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga 

atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep vang tnnt 

asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 1 13 1 dan 1 132 

KUIi Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang me~npunyai nilai 

utalna dalam rangka mem beri kan kepastian hukum. 

Dari itu timbullah lembaga Kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan 

tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengnn 

cara seperti yang diperintahkan oleh pasal 1 132 KUKPerdata. Jadi pasal 1 13 1 

dan 1 132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan. 

1;. Daftar Pertanyaan 

I .  Keinukakan pengertian dan esensi dari kepailitan. 
L 

2. Kepailitan merupakan sita umum atas harta kekayaan debitur, akan tetapi ada 
\. 

beberapa ha1 yang dikecualikan dari kepailitan. Anda jelaskan hal-ha1 apn 

sa,jakah vang dipcrkecualikan terscbut. 

3. Anda kemukakan tentang pengaturan hukum kepailitan di Indonesia. 



4. Ragni~nanakah sejarah keberadaan hukum kepailitan di Indonesia srjnk 

pertama hingga lahirnya UU kepailitan sekarang ini, anda jelaskan!. 

i. Anda jelaskan tentang azas- azas berlakunya hukum kepailitan. 



BAGIAN IU3DUA: 

ICEPAILITPIN 



N A B  IT 

KEPAILITAN 

. Arti Dan Tujuan Kepailitan 

Arti Pailit menurut UU Kepailitan , yaitu Undang-undang No. 4 'l'h. 1998 

sebagaimana diatur dalam Lampiran W K  pasal 1 ayat 1 adalah: "Debitur yang 

~nempunyai dua atau Iebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang 

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan 

Pengadilan yang benvenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas 

permohonannya sendiri, maupun atas perminban seorang atau lebih 

krediturnya. 

Sedangkan menurut Ketnowulan, dalam bukurlya Kapita Selekta Hukunl 

Ekonomi Dan Perbankan, Seri Varia Yustisia ( :1996: 85), yang dimaksud 

dengan Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusarl 

hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas 

semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu 

pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk 

kepentingan semua kreditur, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang 

benvaj i b. 

Dari pengertian kepailitan seperti disebutkan diatas, dapat disimpulkan 

~ahwa: 

. Kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang 

dimintakan oleh kreditur secara perorangtln. 

. Kepail itan hanya mengenai harta benda debitur, bukan pribadinya. Jadi, ia 

tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan. 

Misalnya, hak yang timbul dari kedud~kanxtya sebagai orang tua (ibu/ 

ayah). 



Makil secara sederhana. kepailitan dapat ciiartikan sebagai suatu penyitam 

semua asset debitur yang dimasukkan kedalam perrnohonan pailit. Debi tur 

pailit tidak serta rnerta kehilangan kemampuannya unluk melakukan tindakan 

ilukuln, akan tetapi kehoilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya 

yang dimasukkan didalam kepailitan terhitung sejak pemyataan kepailitan itu 

(Peter Mahmud, 1996: 4) 

Dengan adanya lembaga kepailitan ini menurut Rudhi Prasetyo dalam 

Peter (1996:5), diharapkan dapat befingsi untuk mencegah terjadinyz 

kesewenang-wenangan pihak kreditur yang memaksa dengan berbagai cara 

agar debitur membayar utangnya. Sehingan dengan adanya lembaga kepailitan 

memungkinkan debitur membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dnn 

adil vallu : 

a. Ilcnyan dilakukannya pen.jualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh 

llarta kekayaan yang tersisa dari debitur 

b. Mem bagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kredi tur 

yang telah diperiksa sebagai kreditur yang sah masing-masing sesuai 

dengan : 

- Hak Preferensinya dan 

- Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya 

hak tagihan kreditur konkuren lainya. 

Mcnurut isi Ln~npirin pasal I UU Kepailitan, kepailitan dabat 

dimohonkan apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 

membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. 

Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud dalam ketehtuan 

pasal 1 tersebut adalah utang pokok atau bunganya. 

Adapun pihak-pihak yang dapat mehgajukan permohonan pernyataan 

pailit adalah debitur, kerditur atau para kreditur, kejaksaan untuk kepentingan 



umwn, Bank lndonesia apabila menyangkut debitur yang merupakan bank 

serta Badan Pengawas Pasar Modal biIa menyangkut debitur yang merupakan 

perusahaan efek ( pasa 1 ayat 1 - 4 W K  ) 

Permohonan pernyaan pailit diajukan oleh seorang penasehat hukwll 

yang memiliki ijin praktek melalui Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya 

meliputi tempat kedudukan hukum debitur, dan bila debitur telah 

meninggalkan wilayah Republik Indonesia maka yang berwenang memutus 

adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum 

terakhir debitur. 

l~ermohonan kepailitan untuk pesero suatu firma diajukan di pengadilan 

yang yurisdiksinya meliputi tenpat kedudukan firrna tersebut. 

Sedangkan bagi seorang debitur yang tidak bertempat kedudukan diwilaynh 

I<epubli k lndonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah 

Kepublik lndonesia dapat diajukan permohonan pailit di pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur tersebut. 

Ilalam ha1 debitur merupakan badan hukurn, maka kedudukan hukumnya 

adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya ( pasal2 UUK ). 

Bila permohonan pailit diajukan oleh debitur yang menikah permohonan hanya 

dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri apabila ada percampuran hrtn 

Dnlam putusan pernyataan pailit h a m  diangkat seorang hakirn 

pengawas yang ditunjuk darii,. hakim pengadilan niaga untuk mengawasi 

pengurusan dan pemberesan harta pailit (pasal 13 jo pasal63 UUK). 

Disamping itu pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang meliputi 

~enyelamatan, pengelolaan, penjaminan dan penjualan harta pailit dilakukan 

)leh kurator ( pasal 13 jo pasal67 UUK) 



Harta kekayaan pailit meliputi seluruh harta kekayaan debitur yang ada pada 

saat pernyataan pailit maupun harta kekayaan yang diperolehnya selarna 

kepailtan itu. 

Akibat dengan dinyatakan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya 

unt uk berbuat bebas terhadap kekayaanya yang dimasukkanya kedalaln 

kepailitan terhitung sejak tanggal pernyataan pailit itu ( pasal 12 UUK ). 

I'cngurusan dan pemberesan atas hata pailit itu dilakukan oleh kurator ( prrsal 

12 ayat 1 UUK ) 

Sebaliknya menurut pasal 7 UU Kepailitan selama putusan atas 

permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap kreditur atau kejaksaan 

dupat mengaj ukan pemohonan kepada pengadilan niaga untuk 5 
a. rneletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur. 

upaya pengalnanan ini bersifat prefentif dan sementara dan dimaksudkan 

untuk lnencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan hukum terhadap 

kekayaan sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka 

pelunasan utangnya. , 

Dalam ha1 pennohonan sita jaminan dikabulkan, pengadilan dapat 

lnenetapkan syarat agar kreditur pemohon meinberikan jaminan dalaln 

jumlah yang dianggap wajar oleh pengadilan. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseilnbangan antara kepentingan 

debitur dan kreditur. 

Dala~n menetapkan persyaratan tentang jaminan tersebut, pengadilan antara 

lain harus mempertimbangkan adanya tindakan jaminan atas keseluruhan 

kekayaan debitur, jenis kekayaan debitur dan besarnya jaminan yang harus 

diberikan dibandingkan dengan kemungkinan besarnya kerugian yang 

G.Beniadette, op cit. Hal 9 



diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak 

pengadilan. 

b, menunjuk kurator sementara untuk: 
- ~iiengawasi pengelolaan usaha debitur dan 

- mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan 

kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan 

kurator. 

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila ha1 tersebut diperlukan 

untuk melindungi kepentingan kreditur. 

Sementara itu debitur pailit dapat mengajukan akur' yaitu restrukturisasi 

dan penghapusan sebagian utang-utangnya kepada para kreditur ( pasal 134 

UUK ). Jika akur ini disetujui oleh mayoritas kreditur dan Pengadilan Niaga 

mengesahkan dalam bentuk homologasi, kepailitan berakhir (pasal 156 UUK). 

Akar; tetapi jika tidak ada akur sita jaminan ~nenjadi sita eksekutorial ( pasal 

168 UUK ) apabila ha1 ini yang terjadi proses kepailitan tersebut memasuki 

tahap insolvensi ( harta pailit berada dalam keadaan tidak manpu membayar). 

Dan pada tahap ini dilakukan verifikasi terhadap tagihan-tagihan dan pencairan 

aset harta kekayaan pailit serta pembayaran utang-utang secara tuntas. 

Dalatn ha1 yang pailit perseroan terbatas, tahap ini akan bermuara pad3 

pembubaran perseroan terbatas tersebut. 

. Syarat-syarat Pengajuan Pailit 

IJntuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur haws memenuhi syarnt- , 

syarat sebagai berikut : 

a.  debi tur lnempunyai dua atau lebih kreditur 

I 

8 '  

Akor ialah suatu perjanjian perdamaian dalam kepailitan antara si pailit dengan para 
krediturnya. 



diderita oleh debitur apabila permohonan pernyataan pailit ditolak 

pengadilan. 

b. menunjuk kurator sementara untuk: 
- mengawasi pengelolaan usaha debitur dan 

- mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan 

kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan 

kurator. 

Permohonan tersebut hanya dapat dikabulkan apabila ha1 tersebut diperlukarl 

untuk melindungi kepentingan kreditur. 

Sementara itu debitur pailit dapat mengajukan akur7 yaitu restrukturisasi 

dan penghapusan sebagian utang-utangnya kepada para kreditur ( pasal 134 

UUK ). Jika akur ini disetujui oleh mayoritas kreditur dan Pengadilan Niagn 

mengesahkan dalam bentuk homologasi, kepailitan berakhir (pasal 156 UUK). 

Akan tetapi jika tidak ada akur sita jaminan menjadi sita eksekutorial ( pasal 

I68 UUK ) apabila ha1 'ini yang terjadi proses kepailitan tersebut memasuki 

tahap insolvensi ( harta pailit berada dalam keadaan tidak manpu metnbayar). 

Dan pada tahap ini dilakukan verifi kasi terhadap tagihan-tagihan dan pencairan 

aset harta kekayaan pailit serta pembayaran utang-urang secara tuntas. 

Dalam t~al yang pailit perseroan terbatas, tahap ini akan bermuara pada 

pembubaran perseroan terbatas tersebut. 

. Syara t-syarat Pengajuan Pailit 

ZJntuk dnpat dinyatakan pailit, seorong debitur harus memenuhi syarat- 

syarat sebagai berikut : 

a. debitilr lnempunyai dua atau lebih kreditur 

! ?$;/- I f  
Akor ialah suatu pejanjian perdarnaim dalam kepailitan antara si pailit den'~ah'@x * : ' " ,- n 
krediturnya. 



b, tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh w i  dan dapat di tagih 

c. atas permohonanya sendiri maupun atas pel-mintaan seorang atau lebih 

kreditumya (lampiran pasal 1 UUK ). 

Pernyataan pailit diperiksa secara sederhana (sumir), ialah bila dalam 

mengambil keputusan tidak diperlukan alat-alat pembuktian sepeti diatur 

dalam buku ke IV KUH Pedata cukup bila peristiwa itu telah terbukti dengan 

alat-alat pembuktian yang sederhana. 

Lahirnya pasal ini sebenarnya dalm rangka untuk lebih memberikan 

perlindungan hukum kepa& kreditur atau para ktretditur dibandingkan 

ketentuan kepailitan yang lama ( pasal 1 ) yang mana terdapat celah hukwn 

yang sering kali dimanfaatkan oleh debitur yang nakal , karena didalam pasal 

1 peraturan kepailitan ( yang lama ) syaratnya hanya debitur ddam keadaan 

berhenti membayar, tanpa a& penjelasan lebih lanjut maka kemudian disalah 

artikan, mestinya untuk debitur yang benar-benar tidak mampu membayar 

bukan debitur yang tidak mau mernbayar kemudian minta dijatuhi kepailitan. 

Terkait dengan syarat yang no b. disebutkan terdahulu yakni utang y m ~ g  

tidak terbayar adalah adalah utang pokok atau bunganya, maka kemudian 

yang perlu diantisipasi oleh pemerintah menurut penulis adalah hams segera 

menyiapkan sarana dan prasarananya yakni lenbaga peradilanya, hakimnya, 

kuratornya, untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan tersebut. Karena 

bila undang-undang , ini sudah efektif dijalankan berapa banyak kasus 

kepailitan yang harus sege8m diputus. 

C. Yang Mengajukan Kepailitan 

Sebelurn berlakunya W No.4 Tahun1998 atau W Kepailitan, m a k ~  

pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Kepaili tan ke Pengadilan 



Negeri ada tiga yakni : (1)  debitur sendiri, (2) seorang kreditur atau lebih dan 

(3)  jaksa penuntut umum (pasal 1 ayat 2 Peraturan KcpailitanIFV). 

Dalam Lampiran UU Kepailitan yang baru, yaitu UU No 4 'I'ahun 

1998 ketentuan ini telah mengalami perubahan atau penambahan menjndi 

liina pihak yaitu : ' 

1. Debitur sendiri, 

3. Seorang atau lebih krediturnya, 

3. Kejaksaan untuk kepentingan umum, 

4. Bank Indonesia (BI) dan 

5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 

Selengkapnya mengenai pihak-pihak yang dapat mengqjukan 

pcr~iiolionan pailit ke pengadilan seperti diatur dalam pasal I (ayat 1-4) UU. 

No.411998 berikut ini: 

ayat I :  Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar 

sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, 

dinyatakan pailit dengan putusan pcngadilan yang berwcnang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bai k atas permohonannya 

sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebi h krediturnya, 

ayat 2: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) ,  dapat jug3 

diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum. 

ayat 3: Dalarn ha1 menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonnn 

penyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. 

ayat 4:Dalam ha1 menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efck, 

permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh ~ a d n n  

I'cnyuwus I'usar Modal. 



crd. I .  Debit ur sendiri 

Pada penjelasan ketentuan lampiran pasal 1 ayat (1) tersebut di 

atas, yang dimaksud dengan pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang 

merupaltan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan yang di- 

bentuk dalarn lingkungan peradilan umum yang di atur secara khusus di 

dalam Uab 111 lampiran UU Kepailitan (selanjutnya disebut atau ditulis 

UUK) yakni mulai pasal 250 - 283. 

Di dalam penjelasan ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa untuk 

selanjutnya kecuali mengenai penyebutan "Ketua Pengadilan Negeri" 

maka scpanjang menyebut kata "pengadilan" atau "pengadilan negeri" 

inaksucinya adalah menunjuk "pengadilan niaga". 

Mcngcnai utang yang tidak bisa dibayar debitur scbagaimana dimaksud 

dalam ketentuan ayat 1 ini, adalah utang pokok atau bunganya. 

Jadi debitur yang punya .dua atau lebih kreditur dan tidak membayar 

sedikitnya satu utang (pokok atau bunganya) yang telah jatuh tempo dm 

dnpnt ditagih atas permintaan sendiri (debitur) dapat mengajukan 

permohonan ke ~engadilan Niaga untuk dinyatakan pailit. 

Dalam hat permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur 

yang menikah, maka permohonan hanya dapat di ajukan atas persetujuan 

suami atau istrinya kecuali apabila tidak ada percampuran harta 

(lampiran UUK pasal 3 ayat (1-2) rt). 

! 2. Seorung atau lehih Kredirurnya 

Bcrdasarkan ketentuan lampiran pasal 1 ayat (2) UUK (yang baru) 

seorarlg kreditur dapat mengajukan permohonan agar debitur dinyatakan 

pailit. 



Aknn tetapi dalam praktiknya diperadilan, baik yang terjadi di negeri 

Belandn maupun di peradilan Indonesia (sebalum dibentuknya 

Pengndilan Niaga) bila hanya seorang kreditur saja tidak boleh 

rnengajukan kepailitan (Riyanto, 1996:4). Namun demikian ada juga 

sarjana yang berpendapat seorang saja kreditur boleh mengajukan 

kepailitan debiturnya, asalkan si debitur itu memiliki lebih dari seorang 

kreditur sebab bila tidak, kepailitan akan kehilangan rasionya karena 

tujuan kepailitan adalah untuk melindungi para kreditur yaitu untuk 

mengadakan pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur. 

7 d .  3. Kejaksaun Untuk Kepent ingan Umum 

Dalam kententuan pasal I ayat 2, jaksa penuntut umum dapat 

n~engqjukan permohonan kepailitan demi untuk kepentingan umum. Bagi 

Undang-undang sendiri tidak memperinci dan men-jelaskan lebih lanjut 

apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. 

Menurut Peter (1997: 10 ) kepentingan umum dapat diartikan 

sobngai kepentingan yang bukan merupakan kepentingan kreditur 

ataupun pemegang saham. Kepentingan umum itu dapat saja masyarakat 

umum dalam pengguna jasa. Dalam ha1 yang sedang diajukan untuk 

pailit itu adalah suatu perusahaan trasportasi atau mungkin perusahaan 

yang mengolah bahan-bahan perusahaan yang sedang dalam proses 

kepailitan lebih-lebih bila permohonan pailit itu diajukan oleh pihak 

debitur. Sekalipun prosedur semuanya telah dilalui lengkap, hendaklah 

m asala h kepentingan umum perlu menj adi pertimbangan. .- 

Dalam prakteknya di Indonesia, permohonan kepailitan oleh pihak 

hdeksaan ini hampir tidak pernah dilakukan. Sebagai contoh misalnya di 

Pengadilan Negeri Semarang selama hampir kurun waktu20 tahun (tahun 

1979-1997 ) hanya terdaftar 19 perkara kepailitan yang diajukan oleh 



deblti~r 12 perkara oleh kreditur atau para kreditur 7 perkara dan tidal.: 

s3t1.1 ~?!II> pcrkara kepailitali yang diajukan ole11 kejaksaan 

Seb~rfi~ri conloh, 1Y perkara kepailitan masing-masing dengan 

penyelesaiannya (tentunya masih mendasarkan pada peraturan kepailitan 

yang lama) adalah sebagai berikut : 

1 .  Perkara No. 01 / Pdt / Pailit / 1979 / P.N. Smg. 

- Tennohon pailit: PT. S.B.. 

- Peinohon : Kreditur 

- Dikabulkan olen PN, dikuatkan oleh PT dan MA (tetapi blA 

mengangkat CB). 

- Ditetapkan CB (bukan penyegelan) atas beberapa barang. 

- Insolvensi tidak dapat dilakukan karena barang-barang dinyatakan 

bukan milik PT (pailit diatas kertas). 

2. I'crknra No.02 IPdt / Pailit /I979 1P.N. Smg. 

- Termohon, para ahli awris, dan harta warisan almarhum Tuan 

KGP. (Direksi PT.SB tersebut diatas no. 1) 

- Pemohon: Kreditur 

- Kepailitan terhadap para ahli waris dikabulkan, namun terhadap 

boedel warisan ditolak. 

- Dikuatkan oleh PT, dibatalkan oleh MA (tak terjadi kepailitan). 

3. Perkara No. 01 / Pdt / Pailit / 1981 / P.N Smg. 

- Pemohon pailit Debitur sendiri 

- Pailit dikabulkan seluruhnya. 
- I-Iarta pailit : barang tetap 3 bidang tanah, dan barang bergerak 

ads 27 jcnis. 

Lukito. Pen\lelesaian Kepailitan Melalui Pennadilan (Studi kasus Kepailitan). Makalah 
oka tentang Restrukturisasi Organisasi Bisnis Merlalui Peraturan Kepailitan, FH 



- Kreditur : - kreditur prcferent ada 4 orang dan konkuren 15 orang 

- Hasil penjualan barang tetap dibagikan kepada kreditur preftrent, 

sedang kreditur konkuren tidak mendapat apa-apa. 

- Terhadap barang bergerak tidak dijual. 

- Pada tanggal 6 Maret 1989 dalam perkara No. 9 1 1 Pdt. P / 1989 / 

P.N. Smg. , Pengadilan Negeri Seinarang menetapkan : 

a. Mengabulkan permohonan Pemohon 

b. Menetapkan si Pailit dalarn perkara No. 0 l/Pdt,Pailit/l98 1 

/P.N. Smg. dinyatakan untuk dicabut atas kepailitannya. 

c. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon. 

Cari perkara ini barangkali yang menjadi pertanyaan dibenak ki ta  

adalah, mengapa dengan adanya penetapan P.N yang sama 

Kepailitan dicabut, padahal sudah terjadi pemberesan kepailitan 

(sumpai ~nsolvensi) yang sudah bejalan 8 tahun. Adu upa 

,qcrnngan ? 

4. I'erkara No. 01 / Pdt. Pailit/ 1982 / P.N. Smg. 

I)c~iiohon dinyatakan pailit tanggal 1 1  Agustus 1982, tctapi 

kemudian pada tanggal 29 Maret 1990 perkara ini dicabut oleh 

pe~nohon pailit. 

('Ap(ikul? pemohon yuttg sudul? puilir bole11 tnencubtrfnycl ?). 

5 .  I'crknm No. 02 / Pdt. Pailit/ 1982 / P.N. Smg. 

Lliputus pada tanggal 7 Juni 1983 yahg menyntkan bahwa termohon 

dalam keadaan pailit, tetapi kemudian pada tanggal 4 Maret 1989, 

BCIP mengajukan permohonan klpada Pengadilan agar pailit 

diangkat, dengan alasan barang-barang yanagk aakan dijual 

dipcrkirakan hanya laku senifai Rp. 200.000,-. Sedangkan 

IP- ELIPS. Senlarang , 1 1 Desember 1997, hd9-13 



hutangnya si pailit mencapai Kp. 20.000.000,- lebih sehingga 

hasilnya tidak memadai. 

( dulum kasus ter.cebut, perlukuk RHP r?zcn~qit~kun pernlohonun 

pcncuhtiran dengan ulnsan ciiatus.~). 

6. Yerkara No. U1/ Ydt. Paillt / 1985 / P,N Smg. 

Hanya pennohonan dari pemohon agar dlrlnya dinyatakan dalam 

kendaan pailit. Tiduk uda pcnyclcsuiun. 

( irti tidukje1u.c , upakalt n~cn~ltindur tiuri kqiurun f'0LlU :<) 

7. Perkara No. 0 1 / Pdt. Pailit / 1986 / P.N Smg. 

Diputus pada tanggal 2 1 Mei 1986 

Permohonan dari Pemohon agar dirinya diriyataksn dalsm kcndaan 

pailit, dikabulkan. 

8. Perkara No. 02 / Pdt. Pailit / 19861 P.N. Smg. 

Diputus pada tanggal 8 Juli 1986. 

Permohonan dari Pemohon agar dirinya dingatakan dsalam keadaan 

pail it dikabulkan. 

Me~nerintahkan kepada Panitera untuk segera memberitahukan 

kepada BHP, Kantor Pos dan Giro Semarang dan Kantor Pusat 

Perum Pos dan Giro di Bandung. 

(' kec/zro perkarli ini jwkni no. 7 dun 8, ti~flrk (rlltr kel~ry'~rtun, 

hurungkuli sekedar ingin memduputkun predikut p(rilil?,) 

9. Perkara No. 01 / Pdt. Pailit / 1987 / P.N.Smg 

- Diputus pada tanggal 15 Maret 1988 

- Menolak permohonan pemohon pailit untuk seluruhnya 

- Membebankan biaya kepada pemohon. 

( in;, juga r iduk udu kcluniutunnya) 



10. k'erkara No. 01 IPdt. 'Pailit 11991 1'P.N. Smg. 

l'ermohonan dicabut oleh Pemohon. 

1 1 .  Pcrkara No. 02 /Pdt. Pailit 1199 I I P.N. Smg. 

I'cmohon mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pallit. 

( idak ada perlyelesaian dan tidak dikeralzui sehai.ryu:'). 

12. Perkara No. 021 Pdt. Pailit / 1992 1P.N. Smg. 

Diputus pada tanggal 18 Maret 1993. 

- Menolak permohonan pailit Pemohon. 

- Menghukum pemohon utnuk membayar biaya perkara. 

( ticluk ada kelanjutan dan juga tidak diketclui .rebuhnyu!). 

13. l'crkara No. 01 / Pdt. Pailit I 1994 / P.N. Smg. 

Diputus pada tanggal 23 Agustus 1994, dia.iukan oleh Kreditur 

sebagai Pemohon. 

- Mengabul kan permohonan sebagian. 

- Menyatakan termohon dalam keadaan pailit. 

'I'crmohon mengajukan banding dan diputus pada tanggal 15 

Desember I994 dengan No. 586 / Pdt / 1994 / P.T. Smg. 

- Menerima permohonan banding Termohon 

- Menolak permohonan'Pemohon (pailit dibatalkan). 

Kemudian p~hak pemohon mengajukan kasasi pada tanggal I I Aprll 

1995 dengan No. 1 I/  Pdt. 'W 1995 I P.N. Smg. 

- Hasilnya tidak diketahui. 

I I .  Perkara No. 0 1 I Pdt. Pailit1 1995 I P.N. Smg, 

Diputus pada tanggal 19 September 1995. 

Mengabulkan permohonan pemohon yang ingin dirinya dinpatakan 

dalarn keadaan paiiit . 
(ini.juga tidak ada kelanjutaanya). 



15. Perkara No. 02 I Pdt. Pailit, 19951 P.N.Smg. 

Diputus pada tanggal 4 Juli 1996. 

Mengabulkan permohonan pemohon yang ingin dirinya dinyatakan 

dalam keadaan pailit. 

( i t r i , / ' r ~ , q t r  /itltrk trtltr kc.ltrr!jrt/uc~ryu). 

16. Perkara No .Ol / Pdt. Pailit1 19961 P.N.Smg 

Diputus pada tanggal 23 Mei 1996. 

Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 

Menyatakan termohon dalam keadaan pailit. 

(ini jug0 tiduk ado kelunjutuanya). 

17 I'erkara No. 02 1 Pdt. PaILIT 1 1996/ p.n. Smg. 

- l3ermohonan pailit ditolak 

- I'emohon Kreditur naik banding. 

- IJ . ' I ' .  Smg. menguatkan putudsan P.N. 

- Pemohon tidak mengajukan kasasi dengan pertimbangan harta 

kekayaan Termohon pailit sudah habis di rush (dirampok oleh 

debitur). 

18. Perkara No. 031 Pdt. Pailit / 1996 / P.N. Smg. 

Permohonan pailit ditolak. 

I'cniolio~l Krcditur na~k banding. 

I'.'I'. Smg. menguatkan putusan tJ.N. 

Pemohon tidak mengajukan kasasi dengan pertimbangan harta 

kekayaan Termohon pailit sudah habis di rush. 

10. I'crkara No. 04 / I'dl. Pailit 1 1996 / P.N.Smg. 

Pcrtnohonan dicabut oleh Pemohon. 

Dari data-data ini tergambar bahwa ada 

dalam proses pemeriksaan kepailitan : --__ --._ 
---\. 



Kesungguhan dan lllaksud (itikad ) pcmohon menga-iukan 

permohonan pailit. 

Jumlah slsa harta termohon. 

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses. 

Profesionalisme dan kejujuran Hakim, Hak~m Komlsarls dan 

BHP. 

Dalam ha1 mcnyangkut dcbitur yang merupakan bank. pcrmohonan 

pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (pasal 1 ayat 

3). 

Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan tara!' 

hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

nolnor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. 

Menurut hemat penulis U U  No. 7/1992 tentang Perbankan ,lo. UU 

No. I O tahun 1YY8 tentang Perubahan atas UU No. 7 'Tahun 1992 tentang 

1'crb:lnkan. suatu badan badan hukum bank dapat mengalami kepa~l~tan. 

Hal itu dapat diketahui dari ketentuan pasal Y ayat 3 UU No. 10 tahun 

199 8 (pasal tersebut tidak mengalami perubaha~i). 

Ualam ha1 bank., mengalam1 kepailitan, semua harta yang ditltipkan 

kepada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepall~tan dan wajib 

dikembalikan pada yang bersangkutan. 

Pasal 37 ayat 2 W No. 10 tahun 1998 memberikan itnplikasi 

bahwa suatu bank dapat mengalami likuidasi karena sebab selain akibat 

kepailitan yaitu. karena bank tersebut dicabut ijin 

Pimpinan Bank Indonesia dan memerintahkan 



menyelenggarakan rapat urnurn pemegang saham ( RUPS) dan 

~neinbentuk tim likuidasi. 

Dari penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa W 

No. 10 tahun 1998 memberikan indikasi tentang dapat dialarninya 

likuidasi oleh suatu bank karena bank itu dinyatakan pailit atau karena 

bank dicabut ijin usahanya oleh pimpinan Bank Indonesia. 

Namun demikian yang perlu diperhatikan lagi bahwa likuidasi 

si~atu bank dapat tejadi tidak hanya karena 2 sebab tersebut diatas saja, 

karena bank suatu badan hukurn dan pada umumnya berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) maka semua sebab-sebab yang dapat 

nicnsakibatkan bubar atau dibubarkanya suatu badan hukum dapat pula 

mengakibatkan badan hukum itu bubar dan dilikuidasi. 

Karena UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No 10 tahun 1998 tidak 

memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai kepailitan bank dengan 

demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan 

peraturan yang berlaku umum bagi kepailitaan suatu debitur yaitu 

berdasarkan UU Kepailitan ( sebelumnya Peraturan Kepailitan atau FV 

S. 1905 No 217 jo. 1906 No 348 ). 

Bahwa suatu badan hukum bank kepailitannya tidak diatur khusus tetapi 

tunduk pada ketentuan kepailitan yang umum. 

Menurut Sutan Remi Syahdeini ' , ini sangat berbahaya dilihat dari 

sudu t kepentingan masyarakat. Apabila suatu bank kepaili tanya tunduk 

kepada peraturan kepailitan (FV) maka suatu badan hukun bank dapat 
,\ 

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Likuidasi dan Tanggung Jawab Pengurus Pemegang 
Saham terhadap Pihak Ketiga, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui 
Kepailitan, FH-UNDIP-ELIPS, Semarang 1 1 Desember 1997, ha1 2. 



bukan saja dimohonkan pailit oleh kreditur bank itu, tetapi juga oleh 

bank itu sendiri sebagi debitur. Padahal bank bukan perusahan biasa, 

bank ndalah bagian dari sistem keuangan dan sistem penbayaran suatu 

negara, bank adalah suatu lembaga intermediery, suatu lembaga milik 

masyarakat dan bank bekeja terutarna pada dana masyarakat yang 

berhasil dikerahkan yang eksistensinya tergantung sekali pada kesediaan 

masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. 

Berdasarkan ha1 tersebut diatas maka besar sekali kepentingan 

masyarakat terhadap terjaminnya eksistensi suatu bank, karena bubarya 

suatu bank tidak sekedar menyangkut kepentingan para pemegang 

saha~nya saja tetapi menyangkut pula kepentingan sistem keuangan dan 

pe~nbayaran suatu negara serta kepentingan masyarakat penyimpan dana 

yaitu kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekedar kepentingan 

para pemegang saham. 

Sehubungan dengan itu, maka kemudian dirubahlah ketentuan 

siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan terkait dengan 

perbankan didalam W Kepailitan No.4 tahun 1998. Seperti yang diatur 

lainpi ran W K  pasal 1 ayat (3) yakni dalam ha1 menyangkut debitur yang 

inerupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan 

oleh Rank Indonesia. 

Oleh karena itu dalam ha1 bank mengalami kepailitan maka UU 

Kepailitan inilah kemudian yang berlaku sebagai lex spesialis terhadap 

UU Perbankan ( W No. 7 tahun 1992 Jo. W No. 10 tahun 1998 ) 

sebagai Icx gcneralisnya. 

Baguimana bila debitur bank berstutus Bank Take Over (BTO), 

bolehkah mengajukan gugatan atau permohonan pernyataan pailit?. 



Dalam ha1 debitur bank yang dinyatakan dalam status Bank Take 

Over (BTO), maka tidak lagi mempunyai kewenangan untuk 

melaksanakan suatu perbuatan hukurn termasuk mengajukan gugatan 

atau pennohonan pernyataan pailit untuk kepentingan bank tersebut 

karena manajemen dan operasional telah diambil alihf dikuasai oleh dan 

berada dibawah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). 

CONTOH KASUS: 

Dalam perkara Kepailitan antara PT. SAIUNA KEMAS UTAMA 

(Pemohon Peninjauan Kembalil Pemohon Kasasil Termohon Pailit) 

r~leluwcln PT. BANK PDFCI Tbk. (Termohon Peninjauan Kembali/ 

Tennohon Kasasil Pemohon Pailit). 

Isi putusan Kasasi dalam perkara Kepailitan : bahwa mengenai 

Termohon Kasasi (PT Bank PDFCI) yang telah dinyatakan sebagai Bank 

Take Over (BTO) tetap salt sebagai Pcmolzon dalam perkara Kcpailitan, 

karena BTO tidak menghapus status Termohon Kasasi sebagai badan 

hukum yang dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses perkara 

dan dengan demikian pembuatan surat kuasa dari Termohon Kasasi tidak 

perlu sepengetahuan dan atau izin Pemerintah atau BPPN . 

Putusan Kasasai ini TELAH DBATALKAN dengan putusan 

Pcni njauan Kembali , dengan pertimbangan hukum: bahwa Direksi Bank 

PDFCI Tbk. yang telah dinyatakan dalam status BTO sejak tanggal 3 

April 1998, tidak lagi memiliki kewenangan untuk melukukan suulu 

pwhuc~l~n hukum termusuk mengujukun gugutun uluu permohonun puilil 

rr~~trrk kepentlngun Bunk tersebut, kurenu munajemen dun operuslonalnyu 

~elalz diamhil alih atau dikuasai oleh dun berada dibawah pengawasan 

RPPN.  Sehingga surat kuasa yang dibuat oleh Direksi Bank PDFCl Tbk. 



Tanggal 28 September 1998 yang menjadi dasar permohonan pailit 

terliadap Terrnohonl Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah; 

Berikut ini paparan secara ringkas mengenai putusan perkara 

Kepailitan (mulai dari Pengadilan Niaga sarnpai pada tingkat Peninjauan 

Kembali di Mahkamah Agung) antara PT Sarana Kemas Utama melawan 

PT. Bank PDFCZ : 

I .  Putusan : Pengadilan Niaga 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , tanggal 

21 Oktober 1998, Nomor : lO/Pailit/ 19981 PN.Niaga/Jkt.Pst. 

I .  Anrar Putusan: 

- Menyatakan PT. Sarana Kemas Utama Pailit; 

- dan seterusnya; 

2. Perrimbangan Hukum: 

- bahwa berdasarkan dalildalil pemohon yang tidak dibantah 

oleh Termohon d m  bukti-bukti surat Pemohon, dengan sah 

terbukti Termohon mempunyai lebih dari dua kreditur dan 

tidak membayar lebih dari satu utang yang sudah jatuh 

waktu dan dapat ditagih, sehingga dihubungkan dengan 

ketentuan 'Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1.998, Majetis berpendapat bahwa Terrnohon telah 

memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit. 

11. Putusan t Permohonan Kaaasl 
Mnhkamah Agung RI, tanggal 14 Desember 1998, 

Nomor: 04 W Nl1998 



1. Amnr Putusart: 
- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT 

Sarana Kemas Utama 

- dan seterusnya; 

2. Periimbangan Hukum: 

- bahwa tujuan diundangkannya peraturan kepailitan adalah 

untuk meyelesaikan utang piutang melalui mekanisme 

penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan 

efektif, ha1 ini telah diwujudkan dalam pemeriksaan in 

casu , yakni: 

Pemeriksaan telah dilaksanakan secara sederhana; 

Kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk 

rnemberikan tanggapannya masing-masing atas 

perkara tersebut 

Pemeriksaan telah dilakukan secara terbuka; 

Jangka waktu pemeriksaan cukup singkat , sesuai 

dengan tenggang waktu yang diatur oleh undang- 

undang. 

- bahwa mengenai Tcrrnolton Kususi (PT Rank IJI)F(:.> yang 

reluh dinyutukun sebagui Bunk Tuke Over (BTO), tetap 

soh sebagai Pemohon dalum perkuru kepailitan, karena 

pernyataan BTO tiduk menghapus status Termohon 

Kususi se bugui Budun Hukum yung duput bert induk 

sebagai piltak dalam proses suafu perkara dan dengan 

demikian pembuatan surat kuasa dari Terrnohon Kasasi 

tidak perlu sepengetahuan dan atau izin Pemerintah atau 

BPPN; 
- bahwa atas jumlah dan cara perhitungan piutang yang telah 

ditolak oleh Pemohon Kasasi harus dikesampingkan, 



karena ha1 tersebut seharusnya diajukan dalam rapat 

verifikasi sebagai akibat sudah adanya putusan pailit; 

'111. Putusan: Permohonan Peninjauan Kembali 

Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1999, 

Nomor: 012 PW N/ 1999 

I .  Amar Pulu~un: 

- Mengabullcan permohonan Peninjauan Kembali dari 

Pemohon Peninjauan Kembali : PT. Sarana Kemas Utama 

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 

Desember 1998, Nomor : 04KM/1998 dan putusan 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 2 1 Oktober 1998, 

Nomor : 101 Pailit/ 1998/ PN. Niagd Jkt. Pst; 

Dan Mengadili Sendiri 
- Masalah permohonan pailit dari : PT. Bank PDFCl Tbk. 

- dan seterusnya. 

2. Pertiinbangan Hukurtt: 

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali ad.2 (b) dapat 

dibenarkan, karcnu lerdcrpur ke,vc~lahan hercrl clufum 

menerapkun ltukum tenfang srarus dun kewenungun Hunk 

'Ibke Over (HTO), sehah Ilireksi Harrk PI)FCI Tbk. yang 

telah dinyutakan dalum status BTO sejak tanggal 3 April 

1998, tiduk Iagi memiliki kewenangan untuk melakukan 

suatu perbuatan hukum termasuk mengujukan gugafan 

utuu permohonun puilit untuk kepentingun Hank tersehut, , 

karena manajemen clan operasionalnyu telah diambil alih 

atau dikuasui oleh dun beradu dibawah pengawasan 

BPPN. Sehingga surat kuasa yang dibuat oleh Direksi 

Bank PDFCI Tbk. Tanggal 28 September 1998 yang 



menjudi dasar permohonan pailit terhadap Termohon/ 

Penzohon Peninjauun Kembali adalult liduk salt; 

d.5. Budan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 

Dalam ha1 menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek , 

menurut pasal 1 ayat (4) UUK , maka permohonan pernyataan pailit 

hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). 

Kenupa harus Bapepam ?. 

Menurut hemnt penulis , ha1 ini sudahlah tepat kenapa harus 

Bapepam yang dapat mengajukan kepailitan terkait dengan Perusahan 

Efek , karena pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari 

dilakukan oleh Bapepam dengan tujuan untuk terciptanya kegiatan Pasar 

Modal yang teratur , wajar dan efisian. Dan yang lebih penting lagi untuk 

~nelindungi kepentingan pemodal dan masyarakat sesuai ketentuan pasal 

2 4  UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Selain ha1 tersebut kewenangan Bapepam yang lain seperti diatur 

dalam pasal5 Undang-undang Pasar Modal (UUPM) adalah : 

(1). a. Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan 

Penjaminan, Lembaga, Reksa Dana, Perusahaan Efek, 

Penasehat Investasi dan Biro Administrasi Efek; 

b. Izin orang perseorangan bagi Wakil Penjaminan Emisi Efek 

Pedagang Efek, dan Wakil Manager Investasi; dan 

c. Persetujuan bagi Bank Kustodian; 

(2). Mewajibkan pendaftaran profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali 

Amanat; 

(3). Menetapkan persyaratan dan tatacara pernyataan pendaftaran serta 



menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan, 

Pendaft arm; 

(4). Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak 

dalam ha1 terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran 

Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 

(5). Mewajibkan setiap Pihak untuk : 

a. Menghentikan atau melnperbaiki iklan atau promosi yang 

berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau 

b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi 

akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud; 

(6). Melaku kan perneri ksaan terhadap: 

a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau 

diwajibkan ~nenyarnpaikan Pernyataan Pendaftarm kepada 

Bapepam; atau 

b. Pihak yang dipersyaratkan lnemiliki izin usaha, izin orang 

perorangan, persetujuan atau pendaflaran profesi berdasarkan 

Undang-undang ini; 

(7). Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu 

dalam rangka pelaksana wewenang Bapepam sebagai dilnaksud 

dalam nomor 6;  

(8). Mengunurnkan hasil pemeri ksaan; 

(9). Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada 

Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek 

tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi 

kepentingan pernodal; 

(10) .~en~hent ikan kegiatan perdagangn Bursa Efek atau jangka 

waktu tertentu dalam keadaan darurat; 

( 1  l).Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan 

sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan atau 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan 

keputusan ~nembatalkan atau menguatkan sanksi di maksud; 



(1 2).Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, 

perneriksaan, dan penelitian serta biaya lain dala~n rangka 

kegiatan Pasar Modal; 

(1 3).Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerug-ian 

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang 

Pasnr Modal; 

(1 4).Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atns 

Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya; 

( 1 S).Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah 

ditentukan dalam pasal 1 angka 5; dan 

( 16).Mclnkukan lial-ha1 lain yang diberikan \xrdasarkan lindnng- 

undang ini. 

Yang dimaksud Perusahaan Efek adalah pihak yang lnelakukan 

kegiatan usaha sebagai Yenjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan 

Efek dan atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 

8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 

Sedangkan yang dapat ~nelakukan kegiatan usaha sebagai 

perusahaan efek adalah perseroan yang telah mendslpat izin usaha dari 

Rapepam. .Perusahaan efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan 

yang berkaitan dengan efek yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan 

pihak lain yang beke rja untuk perusakaan tersebut. (Pasal 30-31 UIIPM) 

Sedangkan yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi 

efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi hanya 

orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapeparn, begitu 

juga untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penasehat investasi 

haruslah pihak yang telah melnperoleh izin usaha dari Bapepam (pasal 

32-33 UUPM ). 



Ilalam pcrlakuan kcgiatan usaha bagi pcrusahaan efek maupun 

pcnasehat investasi harus ~nengikuti pedoinan perilaku seperti yang 

diatur dalam Pasal 35 - 42 UU No. 81 1995 (Lihat UU Pasar Modal). 

Yang Dinyatakan Pailit 

Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak 

~netnbayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih 

dapat dijatuhi keputusan kepailitan. 

Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun 

badan hukum, maka berdasarkan ha1 tersebut diatas pihak-pihak yang bisa 

dinyatakan pailit adalah: 

a. Orang atau badan pribadi (lampiran UUK pasal 1 )  

b. Dcbitur yang telah menikah (lampiran UUK pasal 3 ) 

c. Dadan-badan Hukum , seperti Perseroan Terbatas, Perusahan Negara, 

Koperasi, perkumpulan-perkumpulan yang berstatus badan hukum , 

tnisalnya Yayasan ~nisalnya (lam piran UUK pasal 1 13). 

d .  Harta warisan (pasal 97 W K ) .  

Menurut lampiran pasal 1 ayat (1) UUK, dchitur yang mempunyai dua 

atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah 

jatuh waktu dan dapat ditagih , dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan 

yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas 

per~nohonanya sendiri, lnaupun atas pertnintaan seorang atau lebih 

krediturnya. 



Debitur disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa 

berupa manusia maupun badan hukurn seperti Perseroan terbatas , Yayasan 

atau yang lainnya. 

h. Ilehitrir yutlg tnenikuh 

Didalarn lampiran UUK pasal 3 ayat (1-2), disebutkan bahwa 

permohonan pernyataaan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah, 

harus ada persetujuan suami atau isterinya, apabila diantara mereka ada 

percampuran harta. 

Lebih lanjut didalam pasal 119 KUH Perdata (Soebekti, 1984: 47) 

menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum 

berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar 

inengenai i tu dengan pe janjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. 

Oleh karena itu bagi mereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata 

, untuk mengajukan permohonan pailit haruslah ada persetujuan dari suami 

atau isterinya kecuali diantara ~nereka ada perjanj ian perkawinan. 

Ynng menjadi masalah kemudian menurut Bernadette (1999 : 22) 

adalah, apslkah dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur 

tentang Perkawinan khususnya dalam ha1 harta kekayaan ini menjadi ti dak 

berlaku sehingga membawa akibat adanya pemisahan antara harta asal dart 

harta bersama dari suami dan isteri tersebut? 

Yang harus diingat bahwa yang dinyatakan pailit itu adalah harta debitur 

bukan pribadinya. 

I 

Dalam pasal 232 a KUH Perdata menyangkut harta perkawinan, sekali 

berlaku KUH Perdata maka akan berlaku untuk seterusnya sekalipun 

perkawinan putus dan mereka ~nengadakan perkawinan ulang , Inaka akibat 



huku~n tcrhadap harta perkawinan tersebut demi hukum akan hidup 

ken~bali. Ini berarti, bahwa ketentuan KUH Perdata sepanjang menyangkut 

harta perkawinan bagi inereka yang menikah berdasarkan KUH Perdata 

sampai saat ini masih berlaku sekalipun telah berlaku UU Perkawinan. 

Karena itu apabila seseorang menikah berdasarkan KUH Perdata tanpa 

~nengadakan pe janjian perkawinan dan salah satu dari mereka suami atau 

isteri dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut ukan meliputi seluruh 

tturra hersama Q~asal 20 IIUK). Maka konsekwensinya adalah bahwa 

seluruh. harta bersama tersebut akan dipertanggung jawabkan untuk 

liepentingan para krediturnya. Bila suami atau isteri yang dinyatakan pailit 

itu mempunyai barang yang tidak termasuk dalam persatuan harta 

perkawinan, barang inipun diperuntukkan bagi utang yang mengiknt debitur 

pailit yang bersifat pribadi. 

Bila isteri dinyatakan pailit, maka kepailitan tersebut juga meliputi harta 

bers,ma, oleh karena itu suami, akan kehilangan hak untuk mengelola harta 

bersa.ma karena pengurusan mengenai harta tersebut ada pada kurator. 

Menurut UU Perkawinan dikenal adanya pemisahan antara harta asal 

dan harta bersama . Di dalam pasal 35-37 UU No.1 tahun 1974 diatur 

menpnai harta benda dalam perkawinan sebagai berikut :I0 

Pasal 35 (1): harta benda yang diperoleh selama perkawinan ~nenjadi harta 

bersama. 

(2): harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta 

benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 

warisan, adaiah dibawah p e n p s a a n  masingmasing 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain. 

~ 

soemiy&, SH., Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Libefl~t  ' 
Yogyakarta. Cetakan kedua, 1986, ha1 : 102. 
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Pasal 36 (1): mengenai harta bersamma suarni atau isteri dapat bertindak 

atas persetujuan kedua belah pihak 

(2): mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai 

perbuatannya. 

Pasal 37 : bila perkawinan putus karena perceraian, hark  bersarna diatur 

menurut hukumnya masing-masing. 

Kesulitannya barangkali adalah untuk mengetahui .maria yang 

termasuk harta asal dan mana yang termasuk harta bersama, oleh karena 

harta asal tidak pernah dicatat sehingga sulit untuk menentukan , apakah 

permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur yang menikah 

~crscl>iil llarus ada persetujua~~ ole11 dari suan~i  atau isterinya. 

Mcskipun ada ketentuan hukum acara yang dapat melindungi, 

misalnya dengan mengajukan perlawanan terhadap penyitaan yang 

dilakuknn oleh pengadilan, akan tetapi proses ini menyulitkan bagi pihak 

pelawan dan tidak jarang justru bisa terjadi akal-akalan dari suami atau isteri 

tersebut dengan mengatas namakan barang-barang suami dengan nama 

isterinya dengan maksud untuk menghindari penyitaan dari pengadilan. 

Sebaliknya didalam lampiran UUK pasal 60, bila seorang suami 

dinyatakan pailit, isteri diperbolehkan mengambil kembali semua barang 

bergerak dan barang tidak bergerak kepunyaannya sendiri, yang tidak 

termasuk dalam petsatuan harta perkawinan. 

Apabila sclama perkawinan, telah diwariskan, dihibah wasiatkan, 

diliibahkan barang-barany bergerak kepada isteri, maka apabila terjadi 

perselisihan atas barang teresbut hnrus dapat dibuktikan telah terjadinya 

tindakarl hukurn pewarisan, hibah wasiat atau hibah tersebut. 



B a h n  hukun .sebagai subyek hukun yang mempunyai kekayaan 

terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatalcan pailit. 

Deuyan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut &an kehilangan hak 

un tuk  mcngurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayan badan 

hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh karena itu 

menurut pasal 24 UUK maka gugatan hukum yang bersuinber pada hak dan 

kewajiban harta kekayaan debitur pailit harus diajukan pada kuratornya. 

Selanjutnya dalam pasal 1 13 UUK, apabila yang dinyatakan pailit 

suatu Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau badan hukum lain seperti 

perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka 

pengurus yang mempunyai kewajiban untuk me~npertanggmg jawabkan 

kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh 

pesero atau suatu finna, maka pengadilan yang benvenang adalah 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma 

tersebut. 

Mengenai perseroan , berlaku UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas, yang telah diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 yang mulai 

bcrlaku satu tahun kcmudian yaitu pada tanggal 7 Maret 1996. 

Menurut pasal 1 ayat 4 UU PT, organ PT yang bertanggung jawab 

untuk Inengurus dan mewakili PT adalah Direksi. 



Selcngkapnya ~nengenai pengurus atau organ Perseroan Terbatas ini diatur 

dalam pasal 1 ayat 2 - 5 UU PT sebagai berikut ' '  : 

Pasul 1 ayat 2 : bahwa orgun l'erseroun udulult I<upu/ Illnum l'enlegung 

Sulzunl, Direkxi, dun Ko~ltisuris 

Ayat 3 : Rapat Umum Pemegang Saha~n yang selanjutnya disebut 

RIIPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan 

tertinggi dalam perseroan dan memegang segala 

wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau 

Komisaris. 

Ayat 4 : llircksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan peseroan untuk kepentingan dan 

tujuan peseroan serta mewakili peseroan baik di dalam 

lnaupun diluar penngadilan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar. 

Ayat 5: Ko~nisuris adalah organ yang bertugas ~nelakukan 

pengawasan secara uinu1.n dan khusus serta ~ne~nberikan 

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan peseroan. 

Didalam pasal 79 ayat 1 W PT menyatakan mengenai kepengurusan 

perseroan dilakukan oleh Direksi, ke~nudian ayat 3 nya menentukan 

mengenai persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi yaitu 

orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak 

pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau ko~nisaris 

dinyataknn bersalah ~neriyebabkan suatu peseroan dinyatakan pailit atau 

Prof Dr. Rudhi Prasetyo. Kedudukan Mandiri Persroan Terbatas. Citra Aditya Bhakti, 1999, 
ha1 307. 



orang yang pernah dihukuln karena ~nelakukan tindak pidana merugikan 

kcunngan liegara dalaln wakti~ 5 tahun sebelum pengangkatan. 

I r k  bertunggung jtrwuh penrill trlrrs ~ B I ~ ~ I ~ I ' I I S U Y I  ~l~llzlk 

kq~eli/ingctrt dun llrjuur~ per=vel.oult .veriu ntewukili pe,=vel-oun buik cli d u l u ~ ) ~  

m o l i p ~ i ~ ~  i l i l~ur pengudilun (/lusu/ 82 ZilJK). 

Lebil~ lanjut ,mengenai tanggung jawab Direksi tersebut dalaln kepailitan 

maka dapat dilihat pada ketentuan pasal 85 ayat 1 dan 2 sebagai beriki~t : 

(1 ) Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung 

jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan, 

(2) Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila 

yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai 

Js~ignn ketentuan dalaln ayat 1 tersebut. 

tvlengcnai tanggung jawab perdata Direksi perseroan diatur dalaln pasal 90 

( i lya i  2-31 1J1J PT : 

A p t  2 : dnlam l~a l  kepasilita~i terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi 

dan kekayaan persroan tidak cukup untuk menutup kerugian 

akibat kepailitan tersebut, Inaka setiap anggota direksi secara 

tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. 

Ayat 3 : anggota direksi yang dapat ~ne~nbuktikan bahwa kepailitan bukan 

karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab 

secara tanggung renteng atas kerugian tersebut. 

Ten/(~ng Tunggz~ng junluh perdu fu Komisuri.v 

Di dala~n pasal 100 ayat 1 UU PT ~nenyebutkan, bahwa dalam 

Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris 

i ~ n  tuk lnelnberi kan persetuj uan atau bantuan kepada direksi dala~n 

lnelakukan perbuatan bukum tertentu. 



Sclanjutnya ayat 2 menyebutkan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar 

atau keputusan Rapat U~num Pemegang Saham ( RUPS ), Komisaris dapat 

melakukan tindakan pengurusan perseroan dalarn keadaan tertentu untuk 

jangka waktu tertentu. 

Dalarn ayat 3 , bahwa bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu 

untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagai maria 

dimaksud dalam ayat 2 tadi krlaku setnua ketentuan mengenai hak , 

\vcwenrrng dan kewajiban Direksi terhadap perseroan pihak ketiga. 

Oleh karena itu dari ketentuan ayat 3 tersebut dapat disi~npulkan bahwa 

apabila komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan, maka bagi 

liomisal-is tersebut berlaku ketentuan pasal 85 ayat 2 U'CJ PT. 

'l'c.n/ung tunggu~zg juwuh perciutu Pemegang Suhun? 

Dalam pasal 3 ayat 1 UU PT disebutkan, bahwa petnegung sukun1 

hcr./unggung juwuh seburus nilui sukum yung telulr diumbilnyu. Dan 

ketentuan tersebut tidak berlaku dalam ha1 : 

( 1 )  Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata 

untuk kepentingan pribadi. 

(2)  Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melanggar 

hukum yang dilakukan oleh perseroan, atau 

(3 )  Pernegang sahanl yang bersangkutan baik langsung maupun tidak 

langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, 

yamg mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk 

~nelunasi utang perseroan. 



ti. /ltrr/u I,l/crri,sun 

Berdasarkan ketentuan lampiran UUK pasal 197 maka harta 

kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan 

pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditur rnengajukan permohonan 

dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal 

itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada 

sant meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang- 

iltangnya. 

Pennohonan kepailitan terhadap harta warisan irli dapat diajukan 

hanya oleh satu orang kreditur , melalui pengadilan niaga dalam wilayah 

hukum te~npat nieninggalnya debitur yang bersangkutan. Permohonan 

tcrscbut diajc~kan dalam waktu 3 bulan setelah adanya pcnerimaan warisan, 

atau dala~n waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitur yang bersangkutan. 

IJan pcrnyalaan pailit tcrscbut mctlgakibatkarl llarta kckayaan orang yang 

meninggal dipisahkan demi huku~n dari harta kekayaan para ahli warisnya, 

seperti yang diatur dalam pasal 1107 'KUH Perdata. - 

Daftar Pertanyaan .. 

1 .  a. Anda ke~nukakan persyaratan agar seorang debitur dapat dinyatakan 

pailit. 

b. Bagaimana bila ketentuan UU Kepailitan yang baru dibandingkan 

dengan ketentuan W Kepailitan yang lama clalam ha1 ini, jelaskan!. 

2, tl. Anda jelaskan siapa para pihak yang dapat n~engajukan permohonall 

kepailitan dan pengadilan mana yang berwenang mengadili ?. 

1). Dagai~nana bila dibandingkan dcngan UU Kepailitan yang baru dala~n 

ha1 ini, jelaskan!. 

3. Kejaksaan d e ~ n i  kepentingan ulnuln dapat ~nempail itkan debitur. 



a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kepentinga umum disini !. 

b. Adakah kasus tentang kepailitan yang diajukan oleh pihak kejaksaan 

setelah berlakunya UU No.4 tahun 1998, beri contohnya!. 

4. Dalaun ha1 debitur pailit adalah lernbaga perbankan maka hanya Bank 

Indonesia (BI) lah yang dapat mempailitkan sebagaimana diamanatkan 

dalam lampiran UUK pasal 1 ayat 3. 

a. Apakah ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UU Perbankan, 

coba anda jelaskan!. 

b. Anda jelaskan mengenai kepailitan dan likuidasi terhadap perbankan. 

5 ,  a. Dalam ha1 debiturnya perusahaan efek maka permohonan kepailitan 

hanya dapat diajukah oleh Bapepam, mengapa demikian ? 

h. Anda sebutkan kewenangan-kewenangan Bapepam diluar ha1 

kepaillitan!. 

6. Siapa sajakah pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit lnenurut UU No 

.4 tahun 1998 tentang Kepailitan ? Sebutkan!. 

7. Apabila suatu Perseroan Terbatas (PT) dinyatakan pailit, unaka 

bagaimanakah tanggung jawab pihak-pihak berikut ini dalam kepailitan : 

a. Pengurus perseroan 

b. Direksi 

c. Komisaris 

d. Para Pemegang saham 

8. Bolehkah debitur bank yang berstatus take over (BTO) mengajukan 

pcrunohonan paillit, anda jelaskan dan beri contoh kasusnya!. 



Pengadilan Yang Benvenang 

Menurut UU Kepailitan, pengadilan yang benvenang untuk 

rnengadili perkara permohonan kepailitan adalah pengadilan yang daerah 

Iiukumnya nleliputi daerah telnpat kedudukan hukurn debitur. 

Yang dimaksud pengadilan menurut U W  ini adalah Pengadilan 

Ninsa yang inel-upakan pengkhususan pengadilan di bidang perniagaan 

yang dibentirk dalam lingkupan Peradilan Umum. 

Rila debitur telah rneninggalkan wilavah Repuhlik indonersa (RI),  

~ l l u k a  pellgadilarl yang berwenang ~nenetapkan putusan adalah Pengadilan 

yang daerah huku~nnya meliputi ternpat kedudukan hukurn terakhir 

debitur. 

Sedang dalarn ha1 debitur berupa perscro suatu tirina, yang 

rnengadili adalah pengadilan yang daerah hukuinnya ~neliputi tempat 

kedudukan hukuln finna tersebut. 

Dalam ha1 debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik 

Indonesia (RI), Pengadilan yang berwenarlg memutuskan adalah 

pengadilan yang daerah hitkumnya meliputi tempat kedudukan hukum 

kantor debitur ~nenjalankan profesi atau usahanya dan bila debitur badan 

I ~ u k u ~ n  ~ n a k a  kedudukan hukurnnya adalah sebagairnana dirnaksud dala~n 

anggaran dasarnya (lampiran UUK pasal 2 ). 



Sampai saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia baru ada beberapa 

sr!jn antara lain Pcngadilan Niaga Jakarta dan Pengadilan Niaga Surabaya. 

Pe~nbentukan Pengadilan Niaga ini dilakukan secara bertahap berdasarkan 

Keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan 

si~~nberdaya yang diperlukan sebagaimana diati~r dala~n lampiran UUK 

pasal281 ayat 2 . 

Cara-cara Pengajuan Permohonan 

Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan ~nelalui 

panitera, yang lnenurut lampiran UUK pasal 5 harus diajukan oleh seorang 

penasehat huku~n yang ~ne~niliki izin praktek. 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri I 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No~nor : W7.DC. HT.O801/V1II/l998/01 

111i1ki1 tlilcli~pki~n mcngc~~ni bcsarnya binyi~ panji~r dan bii~ya un luk  

pendaftaran perkara-perkara yang dimohonkan kepailitan adalah sebesar 

R p  5.000.000,- ( l i~na  juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : 

- Materai 2 buah a Rp. 2000,- : Rp. 4.000,- 

- Rcdnksi : Rp. 3.000,- 

- Exploit : Rp. 1 .OOO,- 

- Penyerahan Surat : Rp. 5.000,- 

- Ad~ninistrasi : Rp. 1.01 5.000,- 

- Penyampaian PanggilanPutusan : Rp. 3.972.000,- + 

J i~~n lah  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 5.000.000,- 

Surat permohonan tersebut harus disertai dokumen-dokumen atau surat- 

surat dibuat rangkap sesuai dengan jumlah pihak , serta ditalnbah 4 

rangkap untuk Majelis dan Arsip. 



Salinan 1 dokumen atau surat-surat yang berupa foto copy harus dilegalisir 

sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenangl Panitera Pengadilan 

Negeri 1 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat . 

Apabila salinan 1 dokumen atau surat-surat yang dibuat di Luar 

Negeri harus disahkan oleh kedutaan I Perwakilan Indonesia di Negarn 

tersebut dan selanjutnya dite jemahkan oleh Pente jemah resmi kedalam 

'Bahasa Indonesia, demikian pula terhadap Salinan Dokumen dan surat- 

surat yang menyangkut kepailitan kedalam Bahasa Indonesia. 

Dokurnert atnu surat-surnt yang Itarus dilnmpirknrt untuk permolronnn 

kepailitun 

Sesuai dengan ketentuan lampiran UUKepailitan pasal 1 ayat 1-4 

seperti yang telah dijelaskan dalam Bab TI buku ini, bahwa kepailitan dapat 

dilakukan ole11 pihak-pihak berikut ini : 

1.  Debitur sendiri 

2. Seorang atau lebih krediturnya 

3. Kejaksaan untuk kepentingan umum 

4. BankIndonesia(B1) dan 

5. Badan Pengaawas Pasar Modal ( BAPEPAM) 

Terkait dengan proses pengajuan permohonan kepailitan yang 

dilakukan oleh para pihak tersebut juga hams diperhatikan mengenai 

dokumen atau surat yang harus dipenuhi atau dilampirkan yaitu sebagai 

berikut: 

~ r .  Permohonun dari Kreditur 

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua 

Pengadilan Negeril Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 



b. Izin Pengacard Kartu Pengacara 

c. Surat Kuasa Khusus 

d. Akta Pendaftaran Perusahaan ( Tanda Daftar Perusaham)/ Y ayasan 

/ Asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling 

lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan. 

e. Surat Pejanjian utang (Loan Agreement), atau bdcti lainnya yang 

menunj ukkan adanya utang 

f. Perincian utang yang tidak terbayar 

g. Nama serta alamat masing-masing krediturl debitur. 

h. Permohonan h r i  Debitur (Perorungun) 

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua 

Pengadilan Negeril Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

b. Izin Pengacaral Kartu Pengacara 

c. Surat Kuasa Khusus 

d. Surat tanda bukti diri suami / istri yang masih berlaku (KTP 1 

Paspor / SIM) dan &a perkawinan suami isten 

e. Persetujuan suarni isteri 

f Daftar ~ s s e i  dan tanggung Jawab 

g. Neraca pembukuan terakhir (dalam ha1 Perorangan memiliki 

perusahaan) 

c. Permchonun dari Debitur (Perseroan Terbatas) 

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua 

Pengadilan Negeril Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

b. Izin Pengacaral Kartu Pengacara 

c. Surat Kuasa Khusus 



d. Akta Pendaftaran Perusahaan ( Tanda Daftar Perusahaan) yang 

dilegalisir (dicap) oleh kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) 

Minggu sebelum permohonan didaftarkan. 

e. Putusan Sah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir 

f. Anggaran Dasarl Anggaran Rumah Tangga 

Q. Neraca Keuangan terakhir 

h. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur 

tl. Permohonan dari Debifur ( Yayasan / Asosia.si) 

a. Surat pennohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua 

Pengadilan Negeril Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

b. Izin Pengacara I Kartu Pengacara 

c. Surat Kuasa Khusus 

d. Akta Pendaftaran Perusahaan ( Tanda Daftar Perusahaan) yang 

dilegalisir (dicap) oleh instansi yang berwenang paling lambat I 

(satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan. 

e. Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan 

Pernyataan Permohonan Pailit 

f. Anggaran Dasarl Anggaran Rumah Tangga 

g. Neraca Keuangan terakhir 

h. Nama serta alarnat Debitur dan Kreditur 

c.. i'crnrokonan dari Oehirur ( Perkongsian / Partner) 

a. Sural permohonan bematerai yang diti~jukan kepada. ketua 

Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

b. Izin Pengacara / Kartu Pengacara 

c. Surat Kuasa Khusus 



d. Akta Pendaftaran Perusahaan ( Tanda Daftar Perusahaan) yang 

dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lambat 1 (satu) 

Minggu sebelum permohonan didaftarkan. 

e. Neraca Keuangan terakhir 

f. Nama serta alamat Debitur dan Kreditur 

.J: I'emrohonun dari Debitur ( Kejaksaad Bank Indonesia / BAPEPAM) 

a. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua 

Pengad ilan Negerif Pengadilan Niaga Jakarta Pusat 

b. Surat Tugas 1 Surat Kuasa 

c. Izin Pengacara / Kartu Pefigacara 

d. Surat Kuasa Khusus 

e. Aka Pendaftaran Perusahaan ( Tanda Daftar Perusahaan) / Bank / 

Perusahaan Efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan 

paling lambat 1 (satu) Minggu sebelum permohonan didaftarkan. 

f. Surat Perjanjian Utang ( Loan Agreement), atau bukti lainnya yang 

menunj ukkan adanya utang 

g. Perincian utang yang telah jatuh tempo / tidak terbayar 

h. Neraca Keuangan terakhir 

i. Daftar asset dan Tanggungan 

j. Nama serta alamat Debitur clan Kreditur 

Setelah semua dokumen atau surat-surat seperti tersebut diatas 

dipenuhi sesuai kriteria wmohon ( Kreditur / Debitur / Kejaksaad Bank/ 

Bapepam), maka kemudian Panitera akan mendaftarkan permohonan - 
penlyatnan pailit pada tanggal perrnohonan yang bersangkutan diajukan, 

'\ 
dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang di tanda tangani 

panitera dengan tanggal yang sama dengan tanygal pendaftaran. 



Permohonan tersebut kemudian diserahkan kepada ketua 

Pengadilan Negeri dalarn jangka waktu paling lambat I x 24 jam sejak 

tanggal permohonan di daftarkan, kemudian Pengadilan akan mempelajan 

dan menetapkan hari sidang dalam tempo paling lambat 2 x 24 jam. 

Mengenai susunan Majelis Hakim Niaga diatur sesuai dengan Surat 

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri I Niaga Jakarta Pusat Nomor : W.7. 

DC.HT.04. 13 1 W 1998.01 yang berlaku mulai tanggal I Desember 1998. 

Sidang pemeri ksaan atas permohonan pernyataan paili t 

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari terhitung sejak 

tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan 

berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda 

penyelenggaraan sidang paling lama 25 hari sejak tanggal pendaftaran. 

Sebelum proses persidangan dilaksanakan, maka kepada para pihak 

dalanl kepailitan .akan diberi surut petnberirultuun udanya punggilan 

sid(1ng perkaru permohonun puilit dan juga diberi sum1 punggilun sidung 

nzenghadap dalam perkura kepailicun tersebut. 

Kedua format swat tersebut seperti contoh beri'kut ini: 
4 

I .  (:ontolt Forntat Sztrat Pemberitaltuan adunya Panggilan Sidang 

Kepailiton 

Y ENGADlLAN NEGERI / NIAGA 
JAKARTA PUS AT 
JALAN GAJAH MADA NO. 17- 
JAKARTA 

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Lam pi ran: 

Perihal : Pemberitahuan Panggilan 

Sidang Perkara Permohonan 

Pailit. No. : 

Kepada yth. : 

Sdr ............................... 

di .............................. 

Bersama ini dengan hormat diberitahukan kepada Saudara bahwa atas 

perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negerifiliaga Jakarta Pusat, dalam 

perkara Kepailitan, yang terdaftar di K-epaniteraan Pengadilan 

Negerimegeri Jakarta Pusat, dibawah Reg. Nomor : 

................................. supaya Saudara datang pada persidangan yang 

telah ditetapkan untuk, yang akan diselenggarakan di : 

Pengadilan NegeriMiaga: Jakarta Pusat 

Jalan : Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat 

Pada Hari/Tanggal :. ....................... .. ............ 
Pukul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Sidang dalam perkara tersebut, 

antara: ..................... .:. .................................... sebagai Pemohon 

Dan 

.................................................................... sebagai Tennohon 

Demikian untuk Saudara dimaklumi. 

PANITERA 
PENGADTLAN NEGERINIAGA 

JAKARTA PUS AT 



2. (:ol?tol~ F'orrnuf Slrrat Pungqilan Sidang Kepailifan 

PENGADILAN NEGERI/NIAGA 
JAKARTA PUSAT 
JALAN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

Jakarta, ........................ 

Nomor 

Lam pi ran : I (SATU) expl. 

Pcrilial :Panggilan Sidang Menghadap 

Dalam Perkara Kepailitan No. / 

PAILIT/200 /PN.Nia&JKT PST. 

Kepada yth. : 

Sd r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Diberitahukan kepada Saudara bahwa, atas perintah dari Majelis Hakim 

Pengadilan Negerimiaga Jakarta Pusat, dalam perkara Permohonan 

Kepailitan Nomor: PAILIT 1200 /PN.NIAGAIJKT.PST, antara 

: ................................................................... ..sebagai Pemohon 

Terhadap 

................................................................... sebagai Termohon 

agar Saudara datang menghadap pada persidangan yg telah ditetapkan 

untuk itu, yang diselenggarakan di : 

Pengadilan Negerimiaga: Jakarta Pusat 

Jalan : Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat \ 

Pada Hari ........................................... 
Tanggal ........................................... 
Pukul : 10.00 BBWI 



Bersama ini disampaikan sehelai salinan surat permohonan pernyataan 

Paili t yg diaj ukan oleh Pemohon. Dalarn permohonannya Pemohon 

rnenyertakan dokumen-dokumen sebagaimana daftar terlampir. 

Jika Saudara ingin lnelnpelajari secara lengkap, dapat tnelakukannya di 

Kepaniteraan. Selanjutnya supaya Saudara hadir guna didengar keterangan 

pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut di atas. 

Demikian untuk Saudara dimaklumi. 

PANITERA 
PENGADILAN NEGERIrnIAGA 

JAKARTA PUS AT 

Selanjutnya mengenai permohonan kepailitan suatu firma harus 

~nclnuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara 

tanggung renteng terikat untuk seluruh firma (1amp.UUK pasal4 ayat 1-7). 

Pengadilan wajib memanggil debitur, dalam ha1 permohonan pemyataan 

pail it diajukan oleh kreditur atau kejaksaan dan dapat memanggil debitur 

bila permohonan diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan tentang 

persyaratan untuk dapat dinyatakan pailit. Pemanggilan dilakukan oleh 

panitera paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama 

dilaksanakan (lampiran UUK epailitan pasal6 ayat 1-2). 

Pennohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat 

fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (yakni pembuktian 

secara sumir) bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana - 
dimaksud dnlam pasal 1 ayat 1 UUK telah terpcnuhi, Demikian juga bila , 

\, 

per~nohonan diajukan oleh kreditur , pembuktian hak kredtur untuk 

menagih juga dilakukan secara sederhana (penjelasan pasal6 ayat 3 UUK). 



Putusan atas permohonan pernyataan pailit hams ditetapkan paling 

lama 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit 

didaftarkan dan hams diucapkan dalarn sidang yang terbuka untuk urnum 

dan dapat dijalankan terlebih dulu, meskipun terhadap putusan tersebut 

diajukan suatu upaya hukum. 

Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan 

melalui surat dinas atau kurir kepada debitur, pihak yang mengajukan per- 

~nohonan pernyataan pailit (kreditur.kejaksaan) dan kurator serta hakim 

pengawas dalam tempo paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal 

putusan pailit di tetapkan (pasal 6 ayat 6 UUK). 

Co~ttolt surat penyampaian strlinan putusan seperti berikut ini : 

PENGADILAN NEGERIMIAGA 
JAKARTA PUSAT 

JALAN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

Jakarta, .............................. 

Nomor . . 

Lampiran : 1 (SATU) expl. 

Perihal : Penyampaian Salinan Putusan 

Dalam Perkara Kepailitan No. : 

Kepada yth. : 

Sdr ..................... 

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Salinan Putusadpenetapan 

Pengadilan Negerimiaga Jakarta Pusat, tanggal : .......................... 



Nomor : ......... ./PAILIT/ 200 ... /PN.NIAGrVJKT.PST, dalam perkara 

permohonan antara: ................................. sebagai Pemohon 

Terhadap 

............................................................... sebagai Termohon 

Demikian tanda terima ini dibuat berdasarkan U.U. Nomor 4 Tahun 

1998 Jis. Pasal6 (6) PERPU. Nomor 1 tahun 1998, Stb. 1905-217, Stb 

1906-348. 

PANITERA 
PENGADILAN NEGERIIM AG A 

JAKARTA PUSAT 

Guna melindungi kepentingan kreditur (bersifat preventif dan se- 

mentara) yang selama in i  seringkali diakali oleh debitur yang nakal maka 

di dalam lampiran UUK pasal 7 di tetapkan bahwa : selama putusan atas 

pennohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, setiap krediturl kejaksaan 

dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk: 

1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan 

debitur, atau 

2. Menunjuk kurator sementara untuk ; 

(a )  mengawasi pengelolaan usaha debitur dan 

(b) rnengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau 

penggunaan kekayaan debitu yang dalam rangka kepaili tan 

memerlukan persetujuan kurator. 



Seperti diketal~ui, bahwa upaya hukum rnerupakan langkah atau usaha 

yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk ine~nperoleh 

kcputusan yang adil (keadilan). 

Ada tiga (3) macam upaya huh-um yang dapat dilakukan dalam ha1 

kepailitan yakni : Perlawanan, Kasasi seperti yang diatur dalam Lampiran 

UU Kepailitan pasal 8- 10 dan Peninjauan Kembali diati~r dalam llampiran 

UUK pasal 1 1. 

1. Perlawanan 

Pcrlawanan dalam kepailitan diajukar~ kcpada pengadilan yang 

~nenetapkan putusan pernyataan pailit. 

Coutoh Perlawanan : 

Apabila ada piutang yang d i j a m i ~ ~  dengan I~ak  tanggu~~gar~ ,  llak 

eksekusi kreditur ditangguhkan untuk jangka waktu paling laina 90 

(sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan 

(lampiran UUK pasal 56 A). 

Jangka waktu tersebut akan berakhir demi hukum pada saat 

kepailitan berakhir lebih dini atau pada saat dimulainya keadaan 

insolvensi sebagaimana dirnaksud dalarn pasal 168 ayat 1 (pasal 56 A 

ayat 4 ), dimana dalam rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan 

perdamaian, atau perdamaian yang ditawarkan telah ditolak atau 

pcngcsahan itu dengan pasti telah ditolak, maka delni hukun harta pailit 

itu dalain keadaan tidak mampu membayar. 



Dnlatn keadaan yang demikinn kreditur atau pihak ketiga yang 

haknya ditangguhkan dapat mengajukan pennohonan kepada kurator 

ui~tuk mengangkat penangguhan atau lnengubah syarat-syarat 

penangguhan tersebut. Dan bila kurator menolak permohonan tersebut, 

kreditur atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut 

kepada hakm pengawas. 

Terhadap putusan hakim pengawas, kreditur atau pihak ketiga yang 

mengajukan permohonan tersebut atau kurator dapat mengajukan 

perlawanan kepada pengadilan dalam jangka w&u paling lambat 5 

( I  ima) hari scjak putusan ditetapkan dan pcngadilan wajib mcmutuskan 

perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari 

terhi tung sejak tanggal perlawanan tersebut-diajukan (seperti ditcntukan 

dalaln pasal 56 A ayat 12 UUK). 

Dan yang harus diperhatikan bahwa : terhadap putusan pengadilan 

yang tuemutus perkara perlawanan tersebut, tidak dapat diajukarl kasasi 

inaupun peninjauan kembali. Demikian pula terhadap putusail hakim 

pengawas tentang pengangkatan penangguhan rrtau perubahan syarat- 

syarat penangguhan seperti di~naksud dalam pasal 56 A ayat 12, tidak 

dapat diajukan kasasi atau peninjam kembali (ayat 13). 

2. Knsasi 

Upaya hukurn lain yang &pat dilakulcan terhadap putusan atas 

permohonan pernyataan pailit adalah Kasczsi kc Mahkamah Agungipasal 

8-10 Perpu No. 1 tabun 1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang- ., 
i~ndang dcngan Undang-undang No. 4 tahun 1.998). Dcngan demikian 

terhadap kcputusan pengadilan ditingkat pertma tidak dapat diajukarl 

upaya l~ukurn banding tetapi langsung dapat dilakukan upaya kasasi. 



Berdasarkan Surat Keputusar~ Ketua Pengadilan Negeri / 

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No~nor : W7. DC. HT. 08011 Vlll 1998/ 

01 ~naka ditetapkan inengenai besarnya biaya panjar dan biaya untuk 

pendaftaran perkara-perkara kepailitan yang di~~~ohonkan Kasasi adalah 

sebesar Rp 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ) dengan 

perincian sebagai berikut: 

Penyampaian kasasi berikut 

Penyeleseian Mernori Kasasi 

Penyainpaian Kontras kasasi 

Atlministrasi 

Pencatatan kasasi 

Exploit 

Pcl\ycl.ahan Sul'at 

Pel~girillinl~ Rerkas Perknrn Kt: MA 

Penyarnpaian Putusau 

Jumlah Rp 2.500.000,- 

(:(1/u/u/l  : 

Unluk setiap Penarnbahan satu pihak : Rp 200.000,- 

Pihak-pihak yang dapat rnengajukan upaya hukum, pada 

j~rir~sipriya adalah sarna dengan pihak yang dapat ~nengajukan 

j~ermohonan pernyaataan pailit. 

Pihak-pihak yang dimaksud adalah : 

a. Debitur, 

b. Icreditur, ter~nasuk kreditur lain yang bukan pillak dalanl persidangan 

tingkat pertanla nalnun tidak puas atas putusan pernyatan pailit yang 

ditetapkan, 



c. Kejaksaau, 

d .  Hni~k Indonesia, 

e. Badail Pengawas Pasar Modal ( Bapepam). 

./crrtgka waktu Permollonan Kasasi 

Pern~ohonan kasasi tersebut diajukan dalain jangka waldu paling 

lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi di 

tetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Perpu No. 1 tahun 

1998 yang telah ditetapkan sebagai Undang-undang dengan Undang- 

undang nomor 4 tahun 1998, kemudian didaftarkan melalui panitera 

pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan 

pemyataan pailit tersebut. 

Selanjutnya panilcra akan mendaftar permohonan kasasi pada 

tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kelnudian kepada pelnohon 

akan diberikan tanda terilna tertulis yang ditanda tangani panitera dengan 

tauggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. 

Perinohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka w a h a  yang 

telah ditetapkan oleh undang-undang ( lebih dari 8 hari) bisa bewkibat 

pudu dibatalkannya putusan Kasasi dalam kepailitan (yurisprudensi 

Mahkamah Agung RI , Nomor: 020 PK/N/1999 dalam perkara Kepailitan 

PT . Megarimba Karyatama). 

CONTOII KASUS ": 

Perkara Kepaijitan : PT. Megarimba Karyatama ( Makarnah 

Agung RI, Numor: 020 PWNl1999) 

Pihak Bcrpcrkara: 

- 

S Suryono. Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan Dan Iiutang Piutang, Permohonan 
Pcrkara Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Ctang, BP Cipta lam 2002, ha1 356- 
358 



P'1'. Megariinba Karyataina: Pernohon Peninjauan Keinbali 11 Tennohon 

Kasasil Tennohon Pailit 

' I M i t r a  Surya Tatamandiri: Pen~ohon Peni~~jauan Kernbali I1/ 

Pe~nohon Kasasil Pemohon Pailit 

PT. Basuki Prataina Engineering: (Termohon Peninjauan Kembali I/ 

Pe~nohon Kasasil Pemohon Pailit). 

Secara ringkas kronologis putusan perkara kepailitan tersebut 

adalah seba~ai berikut: 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 

17 Juni 1999, dengan Nomor putusan : 32/ Pailit1 19991 PN. Niaga/Jkt. 

Pst. MEMIITITSKAN : Menyatakan permohonan pcrnyataan pailit bagi 

PT. Mcgarilnba Kilryalama yalig diajukan olch Pcniohon: PT Rasuki 

Pratalna Engineering dan PT. Mitra Surya Tatalnandiri ditolak, dan 

seterusnya. 

Denganpertirnbungan lzukurn antara lain : 

Bahwa dalain isi perjanjian yang ditanda tangai~i debitur dail kreditur 

(Pemohon 11) pada buki P.8,9,10, tercantu~u klausula arbitrase yang 

pada pokoknya memperlil~atkan adanya kesepakatan antara pihak debitur 

dan pihak kreditur ( Pemohon TT) untuk menyelesaikan pennasalahan 

yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional ( BANI); 

Bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal sejak sebelum 

Perang Dunia Ke ll dan diatur dalam Pasal 6 15-65 1 Rv. Hal mana tetap 

berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal I1 Aturan Peralihan Undang- 

undang Dasar 1945 jis memori penjelasan Undang-undang Noinor - 14 

tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 jis Pasal 1338 K W  Perdata, yang mana 
\ 

akhi rnya melahirkan Azas Pacta Sunt Scrvanda j is Putusan Mahkamah 

Agung RI No.255 KlSipl1976 tanggal 30 Scptembcr 1983 jis putusan 

Malikamah Agung RT No~nor : 31 79 KlSipl1984, tanggal 4 Mei 1988, 



yang inaua kesemual~ya ini ~nelahirkan suatu jurisprudensi tetap 

~nengenai klausula arbitrase, yaitu: 

- Sejak para pihak mengadakan pejanjian yang n~enlbuat klausula 

arbitrase, para pihak terikat secara lllutlak untuk n~enyelesaikan 

sengketa yang timbul kepada lembaga arbitrase; 

- Kemutlakan keterikatan pada klausula arbihase tersebut dengan 

sendirinya mewujudkan kewenangan/ kompetensi absolut arbitrase 

untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian; 

- ' Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan 

sengketa hanya dapat dibenarkan apabila para pihak secara tegas 

telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu; 

Bahwa penjelasan umuln Undang-undang Nolnor : 4 Tahun 1998 point 

kc 7 jo  Pasal 284 ayat 1 Undang-undang Nolnor 4 tahun 1998 

~~~crnbcrikan kcrnungkinan untuk memberlakuka~\ kclerlluan hukum acara 

yang berada diluar hukum acara yang sudall diatur dalaln IJndang- 

ilndang Nornor 4 Tahun 1998, termasuk hukuln acara tentang arbitrase 

yang diatur dalarn HlR dan RV; 

Bahwa karena itu ketentuan mengenai klausula arbitrase juga 

Jiberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari 

Peradilan U n ~ u n ~  dan dihubungkan dengan tanggapan dalam permohonan 

ini yang menyangkut klausula arbitrase, maka sesuai dengan Pasal 134 

I-IIR, Majelis Hakim lnenyatakan diri tidak benvenang untuk melneriksa , 

mengadili lnaupun memutuskan permohonan kepailitan yang diajukan 

I'cinohon (Icreditur) 11, karena kewenangannya ada pada Badan Arbitrase 

Nasional Indonesia (BANI). 

Kcmudian Pc~nohon (PT. Basuki Pralama Engincering dan PT. 

Mi /~ i \  Suryi~ Ti~lamundiri) incngajukan 1Cnsnsi kc Mahkt~inah Agirny dt~n 

[elah diputus pada tanggal 9 Agustus 1999 dengan Nomor putusan : 019 

K/N/1999. 

Der~gan Atrlur Pulusun antara lain: 



Mengabulkan permohonan kasasi dari Perr~ohon Kasasi: PT. Basuki 

Pratama Engineering clan PT. Mitra Surya Tatamandiri 

Membatalakan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 17 

J uni 1999, Nolnor :32Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Yst; 

Dan Mengadili Sendiri 

Menyatakan PT. Megarimba Karyatama dalam keadaan Pailit 

dan seterusnya; 

Dengan Perfitnbangan Hukum antara lain : 

bahwa dari pendekatan ketentuan perundang-undangan di hubungkan 

dengan praktik peradilan yang bersumber dari yurisprudensi, yang 

disingkirkan legal effect arbitrase sebagai extra judicial adalah 

kewenangan Pengadilan Negeri dalrun kedudukan dan kapasitas 

hukumnya sebagai Pengadilm Negeri biasa; 

bahwa legal effect arbitrase tersebut sebagai extra judcial tidak dapat 

~nenyingkirkan kedudukan dan kcwenangan Pengadilan Niaga untuk 

rnenyelesaikan permohonan yang berkategori insolvensi atau pailit 

berdasar Undang-undang Nomor 4 tahun 1998, meskipun lahirnya 

permasalahan insolvensi itu bersumber dari perjanjian hutang yang 

~nengandung klausula arbitrase (arbital clause). Alasannysl tata cara 

penyelesaian (settlement method) yang diajukan dalam bentuk 

permohonan insovensi (pailit) kepada Pengadilan Ninga adalnh cam 

penyelesaian yang berkarakter extra ordinary court melalui Undang- 

undang Nomor 4 tahun 1998, bahwa suatu cara penyelesaian ymg 

bersifat konvensional melalui gugatan perdata kepada Pengadilan 

Negeri; 

Dengan demikian status hukum (legal status) dan kapasitas hukum 

(legal capacity) Pengadilan Niaga yang berkarakter extra ordinary ., 

court yang khusus menyelesaikan permohonan pailit, tidak dapat 

disingkirkan kewenangannya oleh arbitrase dalam kedudukan dan 
I 

kapasitas hukurnnya sebagai extra judicial; 



Bahwa klausula arbitrase tidak menghapuskan hntang Termohon 

scbagai debitur, sehingga seperti ditegaskan diatas, sejatinya sampai 

snat sekarang Peinohon I1 adalah kreditur dan Termohon adalah 

ticbilur, dan posisi hubungan hukuln it11 terjadi bcrdasarkan 

Pcrjanjian yang terutang da la~n  bukti P.8,9,10; 

Dalaln perkara kepailitarl tersebut ~nasih dilakukan upaya 

hukuln yang terakhir yakni Peninjauan Ke~nkali ke Mahkamah 

Agung dan te la l~ diputus dengan nomor putusan : 02O/PK/N/1999 

pada tanggal I8 Oktober 1999, dengan Anlnr Putrtsarl antal-a lain 

seperti beri kut: 

Mcngahulkarl Pcrlnol~onari Pcninjauari Kclnbali dari Pcl~iol~or~ 

Pcninjai~an Kcmbali : 1 .  PT. Mcgarimba ICaryatama clan 2. PT. 

Milra 'Surya Tatalnarldiri; 

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Rl tanggal 9 Agusti~s 

1999, Nomor: 019 I</N/1999 dan putusan Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat tanggal 17 juni 1999, Nomor: 

32/PailitlI999/PN.Niaga/Jkt.Pst; 

D:tn Mengadili Kembali 

Dan sterusnya; 

Dengan Per.tirtlb(~~~gcln Hlrklin~ antara lain: 

- Bahwa Majelis Kasasi /elcrh rnelclkrrkon ke.sc~lul~cr~~ herti/ cl(llcln7 

penerapan lzukurn acara karena /elult rnenerirnu da17 

rrteguhulkut? pern~ohonun kusu.si yang dimcljukort dengun ~el[ilr 

~r~elutrt~~uni /enggurq ~ / u k / t (  A' (deIuput?) I-luri [erl-1 it urlg seju k 

~trrrggi~l j~rr~usirrr Per~gudilart Nii2,qu ~/i/e/upkurl sebagaimana ., 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perpu Nou~or 1 tal~un 1998 

y ang telah ditetapkali m e ~ ~ j a d i  Undang-llndang dengan Ilndang- 

undang No~nor  4 tal~un 1998 



- Bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat diucapkan pada 

tanggal 17 Juni 1999 dan pennohonan kasasi di~najukan pada 

tanggal 25 Juni 1999, .yciifu 9 (sen~bilc~t~) 11~u.i terhitung szjak 

tanggal 17 Juni 1999; 

- Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat I dan 2 Perpu Nolnor 1 

Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang 

dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, status hukum 

dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga 

memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan 

permohonan pailit; 

- Bahwa berdasarkan pcnjelesan Pasal 3 Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970 jo Pasal 377 HIR clan Pasal 615-651 Rv, telah 

mcnclapkan status hukum dan kcwcnangan arbitrasc ~~icmiliki 

kapasitas hukum untuk tnenyelcsaikar~ scngketa yang timbul 

dari perjanj ian dalam kedudukan sebagai extra judicial 

berlladapan dengan Pengadilan Negeri sel~agai Pengadilan 

Negara Biasa; 

- Bahwa dala~n kedudukannya sebagai extra judicial, kewenangan 

absolutnya tidak bisa n~~ngesampingkan kewenangan 

Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi 

kewenangan untuk me~neriksa dan mengadili penyelesaian 

insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang 

telah ditetapkan sebagai Undang-undang Noinor 4 Tahun 1998 

sebagai Undang-undang khusus (special law); 

- Bahwa dari bukti PK-1 ternyata bahwa antara Pemohon Pailit I1 

sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I1 dan Termohon Pailit 

sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I tclah tcrjadi , 

kcsepakatan pcnyelcsaian utanbg, maka dengan demikian 

Pemohon Pailit I1 : PT. Mitra Surya Tatamandiri tidak lagi 

menjadi kreditur dan Tennohon Pailit PT. Megarimba 



Ka~yatama, karena itu syamt adanya dua atau lebih krediotur 

tidak terpenuhi; 

Dnn berikitf ini ketiiudiari adalah Contoll forrrr Ta~rda Terirlla 

Yen~lollonan kasasi Kepnilifarl : 

PENG ADILAN NEGERI/NIAG A 
JAKARTA PUSAT 

JALAN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

TANDA TERIMA 

PERMOHONAN KASASI IGPAILITAIV 

-_-----------_--------------------------------------- 
........ Reg. Nomor : KaslPAILITI 20.. .... PNMIAGAIJKT.PST 

Nomor: ........ KasPAILITI 20.. . . . .  PN/NIAGA/JKT.PST 

........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pacia hari ini : Tanggal : tclah 

(larang ~nenglladap kepada saya Panitera Pengadilan NegeriMiaga Jakarta 

Pusat, seorang : 

N a ~ n a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

................................................. Pekerj aan/J abatan : 

............................................ 'I'empat Tinggallkedudukan: 

Mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Kepailitan Pengadilan 

..... NcgeriINiaga Jakarta Pusat, Nomor:. ./PAILlTI 
? ........... . . . .  LO. .  /PN/NlAGA/JKT.PST, Tanggal dan selanjutnya 

menyerahkan Memori Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa KhususlSurat 



MELAWAN 

Nama .................................................. 

Pekerj aanJJabatan : ...................................................... 
Tempat Tinggalkedudukan: ............................................. 

Dc~nikian tanda tcrima ini dibuat bcrdasarkan U.U. Noinor 4 Tahun 1998 

Sis. Pasal 8 (3) PERPU. Nomor 1 tahun 1998, Stb. 1905-2 17, Stb 1906- 

348. 

I'cmohon Kasasi, PAN I'I'EK A 
PENGADI LAN NEGERIhf IAGA 

JAKARTA PUSAT 

Pada saat tanggal penl~ohonan kasasi didaftarkall maka peinohon kasasi 

waj i b lnenyampai kan kepada panitera : 

- Melnori kasasi 

- Salinan permohonan kasasi 

- Dan salinan memori kasasi 

Selan-iutnya salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi oleh 

panitera akan dikirimkan kepada termohon kasasi dalam waktu 1 x 24 jam 

terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan. 

\ 

Dalam ha1 pihak terkasasi mengajukan kontra memori kasasi, maka pihak 

terkasasi wajib menyampaikan kepada panitera : kontra memori kasasi dan 

kepada pelnohon kasasi : salinan kontra lneinori kasasi dalam jangka 



wnlctu paling Iambat 7 (tujuh) 11a1-i terhitung sejak tanggal terniohon kasasi 

menerima salinan melnori kasasi. 

PENGADTLAN NEGERTtNIAGA 
JAKARTA PUSAT 

JALAN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

.................... Jakarta, 

Nomor : W7.DC.HATI 111 20 / 

Lnmpiran : 1 (SATU) Ex. 

Perihal : Penyampaian Permohonan Kasasi 

Dan Mernori Kasasi Kepailitan No. 

Kasl  20 /PN/NIAGA/JKT.PST. 

Jo.No. /PAILIT/ 20 1 

PN MIAGNJKT.PST 

Kepada ytl~. : 

Sdr.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

di ......................................... 

Diberital~ukan kepada Saudara bahwa pada hari : . . . . . . . . . . . .  tanggal 

...................... 20 ...... ., di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, 

dalam perkara Kepailitnn, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

NegeriINegeri Jakarta Pusat telah diajukan Pen~~ohonan Kasasi oleh: 
\ 

Nama ..................................................... 
Peke jaan/Jabatan: ................................................... 
Alamat .................................................... 



Uerciasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  d ~ i :  

N alna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pekerjaan/Jabatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... ... . . . . .  
Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tcrhadap putusan Pengadilan Negerimiaga Jakarta Pusat Nv~nvr : 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  PAILIT/ 20 /PNMIAGA/JKT.PST. tanggal 20 

antara :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sebagai Pemohon 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sebagai Termohon 

D C I I ~ I I I  Mel1101.i Kasasi sebagailnana tcl.la111pir; 

Apabila Saudara akan mengajukan Kontra Memori Kasasi dapat 

iiisnmpaikan kepada kalni dalam tenggang waktu 7 (tujuh) liari terliitung 

scjal; Sai~tln~.n rncnerin~a ~>cinberitnhuan ini. 

L>emikian Surat ini dibuat berdasarkan Pasal ayat (2) dan (3) PERPU 

Nonior 1 Tahun 1998 Jis. Stb. 1905-2 17 dan Stb 1906-338. 

PANITERA 
PENGADI LAN NEGERIINIAGA 

JAKARTA PUSAT 

NIP. 

Sc~clah sctnua bcrkas tcrkumpul, maka dalaln waktu paling 

lalnbar 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi 

didaftarkan, panitera wajib menyampaikan perlnolionan kasasi, ~nelnori 

kasasi dan kontra ~nelnori kasasi (hila ada) kepada ~ahkamah ' agung  

melalui panitera Mahkamah Agung ( lampiran ULJ Kepailitnn pasal 9 ayat ? 



Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam 

terhitung sejak tanggal pern~ol~ontm kasasi diterima ole11 penitera 

Mahkainah A b ~ n g ,  akan men~pelajari permohonan tersebut dan 

menetapkan l~ari sidang. Ken~udian dilakukan sidang pen~eriksaan dalan~ 

jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh ) hsri terhitung sejak tanggal 

permohonan kasasi didaftarkan. 

Pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan oleh sebuah 

~najelis hakim pada Mahkamah agung yang khusus dibentuk untuk 

memeriksa dan memutuskan perkara yang inenjadi lingkup kewenangan 

Pengatlilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua 

Pcngadilan Negeri I Niaga Jakarta Pusat Nomor : W7. DC. HT. 04. 13 I IX 

11998.01. 

Putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dala~n tempo 

paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi di 

daftarkan, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

2 hari atau 2 x 24 jam sejak kasasi ditetapkan lnaka Mahksunah Agung 

~vajib ~l~enyaillpaikan salinan putusan kasasi yang inemuat secara lengkap 

pertimbangan hukun~ yang mendasari putusan perinohonan kasasi, kepada 

panitera, peinohon, tennohon dan kurator serta hakim pengawas ( pasal 10 
I 

ayat 1 - 5 UUK ). 

nerikut itti conto11 surat perntoholtatt kasasi kepnilitnn: 

MAHKAMAH AGUNG R1 
J L. m D A N  h4ERDEKA UTARA 
NO. 9-13 
'l'elp.3843348-384359-3843557 
3845793-3451173-3812347- 
345624-3457642 
TROMOL, POS NO. 1020 

.I AKARTA 1 0020 



Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Non1or 

1 .atnpiran : 1 (SATU) salinan putusan 

Perilla1 : Permohonan Kasasi oleli : 

Kepada yth. : 

Sdr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Bersama ini kaini sampaikan kepada Saudara : 

1 (salu) eksemplar salinan putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat 

Kasasi tanggal ......................... dalam perkara antara : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Dengan penjelasatia \>ahwa penyani paian sali~ian putusan kasasi ini 

adnlal~ untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 10 (5) Undang-Undang 

Nonior 4 l'ahun 1998. 

Demikian untuk dimaklumi 

P ANLTERA 
PENGADI1,AN NEGERI/NI AGA 

JAKARTA PUSAT 

'I'cmbusan : 

1. Uapak Paniterafsekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. (sebagai 

laporan) 

2. Sdr. Ketua pen~adilan Niaga p[ada Pengadilan Negeri jakarta Pusat di 
, ,  

Jakarta 

3. Arsip. 



3. I'cl~ilt jauan Kcmhali (PK) 

Selain kasasi, upaya hukuni yang lain adalal~ dengan mengajukan 

l 'ctzit~jirriut~ h'cnlhuli (PK) kepadn Mal~kainal~ Agung terhadnp put usan 

atas permohonan kepailitan yang telah me~npunyai kekuatan hukum tetap 

, seperti yang diatur dalam pasal 1 I UUK. 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/ 

Pengadilan Niaga Jakrta Pusat Nomor : W7. DC. I-IT. 0801/ VIII 19981 

01 ~naka  ditetapkan mengenai besarnya biaya panjar dan biaya i~ntuk 

pcndaftaran perkara-perkara kepailitan yang dimohonkan Peninjauan 

Kcmbali adalah sebesar Rp 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah ) dengan 

~xr inc ian  sebagai bcrikut: 

Perl~.a~npuiarl PK bcrikut 

Penyerahan alasat~ 

Psnyarnpaian Ja\\.aban 

,Adminisnasi 

Pencatatan PK 

Exploit 

Penyerahan Surat 

Pengiriman Berkas Perkara Ke MA 

Penyampaian Putusan 

t'.'u/u~ur~ ; 

llutuk sctiap I'enan~bal~an satu pil~ak : Itp 200.000,- 



Pennohonan peninjnuan kembali &pat dilakukan apabila : 

a. terdapat buMi tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada 

tahap persidanngan sebelunnya , akan menghasilkan putusan yang 

berbeda. 

b. Pengadila Niaga yang memutuskan permohonan pernyatan pailit telah 

melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukuin. 

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan ini, 

dilakilkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak 

tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kelnbali memperoleh 

kekuatan hukun yang tetap. 

I-'errnohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera 

pcngadilan niaga yang memutus perkara pada tingkat pcrtama. 

Panitcra yatlg mcncrirna perrnohonan pcnirljauan kcmbali akan 

n~endat'tar permohonan tersebut dan kepada pe~nohon diberikan tanda 

teri tna tertul i s  yang ditanda tangani panitera dengan tanggal yang sama 

d ~ i ~ g a i ~  tanggal pennohonan didaftnrkan. 

llerikut itri cotrtoh forit1 tarrda terittla pernloltorlnrr PK Kepc~ilitor~ 

PENGADILAN NEGERINLAGA 
JAKARTA PUS AT 

JALAN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

TAN DA TEIUMA 

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ICEPATLITAN .. 

-- 
Reg. Nomor : . . . . . . . . /PAILIT/ 20.. . . . . /PN/NLAG A/JKT.PST Jo. 

Nomor: . . . . . . .. /PAILIT/ 20.. . . . . /PN/NIAGA/JKT.PNS Jo. 



IJnda hari ini : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . .  telah 

datang ~nenghadap kepada say% Panitera Pengadilan Negeri/Niago 

Jakarta Pusat, seorang : 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

PekerjaanIJabatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tempat Tinggalkedudukan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Mengqiitkan I'ermohonan Per.jiin.jian Kelnbali ~crhadap I'utns:tn 

Kcpail itan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No~nor 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dan selanjutnya menyerahkan Alasan 

Pcnir~jauan Kcmbali, bcrdasarkan Surat Kuasa KhususISurat Tugas 

Tunggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dari : 

Naina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pekerjna~~lSabatan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Telnpat Tinggallkedudukan:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

MET.AWA;"r' 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pe kerjaaldJabata11:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tempat tingggallkedudukan.. ............................................ 

Demikian tanda teriina ini dibuat berdasarkan U.U. Nolnor 4 Tahun 1998 

Jis. Pasal 8 (3) PERPU. Noinor L tahun 1998, Stb. 1905-2 17, Stb 1906- 

3-18, 

I'cr-muhunan Kasasi, PANITERA 
PENGXDILAN NEGEKIINIAGA 

JAKARTA PUSAT -- 

Pcr~nohonan penin.iauan ke~nbali tersebut hari~s dilengkapi dengan 

bukti pendilkilng yang lnenjadi dasar pengajuan pcnnohonan peninjauan 

keinbali dan salinan dari bukti pendukung tersebut. Panitera kelnudian 

akan lncnyalnpaikan pertnohonan peninjauan kc~nbali tersebut kepada 



panitera Mahka~nah Agui~g dalaln jangka waktu 24 jam terhitung sejak 

tanggal pent~ohonan didaftarkan. 

Urrikut 1111 conloll slirtlt perlyarrtl)nit~rl salitlutl perr~lol~o~l(l~l Ph' 

h'epailitnrl dun Bukri Penduklrrtg 

PENGADTLAN NEGERNIAGA 
JAKARTA PUSAT 
JALAN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA . . . . . . .  

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,120. .  .. 

No~nor : W7.DC.HATl /I1 20 I 

I .am pi ran : 1 (SATU) Ex. 

Perilla1 : Penyainpaian Salinan Permohonan Peninjauan 

Kernbali Kepailitan dan Rukti Perldukurig 

No. /PK/Pailit/200 IY NINIAGAIJ K'l'.PS'I' 

Jo.No. lWNl20 Jo.No. /PAILIT/ 20 I 

PN/NIAGA/JKT.PST 

Kepada yth. : 

Sdr ..................... 

d i ......................... 

Diberitahukan kepada Saudara bahwa pada hari : . . . . . . . . . . . .  tanggal 

...................... 200 ..., Pengadilan Negerimiaga Jakarta Pusat, telah 

diajukan Pcrmohonun Kcmbali oleh Scorang : 

Nama , . , ,  ..,... ... , . .  ............ , , ,  ... .,, , , .  , , , , , ,  , . , . , .  
'\ 

PckcrjadJabatan :... ............................................... 

Alamat .................................................. 

Kuasa dari : 

Narna .................................................. 



'l'srlii~drtp Putusan Mahka~nak Agung RI Keg. No. ./KN/20.. 

tanggal.. .......... ..20.. .... Jo.No. .... lPAILIT1200.. . /PN.NIAG A 1 JKT. 

PST. tanggal ......... antara : 

.......................................................... .Sebagai Pemohon PK 

Melawan 

........................................................... Sebab~i Termohon PK 

Apabila Saudara akan mengajukan Jawaban dapat disampaikan kepada 

kami dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak 

Per~nollonan Peninjauan Kembali didaflarkan pada Pengadilan 

NegcriNiaga Jakarta Pusat. 

Demikian surat ini dibuat herdasarkan Pasal 288 ayat (2) dan ayat (3) 

Ilndang-Undang No~nor 4 Tahun 1998; 

PANITERA 
PENGADILAN NEGERVNIAGA 

JAKARTA PUSAT 

Selai~jutnya pihak tennohon dapat mengajukan jawaban terhadap 

permol-~onan peninjauan kenlbali yang diajukan , dalarn waktu ..I 0 hari 

terhitung sejak tanggal pernlohonan didaftarkan dan panitera wajib '\ 

menyampaikan jawaban tersebut kepada panitera Mahkalnah Agung, 

dalan jangka waktu palng lambat 12 hari terhitung sejak tanggal 

permohonan didaftarkan. 



Mahkmlah Agung segera n~emeriksa yang untuk keperluan 

tersebut dibentuk inajelis khusus berdasarkan surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Negeri I Niaga Jakarta Pusat No~nor : W7. DC. KT. 03. 13 1 

1X / 1998 .0 1, dan n~en~berikan keputusan atas pennohonan peninjauan 

kembali, dalam wak-tu paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari terhitung sejak 

tanggal permohonan diterima panitera Mahkamah Agung. Putusan atas 

permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum. 

Dan dalam jangka waktu 32 hari terhitung sejak tanggal 

pennohonan diterima panitera Mahkamah abwng wajib menyampaikan 

kcpada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat 

xcciirn Icngkilp pcrlirnlx~ngan hukutn yang mcndasari putusan tcrscbut. 

Daftar Pertarlyaan 

I . IJengadilan ~nanakah yang benvenang rnengadili ~llasalah kepailitan dan 

diatur diinanakah n~engenai ha1 ini?. 

2. Anda jelaskan n~engenai prosedur pengajuan pern~ohonan kepailitan 

menurut UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan! . 

3. Doku~nen atau surat-surat apakah yang harus dipenuhi apabila 

pcrmohonan kepaillitan diajukan oleh : 

a. Icreditur 

b. Debitur Perorangan 

c. Debitur Perseroan Terbatas 

d. Debitur yayas&.~sosiasi 

c. Dcbilur I'crkongsianl Parlncr 

f. Dcbitur Kejakuannl B1/ Bapcpam 

4. Upaya llukum apakah yang dimungkinkna dalim kasus kepaililan 
menurut UU Kepailitan yang haru ini, anda jelaskal~ masing-masing 

upaya liukulri tersebut!. 



5 .  Anda sebutkan ketentuan yang mengatur dan berapa besarnya biaya 

yang diperlukan dalam mengajukan : 

a. pern~ohonan kepai litan 

b. liasasi 

c. peninjauan kembali (PK). 

6. Kapankah permohonan Kasasi dalam perkara kepailitan diajukan ? 

Bagaimana bila melebihi tenggang waku  yang ditentukan oleh 

Undang-undang, anda jelaskan bagaimana akibat hukumnya dan beri 

contoh kasusnya mengenai ha1 ini. 



n A B  W 

AKIRAT-AKlBAT KEPATLITAN 

Putusan kepailitan adalah bersifat serta merta dan konstitutif yaitu 

~neniadakan keadaan dan rnenciptakan keadaan htkurn baru. Dalarn putusan 

hakim tentang kepailitan ada 3 ha1 yang esensial yaitu: 

( I) Pernyataan bahwa si debitur pailit, 

(2) pengangkatan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari T-Takim 

Pengadilan &an 

(3) Kurator. 

Pcrlu diketahui di sini bahwa dalam ha1 debilur atau krcditur tidak 

mcngajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Ralai 

I-larla Pcninggalarl (RHP) bcrtindak selaku kurator. 

A.  r-\kihat Kepailitan Tcrhadap Dcbitur Pailit dan Hartanya 

Menurut pasal 19 UUK (tidak ada pentbahan), kepailitan meliputi 

seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta 

selnua kekayaan yang diperoleh selarna kepailitan itu. 

Dan yang dikecualikan dari pasal 19 tersebut dala~n kepailitan, inisalnya : 

tempat tidur, pakaian, alat-alat pertukangan, makanan dan minuman untuk 

satu bulan lamanya, alimentasi yang diberikan kepada debitur pailit, 

sejurnlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya. 

Yang dimaksud semucr kekuyclcln yung diperoleh selurnc~ kepc~ili/(~n, , 

~niialrlya warisan. Menurul Pasal 40 UUK, sebala warisan yarlg selama 

kcpailitan menjadi hak debitur pailit, tidak bole11 diterima oleh kurator, 

kscuali dengan hak istirnewanya untuk rnengadakan pendaftaran atau 



perincian mengenai harta peninggalan. Sedang untuk menolak semua 

warisan, kurator tnen~erlukan kuasa dari hakiln pengawas. 

Rerdasarkan ketentuan pasal 19 UUK tersebut , yang dinyatakan pailit 

adalah seluruh kekayaan debitur, bukan pribadinya. Karena itu menurut 

pasal 22 UUK, dengan dinyatakannya pailit, si pailit demi hukum 

kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang 

tennasuk dalam kepailitan, begitu pula haknya untuk mengurus, terhitung 

mulai hari diucnpkannya pemyataan pailit, termasuk pula di dalamnya hari 

tersebut. Sedangkan &dam bidang hukum lain seperti huk~un keluarga, ia 

rciap cakap c~lcnurul hukun~, nlisalrlya ia tctap cakap untuk nlcngajukan 

gugatan perceraian, pcngingkaran terhadap keabsahan anak. 

Sedang gugatan yang ~nenyangkut hak dan kcwajiban harta 

kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadnp atau oleh kuratornya. 

Apnbila gugatatl hukum yang diajukan atau diajukan atau dilanjutkan 

terdadap debitur pailit mengakibatkan penghukuman debitur pailit itu, 

maka penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap hnrta 

kekayaan yang telah dimasukkan &lam pernyataan kepailitan itu. Begitu 

juga semua gugatan hukum untuk memenuhi perikatan dari harta pailit 

selama kepailitan, walaupun diajukan kepada debitur pailit sendiri, hanya 

dapat diajukan dengan laporan untuk pencocokannya (pasal25 UUK). 

Menurut pasal 104 UUK, apabila nilai harta pailit yang dapat 

d ib~ya rk~n  kepada kreditur yang diistirnewakan dan kreditur konkuren 

inelebihi jurnlah tagian terhadap harta pailit, dalam jangka waktu 14 hari 

lcrhilung scjuk putusan prnyatuan pailit mcnrpunyai kckuatun hukum yang 
'\ 

tetap, hakim pengawas dapat menetapkan : 

a, batas akhir pcngajuan tagihan; 

b. hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadaka11 

pencocokan utang. 



Penentuan waktu pelaksanaan rapat setidak-tidaknya 14 I~ari 

sctclr~ll batas aliliir pcngajuan tagillan. lltituk piutang-piutatig yang nilainya 

tidak ditetapkan atau tidak pasti, tidak dapat dinyatakan dalarn uang 

Indo~iesia atau sama sekali tidak dapat dinyatakan dalaul uang, dalam 

pcncocokan~~yn dipcrhitungkan nlenurut taksiran harga dalam ilang 

Indonesia. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang rupiah dilakukan 

pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. 

13. Altibat Kepailitan Terhadap Eksekusi Atas I-Iarta Icekayaan Debitur 

Pailit 

Di da la~n  ketcrltuan lampiran UU Kepailitan pasal 32 (tidak ada 

~~eruballan isi) discbutkan , putusan pernyataan pailit metnpunyai akibat, 

bal~wa segala putusat1 hakitn ttletiyat~gkut setiap bagiatl liarta kekayaati 

i l t l ) i t ~ ~ ~ .  yiltig telah diadakatl sebelutii diputuskali pernyataan pailit llarus 

segera dil~entikan dan sejak saat yang salna pula tidak satu put us an put^ 

~neng.enai hukuman paksann badan dapat dilaksanakan. Segala putusan 

mengenai penyitaan, baik yaug sudah maupun yang belum dilaksanakan, 

dibntnlkan den~i  hukum, bila dianggap perlu, hakim pengawns dapat 

lnenegaskan ha1 itu dengan ~nelnerintahkan pencoretan (ayat 2'). 

Dari pasal tersebut dapat tfisin~i~~rlkcirl hcihwcr .w/eloh (rtlcr pli/rts(rn 

/?c./'/yctlactr~ puilil, . F C I ? I Z ~ N  ptilti~ti11 l t~k i /? t  1t1et?geltcii ~ t ( c t l l i  hci,qiutl kckciyciall 

tlohi/r/r. o~ptiktrli pc~nj~i~trtrn trlcrlr per?j~itrl(rn, mc~rljtrtli /erken/i. S C ! I ~ ~ I / ~ /  silt/ 

,j(l/lri/-rtrn nltrr/purl siitr ~ ' k s c ~ k l r [ ~ r i ( ~ /  rnenjtrdi glrg~r,; behktln sc.kii/ip~m 

pc~/uk.~(rntrt~n pir/rd.scrr? hukim sud(~k  climrrlri, rncrk(r ps/(rkscrntrtrtr i t i d  h(rr1r.s ., 
\ 

tlihcw~ikt~n 

Met~urut lalnpiran UUK pasal 33, apabila Ilari pelelangarl untuk 

~l~emenulii putusan hakim sudah ditetapkan, kurator atas kuasa hakim 



pengawas dapat ~nelanjutkan pelelangan barang tersebut dan hasilnya n~asuk 

dalam harta pailit. 

. Altibat Icepailitan Terhadap Perjanjian Timbal Balik Yang Dilakukan 

Sebelum I<epailitan 

Kepailitan meliputi seluruh utang clan piutang debitur pado suat 

pernj)cli(~cm p(1ilit dilc~kuk~rn ( lampiran UUK pasal 19 ). Dengan adanya 

pernyataarl pailit, maka kemudian pengurusan harta pailit dilakukan oleh 

Iii~rnlur.  

Menurut lalnpiran UU Kepailitan pasal 36 ayat 1, apabila pada 

saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terdapat peijanjian titnbal balik 

yang belucn atau baru sebagian dipenuhi, rnaka pihak dengau siapa debitur 

III~I-lgadakan perjanjian tersebut dapnt lninta kepada kurator untuk 

unernberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut 

dalain jangka waku yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut . 

Nsmun apabila kesepakatan mengenai jangka wahiu itu tidak tercapai, maka 

hakiin pengawas yang akan menetapkan jangka waktu tersebut (ayat 2). 

~ p a b i l a  dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kurdtor dan 

kreditur atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Jakim 

pcl\gtitvi\s unluk rr~clanjutkan jxlaksanaan pcrjanjiarl , llarnun kuralor lidak , 

~nembcrikan jawabgn atau tidak bcrsedia mclanjutkan pelaksanaiiu 

perjanjial~ tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak yang telah mecnbuat 

perjanjian dengan debitur dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan 

szhasai kredi tur konkuren (ayat 3). 



Sebaliknya apabila kurator menyatakan kesanggupannya, maka 

pil~ak kreditur dengan siapa ia telah membuat perjanjian dengan debitur, 

dapat nunta kurator untuk me~nberikan jaininan atas kesanggupannya 

melaksanakan perjanjian tersebut (ayat 4 ). 

Akan tetapi untuk pejanjian yang mewajibkan debitur melakukan 

sendiri perbuatan yang diperjanjikan, tidak dapat diberlakukan ketentuan 

pasal 36 ayat 1,2,3,4 di atas, demikian pula untuk perjanjian-pe~janjian yang 

akan dijelaslcan di bawah ini : 

;I. Perjanjian jual beli dimana telah disepakati untuk menyerahkin barang yang 

dij ual dalam j angka m k t u  tertcntu sehingga mungkin jangka waktu 

tcrscbi~t akan tiba setelah ada pernyataan pailit, maka dengan pemyataan 

pailil, pcrjanjian jual bcli tcrscabut batal dan pihak lawan dapat 

incnga-jukan diri sebagai krcditur konkurcn. Apabila karcna hapusnya 

perjar~jiat~ tersel~ut, harta pailit akan dirugikan, ~naka pihak lawan wajib 

mengganti kerugian itu (pasal 37 IJ1JK) . 

b. Perjanj iau sewa menyewa di~nana penyewa dinyatakan pailit, rnaka kurator 

maupun pihak yang menyewakan barang untuk seinentara dapat 

tnsnghel~ti kau pe janj ian sewa menyewa tersebut asalkan ada 

pemberital~uan sebelumnya dalain waktu tertentu 11lenurut kebiasaan 

setempat (menurut pasal 38 UUK, waktu 3 bulan dianggap cukup). Bila 

uang sewa telah dibayar sebelurnnya, maka sewa tersebut tidak dapat 

dihentikan. Sejak hari 'pernyataan pailit berlaku, maka uang sewa 

[nerupakan utang harta pailit. 

c. Perjanjian kerja dimana majikan dinyatakan pailit. Dalam ha1 ini karyawan 

dapat memutuskan hubungan ke janya, dernikian pula kurator daengan 

mengindahkan jangka waktu yang telah ditentukan dalarn perjanjian 
\ 

kcrjanya atau berdasarkan undang-undang. Ariinya hubungan kerja 

rcrscbut dapat diputuskan dengan pemberitahuan yang hams dilakukan 

setidak-tidaknya dalam jangka wahtu 6 mi nggu. Sejak hari pernyataan 

pail it berlaku, uang upah merupakan utang harta pail it (pasal 39 ) 



D. Akihat Kcpailitan. Tcrhadap Kewenangan Rcrbuat Dcbitur Pailit 

Dalanl Ridang Hukum Harta Kekayaan 

Setelah ada putusan pernyataan pailit, debitur dala~n batas-batas 

tertentu masih dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukurn 

kekayaan sepanjang perbuatan tersebut akan mendatangkan keuntungan 

bagi harta pailit. Sebaliknya apabila perbuatan hukuln tersebut akan 

men~gikan harta pailit, kurator dapat minta pembatalan atas perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh debitur pailit. Pembatalan tersebut bersifat 

relatif, artinya ha1 itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan harta pailit 

scb:igui~~~ana diatur dalam latnpiran UU Kepailitan pasal41. 

Orang yang mengadakan transaksi dengan debilur tidak dapat 

~nempcrgunakan alasan itu untuk [ninta pernbatalan. Tindakan kurator 

tersebut disebut Actic~ Puzc[iunu. Pengaturan tentang Actio Pauliana tersebut 

ada dalaln pasal 1 34 1 KUH Perdata dan Pasal 4 1-55 IJUK. 

Dala~n lan~piran UUK pasal 41, bal~wa untuk kepentingan harta 

pailit dapat din~intakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur 

yang telah dinyatakarr pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang 

dilakukan sebelurn pernyataan pailit ditetapkan. Pembatalan tersebut hanya 

dapat dilakukan, apabila dapat dibuhqikan bahwa, pada saat perbuatan 

hukum tersebut dilakukan, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum 

itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan 

hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur ( a p t  2). 

Akan tetapi untiik perbuatan hukum yang wajib dilaki~kan oleh debitur 

bcrdasarkan undang-undany, rnisalnya kcwajiban rnernbayar pajak, tidak ,, 
b 

dapat dimintakan pembatalan (ayat 3 ). 

Apabila perbuatan hukutn yang cnerugikan para kreditur dilakukan 

d a l a ~ ~ l  jangka waktu 1 tahun sebelu~n putusan pernyataan pailit ditetapkan, 



scd;~ngkall perbuatn~~ tersehut tidak wajil? dilakukan dehitur, maka kccuali 

dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan 

tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya n~engetal~ui bahwa 

perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. 

Perbuatan yang dimaksud menurut lampiran pasal42 UUK adalah : 

I .  Merupakan perikatan dimana kewajiban debiturjauh melebihi kewa-jiban 

pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan misalnya: debitur 

rnenj ual barangjaih dibawah harga. 

2. Meri~pakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang 

hcli111l jttluh tc~npo datr bclir~n dapat di tagih. 

3. Pcrbuatan yang dilakukan oleh debitur perorangan, dcngan atau terhadap 

ti .  suiimi alau istrinya, anak angkat, akau keluarganya sampai dcrajal 

kc\iga : 

1). suatu I1ada11 I1uku111 dilllat~n debitur atou s u a ~ ~ ~ i n y a ,  istc-ic~ya, anak 

arlgkatllya, keluargallya sa~npai dcrlgan derajat keliga adalah anggota 

direltsi atau p e n D m s  atau apabila pihak tersebut'', baik sendiri- 

sendiri ulaupun bersama-sama ikut serta secara langsut~g atau tidak 

langsung dalam kepemilikan badan hukurn tersebut paling hurang 

50 O/; dnri modal disetor. 

4. Perbuatan yang dilkukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, 

dengat1 atau terhadap : 

a. anggota direksi atau pengurus dari debitur, atau suami tau istri atau 

nliak angknt tau keluarga sampni dcra.int kctiga, dari anggita direksi 

a m  pengurus tersebut ; 

b. pcrurengrn, baik scndiri atau bcrsama-sama baik su:rmi atau istli atau 

srrlak angkat, atau keluarga sarnpai deraajat kctiga dari peror-angan 
'\ 

\crscbu\ yang ikut serta secara langsung atau \idak langsung, dalam 

~ - 

.ermasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 
satu tahirn sebelirm dilakukannya perbuatan tersebut. 

Kcpc~llilikall , adalall berupa kepenlilikali ~irodal atau ~llodal sallar~l 



kepemilikan para debitur paling kurang sebesar 50 % dari modal yailg 

disetor. 

c. perongan yang suatni, istri, atau anak angkat, atau keluarganya sainpai 

derajat ketiga, yang ikut serta secara Iangsung cltau tidak langsugng 

&lam kepemilikan para debitur paling kurang 50 % dari modal yang 

disetor. 

5. Perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang inerupakan badan hukum 

dengan atau terhadap badan hukum lainnya apabila : 

a. perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan tersebut 

adalah orang yang sama, 

b. suami atau isteri atau anak angkat atau keluargmya sampai derajat 

ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus pada badan 

hukurn laimya atau sebaliknya, 

c. perorangan anggota direksi atau pengurus atau badan pengawas 

Jzllitur atau suami atau isteri atau anak angkat atau keluarga sampai 

derajat ketiga baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara 

langsung atau tridak langsung dalain kepen~ilikan badan huk~utl 

lainnya paling kurang sebesar 50 % dari inodal disetor atau 

sebali knya. 

d. debitur adalali anggota direksi atau pengurus pada badan hukun~ 

lainnya. 

e, badan hukuln yang salna atau perorangan yang sama baik bersama 

atau tidak dengan suami atau isteri dan atau para anak angkatnya dan 

keluarga nya sampai derajad ketiga ikut dserta secara langsung atau 

tidak langsung dalam kedun badan hukum tersebut paling kurang 

sebsar SO % dari modal yang disetor. - 
6. Pcrbuatan yang dilakukan oleh debitur yang rnerupakan badan hukum 

a\ 
dengan atau terhadap badan hukum lain dalam kelompok badan hukum 

di~nana dcbitur adalah anggotanya; 



1 %  Menurut la~npiran LJUKepailitan pasasl 43, I~ibah yang dilakukan 

1 %  debitur dapat dilnintakan pemnbatalannya, apabila kurator dapat lnembuktikan 

bahwa padn saat hibah tersebut dilakukan, debitur n~engetahui atau patut 

mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi 

kreditur. 

Dengan ketentuan tersebut , maka kurator tidak perlu membuktikan 

bahwa penerima hibah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan 

tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Kecunli apabila dapat 

dibuktikan sebaliknya, debitur danggap mengetahui atau patut menngetahui. 

bahwa hibah tersebut merugikan kreditur apabila hubah tersebut dilakukan 

dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan. 

Selanju tnuya dalaln lainpiran UUKcpailitan pasal 46 ditentukan 

meligenai pelnbatalan pembayaran utang oleh debitur palit hanya dapat 

dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa penerilna pelnbayaran itu 

~nengetahui ballwa debitur pailit telah ~nengajukan laporan pennohonanan 

pernyataan pailit, atau bila pelnbayaran itu ~nerupakan akibat suatu 

perundingan antara debitur dan kreditur, serta pelnbayaran itu memberikan 

keuntungan kepada kreditur yang bersangkutan yaug mendahulukan 

pelnbayaran diatas para kreditur lainnya. 

Akan tetapi penagihan kernbali tersebut tidak dapat dilakukan dari 

seorang pemegang surat perintah pembayaran atau surat pemegang- 

pemegangnya dahulu , diwajibkan menerima pembayaran . Kecuali apabila 

dapat dibuktikan bahwa surat-surat berharga tersebut dikeluarkan Isarena 

penerima pembayaran mengetahui bahwa debitur tdah mengajukan ., 
pcnnohonan pailit atau surat berharga tersebut dikeluarkan atas pcrundingan 

antara debitur dan kreditur , maka dalam ha1 ini orang yang mcndapat 

keuntungan dari pengeluaran surat berharga itu wajib mengembalikan jumlah 

tersebut kepada harta pailt. 



E. Akibat Kcpailitan Tcrlladap Barang Janlinan 

Menurut ketentuan dalarn lampiran UU kepailitan pasal 56 

disebutkan bahwa setiap kreditur yang lnelnegang hak tanggungan, hak gadai 

atau setiap hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya 

seolah-olah tidak te jadi kepailitan. Hak kreditur untuk mengeksekusi barang 

agunan dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam 

penguasan debitur yang pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 

i paling lama 90 (sembilan puluh ) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit 

Pcnar~gguhan i lu  ~ujuannya adalah : 

! 21. uti\uk ~ncmpcrbcsar kclnungkinan ~crcapainya pcrdamaiari alau 

I 
I b.un\uk n~cmperbesar ketnungkinan rnengoptimalkan harta pailit atau 

c.untnk melnungkinkan kuratol- melaksnnakan tugas secara optimal. 

Selalna berlangsunglya jangka waktu penanggul~an, segala 

tuntutan hukuln untuk inemperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat 

diajulia~~ dalaln sidang badan peradilan, dan baik kreditur lnaupun pihak 

ketiga diij~nksudkan dilarang mengeksekusi atau nleinohon sita atas barang 

yang menjadi agunan. 

1 Penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin 

dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjuinpakan utang (pasal 56 

A ayat 1-2 W K ) .  

Sclnrna jnngka wtiktu penangguhan yaitu 90 hari scjak putusan pailit , 
\ 

clitctapkan, ki~rator dapat menggunakan atau mcnjual harla pailit yang berada 

dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha dcbitur, 

selmnja~ig untuk itu telah diberikan perlindungan yang wajar bagi 



kepentingan kreditur atau pihak ketiga yang inelluntut hartanya yang berada 

dalant pengawasan debitur paiiit atau kurator (ayat 3). 

Hortcl pailit yang dapat digunakan atau dijual oleh kurator terbatns pada 

barang persediaan atau barang bergerak, meskipun harta pailit tersebut 

dibebani dengan hak agunan atas kebendaan. 

Sedang yang dimaksud dengan perlindungan yang wajar adalah 

perlindungan yang perlu diberikan untuk melindirngi kepentingan kreditur 

atau pihak keiga yang berhak ditangguhkan. 

Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tcsebut dianggap 

betakhir derni hukum. Perlindungan yang dimaksud a n t i  lain berupa : 

a. ganti rugi atas terjadiya penurunan nilai hara pailit 

b. hasil pe~ljualan bersih 

c. hak kebendaan pengganti 

d. imlialan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai lainya 

Ayat 4 menjelaskai~ bahwa jangka waktu 90 hari sebagai jaligka waktu 

penangguhan tersebut akan berakhir karena hukun~ pada saat kepailitan 

diakl~iri lebih dini atau saat dinlulainya keadaan insolvensi yang dil~~aksud 

dalam pasal 165 ayat 1 UUK, yang lnenyatakan : 

"bila~nana dalarn rapat pencocokan utang piutang tidak ditawarkan 

perdarnaian atau bila perdamaian itu dengan pasti telah ditolak, maka demi 

hi~kum harta pailit itu berada dalam keadaan tidak mampu membayar." 

Kepada kreditur atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan.dapat 

rnungnjuk~n permuhunan kopada kurator untuk mong~ngkat pcnanyyuhan 
,, 

titti11 mengubah syarat-syarat penangguhan tersebut. Dan apabila ki~rator 

t~lenolak permohonan tersebut, kereditur atau pihak ketiga dapat mengajukan 

perinohonan tersebut kepada hakirn pengawas. Kelnudian hakin pengawas 

selambat-latnbatnya satu hari sejak permohonan tersebut diajukan kepadanya, 



wajib memerintal~kan kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat 

atau rnelalui kurir, para kreditur dan pihak ketiga yang mengajukan 

permohonan kepada hakiin pengawas tersebut untuk didengar pa& sidang 

pemeriksaan atas perrnohonan tersebut (ayat 5-7 ). 

Kemudian hakim pengawas wajib memberikan putusan atas permohonan 

tersebut dalnm tvaktu paling lama 10 hari terhitung sejak permohonan 

diajukan kepada hakim pengawas (ayat 8). 

Dan dalam memutuskan permohonan yang diajukan oleh kreditur 

atau pihak ketiga kepada hakim pengawas, ada bebrapa yang perlu 

dipcrtimbangkan oleh hakim pengawas sepr t i  ditentukan dalam ayat 9 pasal 

56 A UUK yaitu : 

a. lamanya jangkcl waktu penangguhan yang sudah berlangsung 

1). perlindungan kepentitlgan para kreditur dan pihak lietiga yang dimaksud 

c. kemungkinan terjadi prdamaian 

d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen 

usaha debitur serta pelnberesan harta pailit. 

Terhadap pennohonan kreditur atau pihak ketiga kepada hakim 

pengawas , kemungluna keputusan hakim adalah : 

- diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih kreditur dan atau 

- mcnempatkan pesyratan tentang lamanya waktu penanguhan 

- penetapan tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh 

kreditur. 

Apabila hakim pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah 

pcrsyaratan pcnangguhan tersebut, hakim pengawas wajib memcrintahkan 

agar kurator rnemberikan perlindungan yang dianggap m j a r  atau melindungi 

kcpcnii ngan pcmohon. 



Dan terhadap putusan hakim pengawas, kseditur atau pihak ketiga yang 

~ n e ~ ~ g r ~ j u k a ~ l  permohouau untuk mengangkat pent~gguhan atau mengabah 

syarat-synrat penngguhnn tersebut pnda hakim pengawns atau kurntor dapat 

~neugrtjukan perlawanan kepada pengaditan dalam jangka waktu 5 l~ari 

terhitung sejak putusan ditetapkan, dan pengadilan wajib melnutuskan 

perlawanan tersebut dalain jangka waktu paling la~nbat 10 hari terhitung sejak 

tan~gal  perlawanan tersebut dia.jukan. . Terhadap putusan hakiln pengawas 

tersebut tidak dapat dia.jukan kasasi atau penin.jauan Le~nbali (ayat I I -  13 ) 

Selan.jutnya didalam pasal 57 W, menyatakan bahwa :dengin tetap 

~ncl~~pcrhalikan kclcnluan pasal 56 A, krcdilur pcnlcgar\g hak tanggirngan, 

hak gatiai a \ a i ~  hak agunan alas kebcnclaan lainya harm ~nclaksanakan haknya 

Icc.scbuL dalaln jangka waklu paling lambat dua hula11 tcrhiturlg scjak 

ilimi~lainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 a p t  

(.I 1. 
Setelall lewat dua bulan, kurator harus lnenuntut disesahkat~iiya barang 

ynng menjadi agiunan untuk selanjutnya dijual tanpa mengurangi Ink 

Ixliicgang link tersebut ut~utuli n~emperoleh hasil pet~jualau agunarl tersebut. 

Akan tetapi setinp waktu kurator dapat membebaskan barang yang 111enjadi 

ngunan dengau tnembayar kepada kreditur yaug bersaugkutan j u r ~ ~ l a l ~  terkecil 

antara harga pasar barang agunan dan jurnlah utang dijanzin dengan barang 

agunan tersebut. Kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak 

agunan atas kebendaan lainnya, misal hak agunan atas panenan. 

Yang telah ~nenjual barang-barang agunarl tersebut, diwajibkan 

ur1111h rncmbcrikan pcrtwnggungjawaban kcpada kurator t cn l~~ng  . hasil 

pcn,jualan barang yang menjadikan agunan dan ~ncnycreahkan kcpade kurntor ., 

sis21 basil pcnji~;~lan scklah dikurangi jumlah utang, bungan dan biaya ( pasal 

58 ayat 1 UUK ) . Alas lunlutan kurator alau kredilur yang diislimc~vakan 

peniegang liak tanggungan, hak gadai wajib menyerahkan bagian dari 'hasil 



penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang 

diistimewakan. 

F. Daftar Pertanyaan 

I ,  a. Bagaimanakah akibat kepailitan terhadap sebitur pailit dan hartanya?. 

b. Apaknh ada pembatasanya, coba anda jelaskan!. 

2. Bagaimanakah akibat kepailitan terhadap eksekusi atas harta kekayaan 

debitur pailit, jelaskan!. 

3. a. Apakah akibat kepailitan terhadap perkjanjian timbal balik yang 

dilakukan scklum kepailitan?. 

11. 13agi~illlana pula dalani ha1 pcrjanjiarl scwi~ Illcllycwa dirlltirla pcrlycwa 

dinyalakan pailit dan perjajian kerja dimana majikan dinyatakan pailit, 

jelaskan!. 

4. a. Apa yang arlda ketahui tentang Actio Pauliana, jelaskan!. 

b. Apakah dala111 U U  kepailitan mengenal adanya Actio Pauliana, coba 

anda jelaskan!. 

5. a. Bagai~nanakah akibat kepailitan terhadap bnrang jaminan?. 

b. Apakah dasar pertiinbangan hakim pengawas da lan  ~nelllutuskan 

permohonan yang diajukan oleh kreditur atau pihak ketiga?. 



B A R  V 

PENGIJRIISAN HARTA PAI1,IT 

Pengurusan harta kepailitan dapat dilakukan oleh: 

t-lakim Pengawas, 

I Icurator, 
i I Balai 1.1arta Peninggalan (BtIP). 

Mcrlurut pasal 13 UUK , dalarn putusan pcrr~yalaan pailit harus 

diangkat seorang Hakiln Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan 

Niaga darl Kurator. 

. . 
l ugas Hakim pengawas i u i  adalah mengawasi pengurusan dan 

peluberesan harta pailit seperti yang diatur dalaln pasal 63 U U K .  Dan 

sebelum n~einutuskan sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan 

dan pemberesan 1-larta pailit, Pengadilan Niaga wajib Inendengar nasehat 

terlebih dahulu dari Hakim Pengawas. 

1 ~nenolak rnernberikan kesaksiannya , rnaka bagi mereka berlaku ketentuan 

I 

I 
13i1swl 140, 141, 148 HIR atau pasal 166, 167 dan 176 RBy. yaitu: 

Selain itu juga benvenang untuk mendengar saksi-saksi atau 

~ne~nerintahkan para ahli untuk menyelidikinya. Para saksi ini akan dipanggil 

oleh ITakiin Pengawas, dan bila ada yang tidak datang menghadap atau 

z i .  saksi dihukul~l urltuk nlembayar segala biaya yarlg tclah dikcluarkari urituk 

L pcmanggilan yang saksi-saksi tersebut. 
11. la I~arus dipanggil sekali lagi atas biaya sendiri, 



c. Saksi dibawa ole11 polisi mengkadal> pengadilail untuk memenuhi 

kewaj ibannya. 

d. Apabila seorang saksi datang di persidangan tetapi enggan men~beri 

keteraugan , inaka atas permintam yang berkepentingan, Ketua Pengadilan 

boleh memerintahkan supaya saksi itu ditahan dalam penjara dengan 

biaya dari pihak itu, sampai saksi bersedia memenuhi kewajibannya ( 

pasal 65 ayat 3 UUK). 

Apabila saksi mempunyai tempat kedudukan hukurn diluar 

kedudukan hukum pengadilan yang menetapkan putusan pernyataan pailit 

hakim Pcngawas dapat rnelimpahkan pcndengaran kctctangan saksi 

kcpada pcngadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

I ~ u k u ~ i i  saksi (pasal 65 a p t 4  UUK).  

Sua~ni atau isteri , maupun bekas suami atau bekas isteri dari debitur pailit, 

arlak-anak dan keturunnya begitu pula orang tua dan kakek nenek, dapat 

n~enolali u~ituk didengar sebagai saksi. 

Dari tugas- tugas dan lcewenangan Hakiln Pengawas tersebut 

diatas, barangkiili secara ringkas dapat disinlpulkrtn sebzgai berikut: 

1 .  Menlimpin rapat verifikasi; 

2. Mengawasi tindakan dari kurator dalam melaksanakan tugasnya; 

~nemberikan nasihat dan peringatan kepada kurator atas pelaksanaan 

tugas tersebut; 

3. Menyetujui atau menolak daftar-daftar tagihan yang diajukan oleh para 

kreditur; 

4. Meneruskan tabfihan-tagihan yang tidak dapat diselesaikannya chilam 

rapat vcrifikasi kepada Hakim Pengadilan Niaga pang memutus 

perkara itu; , 

5. Mcndcngar saksi-saksi dan para ahli atas scgala ha\ yang bcrkaitarl 

dengan kepailitan (misalnya: tentang keadaan budel, perilaku pailit dan 

sebagai nya); 



6. Memberikan ijin atau mcno\ak pennohotlan si pailit untuk bepergian 

( tneninggalkan tempat) kediamannya. 

Kurator 

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit di tetapkan maka 

kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan 

atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau 

peninjauan kembali (pasal 12 ayat 1 UUK). 

Menurut lanlpiran ketentuan UUK pasal 67 A ayat 1 jo pasal 13 ayat 1-2 

, ada 2 macam Kurator (peraturan kepailitan yang lama hanya mengenal 1 

kurator yakni BW saja)14 yaitu : 

1 .  Balai Harta Peninggalan (BHP), ntau 

2. Kurator lainnya. 

Ad. 1 ,Kurator lainnya (selain BHP) 

Syurul unluk ntenjudi kuruior (selaijt BFII') ctdulult : 

a, IIanls independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan 

dcngan debitur atau kreditur (pasal 13 ayat 3 UUK). 

b. Perorangan. atau persekutuan perdata yang berdomisili di 

Indonesia yang rnerniliki keahlian khusus ydng dibutuhkan &lam ... 
rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. 

c. Telah tcrdaflar pada Dcparternetl Kehakirnan ( psrsal 67 A ayal 2 

UUK). 

Rahayu Hartini, Peran dan Fungsi BKP dalam Kepailitan Pasca lahirnya UU No. 4 taliun 1998, 
Legality Voluu~e 10 / VIV september 1999, ha1 57. 



Meugenai 'l'criu curu dun persyurutun pen~/ufiurun lerlfung Kurutor 

dintur lebili lnnjut dalatn f'eru~urun hlerzteri Keltclki/rrun Nepublik 

Iiztkol1csiir h1017101' M. 08.10.05.10. TaItut~ 1998. 

Didalam pasal 2 peraturan tersebut. diatas bahwa calon 

Icurator harus mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis 

sebagai kurator kepada Direktur Jenderal Ilukurn dar, Perundang- 

undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan . 
Pennohonan tersebut dapat didaftarkan apabila seluruh persyardtan 

yang ditentukan telah dipenuhi (pasal 3). 

Dalam pasal 4 ayat 1-2 mcngalur tcrltang persyaratar~ urituk 

didartar scbagai kurator sebagain~ana dinlaksi~d dala~n Pasal 3 diatas 

udalah Ixrorangan yang (ayat I): 

bcrdomisili cli Indonesia; 

mcmiliki surat tauda lulus ujian yang diselenggarakan oleh 

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. 

(ayat 2), dalaln ha1 yang bertindak sebagai kurator berbentuk 

persekutuan perdata, 111aka salah satu rekan atau partner dalam 

porsekutuan tersebut harus kurator yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana diinaksud dala~n ayat 1.  

Pennohonan pendaftaran kurator harus dilampiri dengan 

!pnsal5): 

fotocopi KTP atau Paspor yang tnasih berlaku bagi perorangan 

atau keterangan do111isili bnyi persekutun~~ perdatn; 
! 

fotokopi NPWP; 

fotokopi surat tanda lulus ujian bagi kurator dan perngurus; 

fotokopi surat tanda keanggotaan Asosiasi Kurator dan Penprus 

Indonesia (AKPI); 



surat pernyataan: 

bersedia nlen~buka rekening di bank untuk setiap perkara 

ke pailitan; 

~idak pernah dinyalakan pailit; 

tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Ko~nisaris yang 

dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan 

dinyatakan pailit; dan 

tidak perriah rnenjalani pidana karena tnelakukan tindak 

pidana yang ancatnan pidananya lebih dari 5 (lima) tahun. 

Bagi petnohon yang telali tnenietiulii persyaratan 

pendaftamn untuk didaftar sebagai kurator diberikan Surat Tanda 

'I'erdaftar sebagai kurator yang akan diberikatl selambat-lambatnya 3 

(tign) hari terhituug sejak persyaratan dipenuhi (-pasal G ayat 1-2). 

Surat Tanda Terdaftar tersebut berlaku sepanjang kurator 

lnasih terdaftar sebagai anggota ahi f  sebagai~nana ditentukan dalam 

Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan 

Pengurus Indonesia . Ketidak aktifan anggota tersebut harus segera 

dilaporkan kepada Direktordt Jendral Hukurn dan Perundang- 

undangan (pasal 7 ). 

Pada setiap akhir bulan Departernen Kehakiman 

mcnyalnpaikan Daflar Kurator dan Pengurus kepada Pengadilan 

Niaga. 

ncri k u t arfalall beberapa natna dan alaniat Kurator ber.dasarkal1 nornor ., 

lisensi ( Bernadette Waluyo, 1999: 125-133) 



1 y o  1 Nomor Lisensi 1 Nama dan Alamat 

No.C. l.IJM.01-10 Year 1998 Amir Abadi Jusuf 

Kantor Ahntan publik Amir Abadi 

Jusuf dan Rekan 

Samudera Indonesia Building Floor 3 8: 

3A 

JI.Letjen S. Parrnan Kav.35 Jakarta 

I I ( Tclp : (62) (2 1) 530 7889 I 

I I I J I  Pekalongan No.ZA Menteng I 

2. 

No.C.4.UM.01-10 Year 1998 

8 september 1998 

No.C.2.UM.01-I0 Year 1998 

S septen~ber 1998 

No.C.5.UM.01-10Year 1998 

8 september 1998 

Fax: 530 7867.566 3569 

William edunrd dnniel, S.H. 

Konsultan Huku~n warrens Rt,  Achyar 

Jakarta 103 10 

Telp : (62) (21) 39 1 8585 

Fax: 391 4585 

Tuti Simorangkir 

Kantor Konsultan Hukum Makarim & 

Taka S. 

Sumitrnas 1, 17 th & 18"' Floor 

J1. Jend Sudirman Kav.6 1-62, 

Jakarta 12069 

Telp : (62)(:!1) 252 1272,252 2460 

3. 

Fax: 252 2'3'50-5 1 

Lsksmi Djuwita 

No.C.3.UM.01- 10Year 998 

8 september 1998 

Kantor Akuntan Publik Drs. Hadi 

Sutanto & Rekan 

Gedung Prirlce wacerhouse 

11. H.R. rasuna Said Kav.C.3 

Jakarta 12940 

Tel: (62) (2 1 )  521 2901/02/03 

Fax: 52 1 29 1 112 

Fred B.G. Tumbuan, S.H. 

Kantor Konsultan Hukunl Tumbuan 



Panc 

J1. Gundtlraiu Tcnguh I111 8 

Kebayoran Baru, Jakarta 121 30 

Telp : (62)(21) 720 8172, 739 901 7, 722 

7736/7 

FLY: 252 2750-51 

Majan E. Pane 

Kantor Konsultan HuLum Tumbuan 

Pane 

JI. Gandaraia Tengah IIU 8 

Kebayoran Bani, Jakarta 12 130 

Telp : (62x21) 720 8172,739 9017, 722 

773617 

Fax: 252 2750-5 1 

Marjan E. Pane 

Kantor Konsultan Huku~n Tun~buan 

Pane 

JI. Gandaraia Tengah III18 

Kcbayoron Baru, Jnknrla I ?  130 

Telp : (62)(21) 720 8172, 739 901 7, 722 

773617 

Fax: 252 2750-5 1 

Ari Ahmad Effendi, S.H, 

Kantor Konsultan Hukum Ari Ahmad 

Effendi & Rekan 

J1. Terogotlg raya No. 16, Cilandak, 

Cilandak , Jakarta Selatan 

Telp : (62) (21) 764 4373 

Richard C. Adama, S.H. 

Kantor Konsultan Hukum Darmawan & 

Co. 

The Landmark Centre 

Tower B-27h Floor 

JI. Jend. Sudirman Kav. 1 

Jakarta 129 10 

Telp : (62) (21) 520 2800 

Fax: 520 280 1 

' 1  
I 
I 

- I 
I No.C.0.UM.Ol-1OYear 1998 

8 scptcmber ,1998 

-- 

7. No.C.7.UM.O I -  1O.Year 1398 

S septe~nber 1998 

8. 

9. 

No.C.8.UM.01-10.Year 1998 
< 

8 september 1998 

No.C.9.UM.01-10.Year 1998 

8 september 1,998 



N0.C. 12.UM.01-10.Year 1998 

30 September 1998 

No.C.13.UM.01-1O.Year 1998 

8 september 1998 

N0.C. 12.UM.01-1O.Year 1998 

30 September 1998 

8 september 1998 

Jripitta Imam Rahayoe. S.i.1. 

Yantor Konsultan Flukurn Briyitta I. 

Kahayoe, S.H. e( Associates 

Permata Plaza, 7' Floor 

11. MH. Tharnrin Kav.57, Jakarta Pusat 

relp : (62) (21) 390 3450 

Fax: 390 3445 
--..---... ., - 
Yan apul, S.H. 

Kantor Advokat & Konsultau Hukum 

Yan Apul & Rekan 

JI. H. Agus Salim 57 

Jakarta 10340 

Telp: (62)(21)3142331 

Fax : (62) (21) 335 208,310 0122 

Edino Girsang, S.H. 

Kantor Advokat & Konsultan Hukuni 

Yang Apul & Rekan 

JI. H. Agus Salim 57 

Jakarta 10340 

Telp : (62) (21) 314 2331 

Fax : (62) (21) 335 208,310 0122 

Tety Andriani, S.H. 

Kantor Penngacara Tety Andriani & 

Rekan. 

JI. A.R. hakirn dh. JI. Bakti No. 164 

Medan 

Telp : (62) (21) 759 216 

Edino Girsang, S.H. 

Kantor Advokat Rr Konsultan Mub~m 

Yang Apul & Rekan 

JI. I-!. Agi~s Si~lim 57 

Jakarta 10340 

Telp: (62)(21)314 2331 

Fax :(62)(3l)355208,310017_2 

Tety Andriani, S.H. 

Kantor Penngacara Tety Andriani & 

rekan. 



I-1 [ JI. A.R. hakim dh.  JI. Uak~i No. 164 

1 I I Medan 1 
Telp : (62) (21) 759 216 

/ I 30 September 1998 1 Kantor Pengacara hanan & Rekan I 
1 1 ( I\. Hayam Wuruk No.68 1 

Bakhtiar 

JI. Raya Pasar Minggu No. IB 

15. 

Jakarta Selatan 

Telp : (62) (21) 794 38861718 

Fax : 789 222669,83 1 1787 

30 September 1998 Kantor Ahntan Publik Drs. Idris 

Sulistiyanto & Itekan 

Kompleks Maisonette Kramat Jaaya 

No.C. 15.UM.01-10.Year 1998 

8 septeniber 1998 

No.C.17.UM.01-10.Year 1998 

5 Oktober 1998 

Jakarta Barat 

Telp : (62) (2 1) 626 327415f6 

Fax : 625 55556516 

Drs. Bakhtiar, AK. 

Kantor Akuntan Publik Murni & 

N0.C. 18.UM.01-10.Year 1998 

13 Oktober 1998 

Baru 

A. Percetakan Negara I1 Blok B, No 

16.17 &22 

Jakarta 10560 

Telp : (62) (21) 426 3351, 420 4157 

Fax : 4263351 

Eddy Effendy, S.H.. S.E. 

Kantor Konsultan Hukum Kamadibrata 

Karim Sani Manihunik 

Wisma Danamon Aetna Life 

J1. Jend. Sudirman Kav 45-46 

Jakarta, 12930 

Telp : (62) (2 1 )  577 1 177 

Winita E. Kusnandar 

Kusnnndar & Co. Advocates & Legal 

, Consultans Patent & Trademark 



12 Oktobceer 1998 

No.C.20.UM.01 --I O.Year1998 

13 Oktober 1998 

No.C.21 .UM.01-10.Year 1998 

12 Oktober 1998 

12 Oktobcr 1998 

Attorneys 

Actna Danomon Towcr 11, 24Ih Floor JI. 

Jend Sudirtnan Kav. 45 

Jakarta 

Telp : (62) (21) 577 143.5 

1:a.u : 577 1135 

Ahmad Zen Umar Purba, S.l-I. LLM. 

Alibudiardjo, Nuyroho, Rcksodiputro 

Coutisellors at Law 

Graha Niaga, Lantai 24 

JI. Jend. Sudirman Kav. 58 

Jakarta 

Tclp:2505125.2505122 

Fax : 250 5392,250 5 122,250 5001 

Munir Fuady. S.H.,M.H., LLM. 

Law Firni Fuady, Tommy, Aji Wijaya 

Wisma l3umiputera. Lantai 7. suite 701 

JI. Jcnd. Sudirman Kav.  75 

Jakarta 12910 

Telp : 522 4533 

Fax 5 2 2  453 1 

Herjat~to Lutantowidjojo 

KAP Sanvoko (9( Sandjaja - Ernest e( 

Young 

Jakarta Stock Exchange Buildiny 

Tower 1,23 rd Floor 

J1. Jend. Sudirn~an Kav.52-53 

Telp : 5 1 5 1960 

Fax : 515 1920 

Maiyasyak Johan 

Maisyasyak, Ruharjo & Parlncrs Law 

Ofice 

011 Centcr Bulldlng,Lnntai IV 

J1.M.H. Thamrin No. 55 

Jakarta 10350 

Telp : 3 14 2735,3 14 2743 

Drs. Wisnu B. Socwito 



24 

. . . . . -- - - 
25 

36 

I 

-. .- ---.- 
37 

Jusuf & Rekan 

Samudra Indonesia Building Lantai 3 

JI. S .  Parman Kav. 35 

Jakarta 1 1480 

Telp : 530 7889 

Fax : 530 7867 

12 0L~ober 1998 

No.C:.23.UM.01-10.Year 1998 

14 Oktobcr 1998 

-- - - . . - . - - -- - -- 
No.C.25.UM.01-10.Year 1998 

300klober 1998 

No.C.26.~4.01-10.Year 1998 

300ktober 1998 

- 

No.C.27.UM.01-1 ().Year 1998 

Kantor Akuntan Publik Drs. Wisnu B. 

Soewito 

J1. Tebet Timur Dalam Vll  A No. 16 

Jakarta 12820 

Telp : 830 618'7,830 6188 

Fax : 829 6794 

Rambun Tjajo. S.H. 

Bahar & Partnrxs, Consellors at Law 

Graha Niaga, lantai 2 

JI. Jend. Sudir~nan Kav. 58 

Jakana 12190 

Telp : 252 6801 

Fax : 252 6802 
---A- 

Timur sukirno,?S. H., LLM. 

Law Ofices Hadiputraruo, Hadinoto & 

Partner 

Gedung nursa Efek Jakarta. Tower TI. 

Lantai 2 1 

J1. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190 

Telp : 51 5 5090 

Fax : 515 4840 

YozuaMakes, S.H.,LLM. MM. 

Makes & Partners Law Firm 

Menara Batavia, Lantai 7 

Jl. K.H. Mas Marlsur Kav. 126 

Jakarta 10220 

Telp : 574 7181 

Fax : 574 7180 
- - 
Doli Diapary Siregar 

300ktober 1998 Kantor Akuntan Publik Amir .4badi 



Kenlor Akuntitn Publik / l n~ i r  / \b i~di  

Jusuf R: Rekan 

Samndra Indonesia Building Lt. 3 

I 
I 
I 

1 
29 / NuC.29.UM.O I - I0,Yeur I998 

300ktober 1998 

I 
I 

I I I JI.  S . Parn~ali Kav 35 I 

JI. S . Parnmn Kav. 3.5 

Jakarta 1 1480 

Telp : 530 7889 

Fax : 530 7867 

Saplolo A g u n o a o  

Kantor Akunta~l Publik h i r  Abadi 

Jusuf & Rekan 

Samudra Indonesia Building Lt. 3 

JI. S . Parman Kav. 35 

Jakarta 11480 

Telp : 530 788'9 

Fax : 530 7867 

30 Nn C 30 I.!M O l  - I  O.Ycar 1998 

300ktober I998 

Mawar l . R  

Kantor Akunlan I'ublik Amir Abadi 

J U S U ~  & Rekiln 

San~udr~a Indonesia Building LI. 3 

Jakarta 11480 

Tclp : 530 7889 

Fax : 530 7567 

J. Carnby Hutapcu, S.H 

Kantor Pengacara 8: Konsultan Hukutll 

Kemaisjah, Cemby & Avriline 

I'laza I3apindo. 'l'ower 1 ,  20 t h l;loor 

11. Jcnd. Sudirman Kav. 54-55 

Jakarta 12 I 90 

Telp. : 527 73 17 

Fax : 527 73 12 

M . U . F a i l ~ i i A n ~ r i . S H  

Waren & Achyar I.aw Firm 

Mcnara Drassindo. Lt. 8 

JI. M.t. Haryono Kav. 29-30 

Jakarta 12270 

j I 
I 

No.C.3 1 .UM.Ol- 10.Ycar 1998 

200ktober 1998 

I j 
I 

j K ~ L I R  f [ i : ? ( ! ; T . ~ ~ ~ , q ~  

---2- . 
I L"H!'?. flca=i-?/ n,qnAvc , 

; - .  . 
--.LA 

I 
1 
I 

1-32 NaC32UM01-10Year1998  

300ktober 1998 

I I 
I I 



'Telp. : 799 001 1 

Fax : 799 0022 
. - -- - -- - - . . . . . . - - , - . . . - - . . . -. - - - 

Dr. T. Mulya Luhis. S.H.. LLM 

Law Ofliccs Lubis, San~osa & hlaulana 

Wisama Bank Dharmala. Lt. 5 

JI. Jend. Sudirman KRV. 28 

Jakarta 12920 

Telp. : 521 1931 

Fax : 521 1930 

G. P. Aji Wijaya, S.1-l. 

Fuady, Tommy, Aji Wijaya Law Firm 

Wisma Bumi Putera Lt. 7 # 70 1 

JI. Jend. Sudirman Kav. 75 

Jakarta 129 10 

Telp. : 522 4533 

Fax : 522 453 1 

Teguh Maramis 

Kantor Konsilltan Hi~kuni Dewi 

Soeharto 61r Rekan 

Plaza Exim Lt. 24 

JI. Garot Subro~o Kav. 36-38 

Jakarta 12190 

Telp. : 526 3473 

Fax : 526 3474 

Dewi Kamxratih Saehano 

Kantor K.onsultan Hukum Dewi 

Soeliuto & Rekai 

Plaza Exim Lt. 24 

JI. Gatot Subroto Kav. 36-38 

Jakarta 12 190 

Telp. : 526 3473 

Fax : 526 3474 

Drs. Tolib Kertanegara 

Kantor Akunian Publik Socjntna, 

h4ulyana K: Rekan Registered Publik 

Accountans. Tax and Management 

Consultari~s 

. - . . . . . - . . . . . . -. . -. . . . . / 33 / N ~ C . ~ ~ : U U . O I - I O , Y ~ ~ ~  1998 

I I 300k1obcr 1938 

i ' 
I 
1 I 

I j I I 34 I No.C.34.nf.01-1O.Year 1998 

I I 1 1  
I I I 

I 
35 No.C.35.UM.01-10.Year 1998 
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! I 
i 1 
I 
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I ' I I 
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1 36 No.C.36.( JM.01-10.Year 109R I I 
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1 ,  
! I 
i I 
/ 
1 
j 

No.C.37.UM.01-I O.Year 1998 

1 
i 
j 

I 
I 

i 
1 

i 1 I 



I 
I ICornplek Itukan 'I'aman Meruya i3lok 

j 
1 j 

1 i 
i 1 Jakarta Bamt 1 1650 

I I I 

I Kantor Akuntan I'uhlik Ilrs. I'asnirn Ali 

Wid,janarko & Rckan 

I 
j i 
I 3s 1 NoC.3 tLlM.OI-  IOYear 1998 
! 

JI. Asell1 Baris Raya No, 37 Tebet 

Jakarta Selatan 

Telp. : 839 5902,830 9127 

Fax : 586 5365 

D r s  Tasnini Ali Widjanarko 

1 I Fax : 830 5901 
I I 

'119 'i N ~ . C : . ~ Y . U ' M . O I - I U . Y ~ ~ ~  1998 1 Mulyono Adi 
I I 

I I Kantor Konrultan HuL-urn Hannfiah S; 

Po~y,gav;a 

Gedung BNI Lt. 24 

JI. Jend. Si~dirrnan Kav. I 
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pailit yang meliputi ; penyelamatan , pengelulaan dan penjaminan 

scrta penjualan harta pailit. 

Dala~n menjalankan t.ugasnya , Kurilor (pasal 67 ayut 2 W K ) :  

a .  l'idak diharuskan menlperoleh pl.:rsetujuatl dari atau 

lnenyalnpaikan pemberitahuan terlebill dahulu kepada debitur 

atau salah satu organ debitur, meskipun dala~n keadaan diluar 



kepailitan persetujuan atau pemberitahuan sedemikian 

disyaratkat~. 

b. Dapat ~nelakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata 

dalaln rallgka meilingkatkan nilai harta pailit. 

Apabila dalarn lnelakukan pinjsman dari pihak ketiga 

ICurator perlu ~ne~nbebani  harta pailit dengan hak tanggungan , gadai 

atau hak agunan atas kebendaan yang lainnya, rnaka pin-jarnan tersebut 

harus lnendapat persetujuan lebih dahulu dari I-Iakim Pengawas. Dan 

pembebanan terhadap harta pailit hanya dapat dilakukan terhadap 

bagian haria pailil yang belum dijadikan jaininan uiang ( Pasal 67 aya\ 

2- 4 LIUK). 

Sclarljutr~ya dalarn ayat 5 nya rl~cr~ycbuthur~, baliwa urituk 

~ncl~gl~adap dimuka Pengadilan , Inaka Kurator terlehili daI1~1i1 Iial-US 

111e11clapat ijin dari I~akirii Perigawas, kecuir/i rnzt~yar~gkut : 

a. Sengketa pencocokan piutang, atau; 

11. Sengketa tentang kepastia~z kelanjutan pelaksanaar~ perja~~jian 

timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi (pasal 36 

U U K ) ;  

c. Sengketa tentang penghentian hubungan sewa yang dilakukan oleh 

debitur pailit denngan pihak lain (pasal38 UUK); 

d. Sengketa tentang pernutusan hubungan kerja terhadap karyawan 

yang beker-ja pada debitur pailit (pasal 39 U K ) ;  

e. Sengketa tentang penuntiltan penyerahan barang yang menjadi 

agunan , tanpa mengurangi hak pemcgang hak tersebut untuk 
1 r -  r~~cr~il~cr .o\cI~ Iri~sil yccljualar~ agurliirl Icrscbul ([xlsa~ .I I i1yi11 2 , 

LIUK). 



'I ktlciltrg IJenggantic-rr~ Kuriltor 

Berdasarkan pasal 67 B UUK, Pengadilan setiap saat dapat 

msngabulkan usul peuggai~tian kurator, setelah rne~~lal~ggil dali 

mendengar kurator, dan ~nengangkat kurator lain dan atau mengangkat 

kurator tambahan., 

I .  Atas permintan kurator sendiri 

2. Atas permintaan kurator lainnya, jika ada, 

3. Atas usulan pengawas, atau 

4. Alas perlnintaan debitur pailit. 

Pengddilan harus r~~ernber-henlik.drl alau rnengdrlgkal. 

Kuraior alas perminlaan atau usul krcdilur konkuren berdasarkan 

pu~usarl r.al~al krcditur yac~g diselcrlggar.akar~, dcr~grir~ pcrsparabar~ 

putusan tersehut dia~nhil berdasarkan suara setu-iu lebih dari Vz jumlal~ 

i;(.t.cli[ur Lorlkurer~ atau kuasaoya yaclg hadir dala~ll r.apat dacl yang 

mc\.v:v,?ki l i lebih dari '/'2 jumlah piutang kreditur konkuren atau 

kuasa~iya yaug lladir dalan~ rapat tersebut (:j)asal67 B ayat 2 ULIK). 

Kurator harus bertanggung jawab, terkadap kesalahan atau 

kslalaiannya Jalam melaksanakan tugas pengurusat1 da~i  atau 

peinberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (yasal 

6 7 C L T K )  , 

Dalam putusran pemyataan pailit dicantlunkan bcsarnya 

imbalan jasa bagi ki~rator yang dilelapkan berdasarkan pedoman yang , 

cii(ctapku~l olch Keputusa~~ Mentc1.i Kelrakin~a~l Rcpublik lrldor~esia 

Nolnc~r M. 09.HT.OS.10 tahun 1998, yang dile~apkan di Jakarla pada 

till~sgal 22 Septe~nber. 



Yang diniaksud dengan imbalan jasa adalah upah yang 

linrus di bayarkan kepada: 

I .  Kuriltor, kurator tnmbahan, atau kurator penggnnti dalam rangka 

pengurusan dan atau pen~beresan harta pailit 

2. Kurator selnentara dalarn rangka mengawasi pengelolahan usaha 

debitur, dan rnengawasi pembayaran kepada debitur, pengalihan 

atail pengagman kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan 

rnemerlukan persetujuan kurator; dan 

3,  Pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalaln 

rangka pengurusan harta debi tur dalam ha1 terjadi penundaan 

kcivajiban pembayaran utang. 

Rcsarllya i mbalan jasa bagi kuralor (pasal 2 ayat 1 ) di tclltukari scbagai 

bcrikut: 

a. Dalaln ha1 kepailitan berakhir dengall perda~naiau, I~esar~lya 

imbalan jasa adalah selxsar suatu pl-escntase dari nilai hasil harta 

pailit diluar utang sebagaimana ditentukan dalam perdalnaian 

dellgall perhitungan sebagai berikut: 

Pengurus dalam rangka kepailitan yang berakl~ir dengan 

perda~naian (Accorcg : 

Sampai dengan Rp. 50 Milyar 

Icelebihan diatas Rp. 50 Milyar sld Rp. 250 Milyar 

Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar 

Kelcbihan diatasRp. 500 Milyar 

I ,  Nilai Harta Pailit Rp. 20 Milyar 

Ju~nlah Tuiibalan Jasa: 



6 % dari lip. 20 Milyar 

2, Ni  lcii Harta Pailit Rp. 50 Milyar 

Junllah Iinbalail Jasa: 

6 % dari Rp. 150 Milyar 

4,5 % dari Rp. 100 Milyar 

lip. 1.2 Mi lyar 

Rp 3 Milyar 

Rp. 4,5 Milyar 

Rp 7,5 Milyar 

3. Nilai Harta Pailit Rp. 300 Milyar 

Jumlah hba lan  Jasa: 

6 % dari Rp. 50 Milyar RP. 3 Milyar 

4,5 % dari Rp. 200 Milyar Rp. 9 Milyar 

3 Oh dari Rp. 50 Milyar R p. 1,5 Milyar 

RP. 1 3 3  Milyar 

4. Nilai Harta Pailit Rp. 600 Milyar 

Jumlah Imbalan Jasa: 

6 % dari Rp. 50 Milyar RP. 3 Milyar 

4,5 %dari Kp. 200 Milyar Rp. 9 Milyar 

3 %dari Rp. 250 Milyar Rp. 7.5 Milyar 

1,5 % dariRp. 100 Milyar Rp. 1,5 Milyar 

RP. 2 1 Milyar 

b. Dalam ha1 kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya 

ilnbalan jasa adalah sebesar suatu presentase dari nilai hasil 

pemberesan harta pailit di luar dengan perhitungan sebagai berikut: 

Pcngurus dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan 

pctnbcrcsan: 

Sa~npai dengan Rp. 50 Milyar 



Kelebihan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar - 7.5 % 

Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar - 5 O h  

Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar - 2,5 % 

I .Nilai I-Iarta Pailit Rp. 20 Milyar 

Jumlah Imbalan Jasa: 

10 O/o dari 20 Milyar RP. 2 Milyar 

2.Nilai Harla Pailit Rp. 150 Milyar 

Su~nlah I~nbalan Jasa: 

10 Oh dari Rp. 50 Milyar R p. 5 Milyar 

75 O !  dari Rp. 100 Milyar RP. 7.5 Milyar 

RP. 12,5 Milyar 

3. Nilai Harta Pailit Rp. 300 Milyar 

Jumlah Imbalan Jasa: 

10 % dari Rp. 50 Milyar RP. 5 Milyar 

7,5 YO dari Rp. 200 Milyar RP. 15 Milyar 

5,O % dari Rp. 50 Milyar Rp. 1,5 Milyar 

RP. 22,5 Milyar 

4. Nilai Harta Pailit Rp. 600 Milyar 

Ji~mlah Imbalan Jasa: 

10 % dari Rp. SO Milyar RP. 5 Milyar 

7,5 % dari Rp. 200 Milyar RP. 15 Milyar 

5 % dari Rp. 250 Milyar RP. 12,5 Milyar 

2,5 % dari Rp. 100 Milyar RP- 2,s Milyar 

R P . 3 5 3  Milyar 



c. Dalam hd  permohonan pernyataan pailit ditolak ditingkat kasasi 

atau peninjam kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh 

hakim dan dibebankan kepada debitur. 

Dalam menentukan besarnya imbalan jasa ( pasal 2 ayat 1.c) 

tersebut diatas , hakim wajib mempertimbangkan peke rjaan yang telah 

dilakukan, kemampuan, clan tarif kerja dari kurator yang 

bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2 % (dua persen) dari 

harta debitur ( pasal2 ayat 2). 

Besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara sebagaimana 

tlimaksud dalam pasal 1 angka 2 ditentukan scbagai berikut: 

a, dalam ha1 pcrinohonan pcrnyataan pailit dikabulkan, maka imbalan 

jasa ditetapkan dalam rapat kreditur yang pertama kali; 

b, dalarn ha1 permohonan pernyataan pailit ditolak, maka maka 

besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakiln dan dibebankan 

kepada debitur. 

Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana 

diinaksud dalam poin b tersebut diatas, hakim wajib 

mempertimbangkan peke jaan yang telah dilakukan , kemampuan, dan 

tarif keja dari hwator sementara yang bersangkutan , dengan 

ketentuan paling tinggi 5/~ % ( satu perdua persen ) dari harta debitur. 

Selain usaha atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pas21 2 

tersebut diatas kurdtor &pat melakukan jasa penjualan kekayaan 

dcbitur scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) Undang- 

unclang Nomor 4 Tahun 1998, yang besruuya 2 '/2 % (dua satu pcrdua 

pcrscn) dari hasil pcnjualan yang dilakukan olch kurator (pasal 3 ). 



Dalam l~al  terjadi pkhgangkatan kurator, lnaka besan~ya iinbalan jasa 

ditentukan oleh &hi' kreditur yang lnelnutuskan pengangkatan 

kurator atau pengurus tambahan. 

Besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan kurator 

yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta 

pailit yang diurus dan atau dibereskan. Besarnya imbalan jasa bagi 

pengilrils yang diganti dan pengurus yang lnengganti ditentukan 

berdasarkan perbandingan nilai harta debitur yang diurus ( pasal 6 ). 

Selain imbalan jasa krsebul lerdahulu, kurator rneldkukan 

lugas pcngurusan dan alau pcmbcresan harta pailit dan pcngurus yang 

~nclakukan pengurusan harta debitur yang mempunyai [ingkuf 

kerurrrifan dulurrr /~~c.ri~vc.lesuiun perkuru ke/.uililun, dapat tnelakukan 

musyawarah atau kesepakatan dengan kreditur mengenai iln\>alan jasa 

talnbahan yang dibebankan kepada harta pailit atau harh debitur 

sesuai p a s a l 6 7 ~  ayat (2) Undang-undang No111or 4 Tahun 1998. 

Menurut pasal 70 A ayat 1- 3 UUK disebutkan,bahwa 

apabila kurator lebih dari satu orang, maka untuk 111elakukan tindakan 

yang sah dan mengikat , para kurator rnemerlukan persetujuan lebih 

dari 'A jninlah para kurator. Apabila suara seti!ju dan tidak setiiju sama 

banyaknya, maka harus memperoleh persetuiuan 1.Iakim Pengawas. 

Bagi kurator yang ditunjuk untuk tugas khiisus berdasarkan putusan 

pernyataan pailit, be&enang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya. 

... 

Kurator harus menyalnpaikan laporan kepada Hakim , 

'! 

Pcngawas mengenai keadaan harla pailil darl pelaksawtan tugasnya 

tiap 3 (tiga) bulan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh 

I~aki m pengawas. Laporan tersebut bersi fat terbuk-a untuk ulnultl dan 



dapat dilillat oleh setiap orang tanpa dipui~gut biaya seperti yang 

dintur dalam pasal 70 B LJLJK. 

Setelall kurator 111enerima pe~nberitahuan tentang 

pengangkatannya, maka ia harus melakukan segala upaya yang 

di perlukan dan menyelamatkan harta pailit yaitu dengan mengambil 

dan menyimpan segala surat , uang, barang perhiasan, efek Can surat 

berharga lainnya dengan memberikan tanda terimanya. Barang-barang 

tersebut disimpan sendiri oleh kurator kecuali ditentukan lain oleh 

hakiln pengawas. Dan atas persetujuan hakim pengawas, dengan 

alasan unluk mengamankan har~a pailt, dapat dilakukan penyegclan 

atas harta pailit. Penyegelan tersebut dilakukan oleh panitera atau 

11ariilcra periggariti dite~tipat liarla tersebut berada dengan dihadiri oleh 

dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil dari Pemerintah 

Daecali seteln pat. 

Diantara 15 macam tugas BHP, salah satunya adalah 

pengurusan harta kekayaan orang-orang yang dinyatakan pailit. 

Dengan diucapkannya keputusan kepailitan oleh Pengadilan Negeri, 

inaka sipailit telah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai 

tlarta kekayaanya, walaupun dia rnasih tetap menjadi pernilik harta 

kckayaan tersebut, pengurusan dan penguasaan :tias hartti kekayaan 

tcrscbut telah beralih pada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang 

bcrlindak scbagai pengampu atau kurator atas harta pailit (pasal 13 

ayat 2 PK), darl Balai Harta Peniuggalar~ ditugaskan unluk melakukan 

petigul.usan dan pemberesan linrta pailit ( pasal 67 ayat 1 PK) dan 

c-alaln ~nelaksakana tugas tersebut Balai Harta PeninRRalan diawasi 
I---------------- / I ~ ; L ~ K  p s ~ . ~ .  . . 
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ole11 hakiln Koinisaris (pasal 63 PK). Sipailit masih tetap berwenang 

u~rtuk melakukau perbuntan-perbuatali dengall syarat ha1 tersebut 

hnrus i~~enguntungkan boedel pailit. Harta kekayaan yang pengurusan 

dan penguasaannya beralih pada BHP adalal~ hark kekayaan yang 

sudah ada pada saat putusan pailit diucapkan, inaupun harta kekayaan 

yang akan diperoleh selama kepailitian berjalan kecuali yang oleh W 

dcngan tegas di keluarkan. 

Tugas BHP sebagaimana tersirdt dalarn ketentuan diatas ' 

nampaknya cukup sederhana, akan tetapi di dalamnya tersirat tugas 

yang cukup banyak yang meliputi IS: 

I .  Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam 

Bcrita Negara dan dalatn surat-surat ki3bibar yang sudah disclujui 

hakim komisaris (pasal 13 ayat 4 PK) 

h. Mensita untuk disitnpan \larang-t~aratrg perl~iasari, efek-efek, 

sulat-surat berliarga ,uang dan ~neliyegel liarta kelida sipailit 

(pasal 89 dan 90 PK). 

c. Meuyusun inventarisasi harta pailit dan dafiar utang sipailit 

(pasal9 1 ayat 1 dan pasal93 PK) 

d .  Berl~ak untuk meneruskan perusclhaa~~ sipailit atas izin dari 

hakim komisaris. Akan tetapi apabila ada panitia para kreditur, 

~naka panitia ini tidak dapat memberikan usul/persutujuan untuk 

meneruskan perusahaan si pailit tanpa perlu mendapat izin dari 

hakim komisaris (pasal95 PK) 

e. Membuka semua surat-surat sipaili t yang berkenaan dengan 

harta pailit (pasal 96 PIS) 

f. Se~nua gugatan sipailit harus diajukan kepada BHP (pasal 96 
,, 

ayat 2 PK) 



g. Membcrikan uans natkah kepada sipailit (,yang diambilka~~ dari 

harta pailit), setelah lnendapat izin dari hakiln komisaris (pasal 

97 PK) 

h. Benvenang rnenjual barang-barang sipailit bila~nana dianggap 

I K I  It1 ( IXIS ; I I  '18 i\Yt\I I ['I<) 

i .  Membuat suatu akurtaccord atau perdamaian setelah terlebih 

dahulu mendapat persetujuan dari hakiln komisaris dan nasihat 

dari para kreditur (pasal 100 PK) 

Bila kita lihat tentang tugas-tugas BHP berkaitan dengan 

pcngurusan dan atau pemberesm harta kepailitan menurut Peraturan 

Kcpailikn yang lama (sebelum UUK lahir) kelihatannya cukup 

biir~yak dan mestinya sangat berperan, tlatnurl dalarn realita peran BHP 

irli pantas dipertanyakan. Kareria didalaln praktek meskipurl 

ketentuan-ketentuan dalaln PK tersebut baik tetapi salna sekali tidak 

efcktif, sebab : 

1 .  BHP hanya sekedar menyasai dart dilarang lnelakukan tindakan 

npapun jika atas putusan pernyataan pailit diajukan perlawanan 

dan atau banding, padahal kita tahu bahwa proses pe~neriksaan 

perlawanan dan atau banding akan memnlian waktu lama. Akibat 

dari penyegelan dan kemudian terbitnya pernyataan pailit, maka 

bagi perusahaan pailit hams berhenti d;in berhentinya perusahaan 

ini akan merugikan boedel pailit dan juga peket-ja perusahaan 

yang harus dibayar terus gajinya atau kalau tidak dengan resiko 

terjadi unjuk rasa yang menimbulkan suasana gawat. 

2. M~kim kumisaris menciapkan lrtlgi puruoat\atin-pttilit, tigar 
\ 

perusahaan berjalan terus dengan piinpinan atau pengawasan 

RHP, namun kenyataannya rnaiaf RHP Lidak rnernpunyai tenaga- 

tenaga ahli yang ~nelnadai untuk bisa rnenjalankan perusahaan 

i tu. 



3. UIII' ~nenalian sul-at bagi sipailit hnl  in i  dimaksudknn scbagai 

isolasi, komunikasi bagi sipailit, natnun dengan unajuuya alat-alat 

telekon~unikasi yang canggih ketentuan ini ~nenjadi tidak berarti. 

4. Realita yang lain ternyata peran BHP menjadi makin kecil 

karena ternyata jumlah perkara kepailitan relatif kecil. 

Sebagai contoh, menurut data yang ada di pengadilan Negeri 

Semarang yang meliputi wilayah hukuin Semarang dan DIY se.jak 

tahun 1947- 1979 tidak diketemukan perkara kepailitan Selanjutnya 

dala~n ki~riin waktu hampir 20 tahi~n (sqjak 1979-1997) hanya 

~crdal'lar 19 perkara kcpailitan. Apalagi dcngan berlakunya UU No. 1 

tahun 1995 (pasal 117 [cntang pcmbubaran PT oleh PN Jcngan 

lnenunj uk T,ikuidator, i ~ z i  sama sekal i tidak ada kaitannya dengan 

kepailitan) dan dimungkinkannya pembubaran perusahaan atau 

perseroan oleh pihak eksekutif tanpa lnelalui ~xradilan urnuln, lnaka 

IJcral) Rl4P llienjadi sclnakin kecil walaul~ul~ sudal~ sangat kccil. 

'l'ahun 1 Jumlah I l'ahun 1 lumlah l'erkara 1 l'ahun ] Jumlah I 

Wiryolukito, 1997 

Dari data tersebut diatas BHP Se~narang dalatn satu tahun " 

menangani tidak cukup satu perkara kepailitan jika de~nikian apa saja 

yang dikerjakan oleh BHP sehari-hari ?. Tugas BHP terbanyak hanya 

sccnl-a khusus melayani golongan rakyat keturilnan ( c~n i .~ ' )  yaitu 



keturunan Cina, Eropa, Arab, dan dari Timur Asing Iainnya. Yang 

jumlahnya terlalu kecil dibandingkan dengan selurul~ jutnlah peududuk 

Indonesia (yang non keturunan) dan muteri yang n~enjadi tugasnya 

tidak sebanding dengan struktur orga~~isasi BHP yang besar dan 

.j umlah pcgawainya dalan~ ja.jaran BHP yang ci~kup banyak. 

Sebelurn lahirnya UUK ini rnaka yang rncnjadi kurator adalah 

h ~ ~ n y k t  BI IP, yang nota bent: realitasnya dalam menjalankan titgas 

atau peran BHP sangat kecil bahkan sernakirl kecil dengin adanya 

kc\en\uan khususnya pasal 117 W No. 1 tahun 1995, maka peran 

dan fungsi BHP pasca UUK ini. nyaris tidak ada. Karena rtlenurut 

keterltuan dalam UUE;, kurator ada 2 macam yaitu RHP dan kurator 

lair~t~ya. 

BHP \mu bertindak sebagai kurator apa\~ila debitur atau 

kreditur tidak illengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada 

pengadilan. Karer~a BHP selalna ini dianggap kurang profesioual 

(tidak punya tenaga ahli yang nlemadai terutama ketika BHP hams 

menjalankan perusahaan sipailit agar berjalan terus), menurut penulis 

tentunya tlchitur. crtalc kreditlcr lcbih suku t?~cnlililt tnttuk n~engyjukun 

petlgattgkura~t kurator lain ke pengadilan untuk n~elaksanakan tugas- 

tugas pengurusan dan atau pemberresan atas harta pailit tersebut. 

Dengan demikian maka ini merupakan tantangan bagi BI-IP kalau 

~nasih tetap ingin eksis dalam ha1 pengurusan &an pemberesan harta 

kepailitan. 

'\ 

Menurut penulis ada Juu crlternutifbugi BHP : 

1 .  Tctap eksis sebagai kurator dengan konsekwensi harus 

rneningkatkan keprofesionalanttya agar dapat bersaing yang sehat 

dengan kurator lainnya atau 



3,. Dibubarkan saja to11 selama ini kurang berperan dan demi 

menghemat anggaran negara apalagi dengan aka11 

diberlakukannya UU Otoi~oii~i Daeral~ ( UU No. 22 'l'aliun 1999 

tentan~ng Pernerintahan daerah) nanti. 

Hanya inungkin kemudian akan muncul persoalan baru bila lembaga 

BI-IP dibubakan, para pegawai dijajaran BI-TP sebaihya dialihkan 

kernana ? Ini harus dicari solusinya. 

1 .  Mclakukan pcngurusan dan alau pcrnbcrcsan harta pailit, 

rncskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau 

petlit~jauau ke~nbali (Pasal 67 ayat ljo pasal 12 ayat 1 ). 

2. Ilala~n jangka waktu pali~lg la~~i\>at 5 11al.i sejak tanggcnl putusan 

per~lyataan pail it ditetapkan, kurator meuguntumkan dalani BNRl 

da~i  minimal dun surat kabar harian yang ditetapkan hakill1 

pengawas (pasal 13 ayat 3) 

3 Bertat~ggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalanl 

inelaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang 

~nenyebabkan kerugian terhadap harta pailit (pasal 67 c). 

4. I-Tarus tnernberikan laporan kepada hakirn pengawas tentang 

keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya tigap tiga bulan 

(pasal70 b) 

5 .  Atas persetijuan hakirn pengawas, demi rrlengamankan haca pailit 

dapat dilakukan penyegelan atas harta pailit (pasal 90 ayat 1) 

6. Dapat rnelanj utnknn usaha demi tur yarlg paili t, walaupun terhadap 

putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali 

l~erdasar persetujuarl par~itia kreditur, dan apal~ila tidak diarlgkat 



panitin kreditur, prsetujuannya dapat diberikan oleh hakirn 

pengawas (pasa195 ayat 1-2) 

7. 'Dapat i~~engalil~kan harta pailit sepanjang diperlukan untuk 

menutup ongkos kepailitan apabila akan mengakibatkan kerugian 

pada harta pailit meskipun terhadap putusan tersebut diajukan 

kasasi atau peninjauan kembali atas persetujuan hakiln pengawas 

(pasal 98 ayat 1). 

'Tentang Biaya Pelayanan Jasa H~tkum Oleh BHP 

Mengenai biaya Pelayanan Jasa Hukum di lingkungan Kantor 

Balai Harta Peninggalan (BHP) diatur dalarn Kepufu.surr Menteri 

X'ehokimun Repuhlik In&~ne.sia Nornor : M09.05.10. ~ a l ~ t t n  1998 yung 

di.~u/rkurr pudu 22 Septernher 19 98 di Jukarlu, sebgai berikut: 

Yang dimaksud Pelayarian jusa lrukunt dalaln keputusnn ini 

adalah jasa yang diberikan oleh Kantor Balai Harta Peninggalan, 

kepada setiap pennohonan berupa: 

a. pembuatan, pencarian, dan pemberian salinan surat atau 

berita acara; 

b. pendaftaran wasiat; 

c, penjualan dan penyelesaian budel; 

d. pengurusan harta kekayaan yang dalam pengelolaan Balai 

1 Iarta Peninggalan; dan 

e. penyelesaian Kepailitan. 

Menurut pasal 2 Keputusan Menteri ini ,setiap pemohon 
, 

rnernerlirkan pelayanan jasa hukum , wvajib rnembayar biaya playanan 

.jnsa hukum. Besarnya biaya pelayanan jasa hukum sebagaimana 

tlil~~itksud dialits uduluh scbagui bcrikut: 



1 .  Biaya yang berkaitan dengan pencarian, dan pemberian salinan 

surat atau berita acara yaitu: 

................ a. yembuatan salinan surat-surat sebesar Rp. 5.000,- 

..................... b. pencarian arsip surat-surat sebesar Rp.5.000,- 

...... c. pelnberian surat keterangan izin kawin sebesar Rp. 5.000,- 

............ d. pembuatan berita acara keharnilan sebesar Rp. 5.000,- 

2. Biaya yang berkaitan dengan pendaftaran a k a  wasiat yaitu: 

a. a k a  wasiat berhalaman 6 (enam) lembar sebesar .... .Rp. 10.000,- 

b. akta wasiat berhalaman lebih dari 6 (enam) lembar 

scbcsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 1 5.000, 

3. Biaya yang berkaitan dengan penjualan dan penyelesaian budel 

yailu: 

a. penjualan budcl : 

1 ) 5 % (lima perseratus) dari hasil penjualan barang tetap. 

2) 10 % (sepuluh perseratus) dari hasil penjualan \=rang 

bergerak. 

17. penyelesaian budel solvent: 

- 7 % (tujuh perseratus) dnri ju~nlnh seluruh karyn\\xn dan 3 O/o 

(tiga perseratus) dari jumlah utang ntns dalam ha1 Balai Hartn 

Peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya 

................................................. sebesar.. Rp 18.000,- 

- 3,75 ?4 (tiga koma tujuh puluh lima perseratus) dari jumah 

seluruh kekayaan dan 1,50 O/o (satu koma lima perseratus) 

dari jumlah uang atau dalam ha1 Balai I-Iarta Peninggalan 

selaku Wali Pengawas sekurdng-kuranbmya sebesar 

..................... ..: ................................,... Rp 18.000,- 

- 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya b.1) atau dalarn ha1 

Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana dan campur tangan 

Ralai Harta Peninggalan berakhir sebelum batas waktu 

........ perlyelcsaian sekurang-kurangnya sebesar.. Rp36.000,- 



- 50 % (lin~a puluh perseratus) dari biaya b.2) atau dalam ha1 

Balai Harta Peninggalan selaku Wakil Penga~vas sekurang- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kurangnya sebesar. Rp 18.000,- 

c. penyelesaian budel insolvent: 

1). 20 % (dua puluh perseratus) dari kekayaan ha1 Balai Harta 

Peninggalan selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar 

...................................................... .Rp. 360.000,- 

2). LO % (sepuluh perseratus) dari kekayaan non-utang atau 

dalam ha1 Balai Ilarta Peninggalan selaku pengawas 

sekurang-kuranpya sebesar.. .................. Rp. 360.000,- 

4. Biaya yang bersangkutan dengan pengurusan harta kekayaan yang 

dalam jxngelolaan Balai Harta Penirigb'iilan: 

a. 0,7 O/O (no1 koma tujuh perseratus) dari kekayaan diluar utang 

pertahun takwin atau dalarn ha1 Bsllai Harta Penir~ggalan 

selaku pelaksana sekurang-kurangnya sebesar Rp. 36.000,- 

b. 0,5 % (no1 kolna lirna perseratus) dari kekayaan diluar utang 

pertahun takwin atau dalam ha1 Balai Harta Peninggalan 

selaku Wali Pengawas sekurang-kurangnya sebesar Rp. 

18.000,- 

c. 1/12 (satu per dua belas) dari c. 1) atau dalam ha1 pengurusan 

oleh Balai Harta Peninggalan selaku pelaksana, selesai 

sebelum berakhimya tahun takwin sekurang-kurangnya 

sebesar Rp. 30.000,- 

d. 1/12 (satu per dua belas) dari c.2) atau dalam ha1 pengurusan 

oleh Balai Harta Peninggalan selaku Wali Pengawns, selesai , 
! 

sebelum berakhir tahun takwin sekurang-kurangnya sebesar 

Rp. 18.000,- 

5. Riaya yang berkaitan dengan penyelesaian kepailitan yaitu: 



a. 7,5 % (tujuh koma lima per seratus) dari nilai pailit diluar atau 

dalam ha1 kepailitan berakhir dengan perdalnaian sekurang- 

lcurangnya sebesar Rp. 180.000,- 

b. 15 % (lima belas per seratus) dari nilai budel pailit diluar atau dalam 

ha1 kepailitan berakhir diluar perdamaian sekurang-kurangnya 

sebesar Rp. 620.000,- 

Biaya Pelayanan jasa hukum tersebut kemudian dibayarkan 

kepada Bendaharawan Penerima atau melali~i rekening Menteri 

Kehakiman, sebelurn permohonan diajukan, selanjutnya 

bcrndaharawan wajib memberikan tanda bukti pembayaran .Tanda 

bukti pernbayaran atau bukti setoran dari Bank dilampirkan pada 

saat mengajukan permohonan (pasal3). 

Se~nua hasil penerimaan pungutan biaya pelayanan hukuln 

merupakan penerimaan negara. Oleh karena itu Bendaharawan 

Penerima wajib menyetorkan seinua h a i l  penerimaan pungutan 

biaya pelayai~an jasa hukuin dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. ke rekening Kas Negara sebesar 75 % (tujuh puluh lima 

perseratus); dan 

b. ke rekening Menteri Kehakiman sebesar 25 % (dua puluh lima 

perseratus). 

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, semua 

permohonan pelayanan jasa hukum yang telah diajukan dan sedang 

dalam proses ponyelesaian, aelaku ketontuern sabrrgairnerna dintur 

dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nornor 

YS/5/523 tanggal 26 Mei 1997 tentang Penyesuaian Biaya-biaya 

yang Dipu~lgut berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang 



kerlaku di Lingkungan Kantor Ualai Hal-ta Peninggalan Depa~teinen 

I<el~nkimau. 

Dan pada saat mulai berlakunya keputusa~~ ini yakni pada 

~anggal 28 Januari 1993 maka keputusan Mentcri Kcuangnn nolnor 

Y St51523 tanggal 26 Mei 1997 tentang Penyesuaian Biaya-biaya 

y ang Dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang 

berlaku di Lingkungan Departemen Kehakiman khususnya pasal 4 

lnengenai BI-TP tidak berlaku lagi . Dan pelaksanaan lebih 1an.jut atas 

keputusan lnenteri ini diatur dengan peraturan plaksanaan 

Sckre~ariat Jcndral Departemen Kehaki~nan (pasal 5-6 ) 

(1. P;initix Para Kreditur 

Ilndarlg-undarlg tidak ~newajibkatl diadakatlnya panitia kreditur, 

aka11 tetapi apabila kepentingan menghendaki (demi suksesllya pelaksa- 

liaall kepclilitan), maka Pengadilan Negeri dapat men~bentuk panitia 

tersebut (pasal 71 UUK, pasal i i ~ i  tidak 1-1- eng gala mi perubal~an). Jadi 

adanya panitia tersebut sifatnya hanya fakultatif. 

Panitia para kreditur itu dibedakan menjadi dua sifat yaitu: 

- Panitia Kreditur Sementara clan 

- Panitia Kreditur Tetap. 

Panitia Kreditur Sementara dibentuk atau diangkat oleh Pengadilan 

Ncgcri dcngdn putusan kepailitan atau dengan pcnclapan lainnya. Panilia 

ini cliainbil dari para kredilur ytlng ada dan Jikcnal, dcngan jumlah ttnggota 

I salill)t~i 3 orang. , yang bcrlugas urlluk ti~c~nbcri tlascllut dan 

~rlztlclarnpingi kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan hatta pailit dan 

i i 
~nelakukan peclcocokan kepada hakirn 

i 

. .. - -. 
/ 1 - - - - - - - - - - - - - - - - ~  

-- 



Orang yang diai~gkat sebagai anggotn panitia, dapat mewakilkan 

kspada orang lain untuk tne~~jalankan segala pekerjaan yang berkaitan 

dsngan keanggotaan tersebut (pasal 71 ayat 2 UUK). 

I'unitia kreditur scmenkra bcrtugas scla117a bcluin diadakan rapat 

verifikasi. Dan setelah rapat verifikasi atau pencocokan utang selesai 

dilakukan, hakim pengawas waj ib menawarkan kepada Para Kreditur 

Tetap. 

Berdasarkan rapat para kreditur, kreditur konkiiren dapat inerninta 

I~akim pengawas iintuk : 

1 .  mengganti panitia heditur smentara, pidbila dalam putusan pernyataan 

pailit \elah ditc~juk panitia krcditur scmnctara, atau 

' ~ ~ \ ~ ' l \ \ ~ ~ ~ ' . l l l t ~ ~  jX11iiliii kr~diltlr, il[li\\li\il ~I i l I i l l \ l  ~ ~ l l ~ t l ~ i \ I \  ~~Crll~illilill\ jXli \ i \  

I>elu~n diangkat panitia kreditur. 

Disamping tugas i~tamanya yaitu lllelllberikan nasehat kepada 

Icurator, Panitia Kreditur mempul~yai tugas yang laill yang diatur dalain 

Ilun~piran pasal 73,74, dau 75 UUK sebagai berikut: 

1 .  Meineriksa surat-surat atau buku-buku yang berhubungan dengan 

kepailitan, serta ~nerninta keterangan yang diperlukan. 

2. Meminta untuk diadakannya rapat kreditur bila dianggap perlu, 

3. Memberikan, bahkan wajib memberilcan nasehat pada kurator untk 

~nemberikan jawaaban terhadap gugatan; 

Nasehat yang diberikan oleh panitia kreditur tidak mengikat kurator, - 
npabila kurator tidak setuju pada pcndapal atau nasehat panitia 

.\ I\cr.dilur , rllaka yang bcrwcnar~g mclnuluskarl adalali liakirn j-wnpwas. 

Meliurut pasal 78 UUK, seiiiua putusan rapat kreditur ditetapkan 

herdasarkan suara setuju sebesar lebil~ dari '1'2 jumlah suara yang 



dikeluarkan oleh para kreditur dan atau kuasa para kreditur yang hadir 

pada rapat yarlg bersangkutan. 

liapat-rapat yang i~~urlgkin diadakan oleh Yara Kreditur adalah : 

I .  Rapat verifikasi atau pencocokan utang (pasal 104 UUK:), 

2. Rapat iintulk membicarakan perdamaian bila ini diajuhn oleh debitur 

pailit dan belum sempat dibicarakan dalam rapat verifikasi (pasal 137 

LIUK), 

3. Rapat-rapat luar biasa, antara lain : 

- Bila dikchcndaki olch hakim pcngawas karcna dipandang perlu 

untuk atau atas permohonan para kreditur; 

~ i s a l n ~ a ' ~ :  rapat krcditur yang ditetapkan oleh hakirn pcngawas 

untuk mengadkan pncocoan utang . rapal ini dilakukan apabila 

nilai harta pailit yang dapat dibayarkan kepada klreditur yarlg 

diistitnewakan dati kreditur konkurerr rnelebihi jurnlah tagihar~ 

terlladap harta pailit. Rapat kreditur tersenbut Inrus diadakan 

dalam jat~gka waktu paling lambat 14 hari terlutung sejak putusan 

penlyataan pailit mempunyai kekuatan huku111 yang tetnp. 

- Bila ada alasan yang kuata dari panitia kreditur, atau nlisalnya : 

rapat untuk inembicarakan dan mengambil keputusan rencana 

perdamaian. Dalam rapat telah diangkat suatu panitia tetap para 

kreditur yang anggotanya bukan berasala dari panitia kreditur 

semnetara, sedangkan jumlah terbanyak dari kreditur 

menghendaki dari panitia. yang tetap itu untuk memberikan 

nasehat tertulis mengenai rencana perdairnaian yang diustllkan . 
L 

Untuk itu harus diuiaktm raptit kreditur paling lambtit 3 rninggu 

kemudian terhitung dari rapat pertama ( pasal 137 UUK) 



- Bila dikehendaki oleh paling sedikit 5 orang kreditur yang 

mewakili 1.1 5 semua piutang yang telal~ diakui atau diterilt~a 

i i e ~ ~ g a ~ ~  bersyarat. 

-1. Rapat u ~ i t u k  ~iiela~~jutkan perusahaan pail it, bila tidal< ditawarkan akor 

atau perda~naian pada rapat verifikasi atau akor / perda~naian ditolak ( 

pasal I68 a UUK). 

5 ,  Rapat untuk ~nembicarakan pelnberesan harta pailit dan untuk 

~nencocokkan tagihan-tagihan yang terlambat masuk pasal 173 UUK). 

Tctttcrttg U'ewertattg Rnpat Parn Kreditur 

Wcwcnang Rapat para kreditur adalah sebagai beriki~t 

;I. Mc~n\~cr.ikarl usul pada ~xt~gadilan uclluk ~t~crt\bcrI\er~tikar alau 

~l)c~lgn~\gl\nt knrator; 

Putusall sapat kreditur irii aka11 dia~nbil apabila disetujui ole11 '/2 dari 

jiumlah kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat yang 

mewakili lebil~ dari '/I ju~nlah piutang kreditur konkuren atau 

kuasanya yang hadir dalau~l rapat tersebut (pasal 67 B sub 2 UUK).\ 

b. Men~berikan persetujuan pada kurator untuk ~~~elanjutkan usaha debitur 

yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit 

tersebut diajukan kasasi atau peninjauan ke~nbali (pasal 95 UUK). 

c .  Memberikan suara tentang perlu tidaknya penggantian panitia kreditur 

se~nentara dan perlu tidaknya pengangkatan panitia kreditur tetap 

(pasal 72 UW). 

d. Me~nberikan nasebat pada kurator untuk ~nenyerahlcan perbuatan 
... 

huku~n yany bersiht perdamaian dan persctujuan untuk 

~\~cr~yclcsaiakan bersa~na secara baik (passdl 100 UUK). 

c.  Mclnbcrikarl pcrsctujuarl uriluk ~ncngadakari rcrlcarla pcrdarnaian. 

RencarlarI perdarnaian baru diterima bila disetujui ole11 rapat kreditur 

yang dil~adiri le\>ili dari '/z jumlah kreditur konkuren yang I~aknya 



diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 

2i3 dari jullllall seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk 

sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir 

dalam rapat tersebut. 

I'. Men~berikan rekomendasi pada pengurus da la~n  menjalankan 

jabatannya mengurus penundaan kewajiban pelnbayaran iltang (pasal 

2 17 B UUK). 

D. Tentang Verifikasi atau mencocokkan tagihan-tagihan 

Vcri fikasi alau pcncocokan bcrdfli mcnguj i kebcnaran pi ulang 

k r u l i ~ u r  yang dimasukkan pada kuralor. 

Di dala~n lar~~pivat~ InJ Kzpailitan pasal 100 ayat 1 disebutkan bal~wa, 

l ~ i ~ ~ t a l i g  ini diajukan pada kurator dengan me~neperlihatkali surat-surat 

I i t u a ~  (rekening ) atau keterangatl te~tulis lainya yang 

1nenu11.iukkan sifat serta jumlah pitang yang bersangkutan, disertai bukti 

am1 salinan dau pertelaan yalig menyatakan apakal~ kreditur dalam ha1 

ini m e ~ ~ ~ p u n y a i  hak gadai, hak tangggungan, I~ak  atas hasil palienan atau 

l~ak  untuk menahan suatu barang 

Para kreditur yang bersangkutan berhak ~ne~n in t a  surat tanda terima 

penyerahan dari kurator. ICurator akan mmemeriksa kebenaran tagihan 

yang dilnasukkan oleh kreditur, karena itu krediti~r harus menyertakan 

\~ukti-bukti yang mendukung tagihan tersebut. Apabila tagihan-tagihan 

it11 hcrdnsarkan bukti yang udu dapat diletapk~n dengan pasti, mnka 

~wgihr~n tcrscbut dapat diakui (divcrifikasi). Karcna iIu krcditurnya 

clixcbu~ krcditur yatlg diakui. 



'I'agiha11-tagil~au yang di~llasukkan pada kurator, statusnya bisa : 

1 , tliiikui, artii~ya tagihail-tagihan tersebut diakui kebe~~arai~i~ya baik oleh 

kurator maupun kreditur atau para kreditur ( pasak 1 17 ayat l UUK). 

'' Piutang-piutang yang tidak dibantah dirnuat dala~rr berita acara yang 

lnenyangkut para kreditur yang diakui. Pada surat perintah 

pe~nbayaran atau surrat pembayaran atas tun-juk didbubuhi tanda 

pengakuannya oleh kurator". 

2. ni(ikui dengcrn syurcrt, artinya terhadap tagihan tersebut masih 

dipcrlukan syatat lambahan ( pasal 11 7 ayat 2, 121, 126 ayat 2 , 13 1 

aya l  2, 132 ayal 2 UUK ) 

3. I)ihcrn/uk, artinya tagihar~ tcrsebut tidak diakui kcbcr~arannya oleh 

kurator lnaupun kreditur atau para kreditur. ( pasal 1 18 UUK ) 

4 .  Dilakukarl ~~erlcocokarl utarlg secara pro rnelnori ( pasal 124 ayat 2 

IJIJK ), at-tinya tagillan tetsebut dati semula tidak dapat ditetapkan 

apalcal~ peucocokan uanti aka11 didapatkau suatu Ink. 

Mengenai pencocokan utang dilakukan inelalui rapat 

kreditur. Pencocokan utang diadakan apabila nilai harta pailit yang 

dapat dibayarkan kepada kreditur yang diistimewakan dan kreditur 

konkurcn ~nelebihi jumlah tagihan terhadap harta pailit ( pasal 104 

UUK ). 

DtiIum ha1 domikian maka waklu paling lumbrsl 14 hari scjak putusan 

hakim mcmpunyai kekuatan hukum yang [clap, hakim pcngawas 

dapat menetapkan : 

a. Batas akhir pcngajuan tagihan; 



I .  Hari, tangggal ,waktu, dan te~ilpat rapat kreditur u ~ ~ t u k  

mengadakau pencocokan utang. 

Untuk menentuknn waktu rapat tersebut, hnrus diperl~at ika~~ 

tenggang waktu yaitu 13 hari sejak pengajuan batas akhir pengajuan 

tagihan, rapat tersebut dipi~npin oleh hakin1 pengawas sertz dihadiri 

oleh kurator, para kreditur dan debitur pailit , ini diatur dalam pasal 

77 UUI< . 

Apabila kreditur mengajukan piiitang setelah batas akhir 

pcngajilan tagihan akan tetapi selambat-lambatnpa 2 hari sebcli~m 

rapat pcncocokan ulang piulang, maka alas pcnninlaan yang 

~nc~\ga.ji~karl, Ilari~s diadakan pcrlcocokan dcngan rapat tcrscbirl, 

i\salkul~ Liclak uda kcbcratur~ yang diajukan olcl\ kur.alor. Inaupurl salah 

seorang krcclitur yang hadir. 

Bila utang piutang diajukan setelah melewati waktu yang 

telah diteutukan tersebut tidak aka11 dicocokknn aka11 tetapi kreditur 

yang karet~a telnpat t inggal~~ya jaull berl~alangan untuk melaporkal~ 

ha1 ini aka11 dikecualikan dari ketentuan ini. Artinya, walaupun 

pengajuan piutangnya terlalnbat tagillan tersebut akan 

diperti~nbangkan. Hakin1 pengawas yang akan inenga~nbil keputusan 

setelah mendengar pendapat rapat. 

Menunit pasal 107 UUK, Kurator akan mencocokan 

lagihan-tagihan yang aknn dimasukkan oleh kreditur dan k e t e ~ n g a n  

clcbi\ur pr\ili\, Ap~bi ln  ndn kobornlnn \orh~ct#p pit~lnng ynng clit!jr~k~n, 
\ 

Lurdtor bcr.unding dcngan krcditur dar~  kurntot akan ir\cmir\la pdda 

krcditur agar mcngajukar) surat-surat yang bcluln dimasukka~) dan 

~ne~npe~~lihatkan catatan dan bukti yang asli. 



Sela~ljutnya Kilrator harus I I I S I I I ~ S U ~ ~ ~ I ~  utaug piutang yaug 

t z l a l~  disetiljui dala111 suatu daRar pengakuali sei~ientara, sedai~gkan 

ntong-piutang yang 111asil1 dibailtall dimasukkan dalam dnt'tar 

lersendiri deugan menyzbutkan alasan pen~batahanya. ( pasal 108 

UUlC j. 

Dan dalaln daftar tersebut harus dibubuhkan catatan pada 

setiap piutang apakah menilrut pendapat kurator, piutang-pintang 

yang bersangkutan diiste~newakan atau dijamin dengstn hak 

tk\nggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainya atau 

iipakah hak retcnsi lagihan yang bersangkulan dapat dilaksanakan. 

Apabila kurator hanya melnbantah adanya hak untuk didahulukan 

alau hak relensi p d a  suatu piukng, piulang tersebu~ harus 

ciitnasukkan dalain daftar piutatrg yang urltuk semcntara diakui, 

berik-ut catatarl kulaator terltar~g bantahanya selta alasarirlya (,pasal 109 

rrv K). 

Daftar piutatlg yarg dibuat olch kurator I~arus diurnululca~~ selarlia 7 

Iiari me~~jelang hari pencocoka~l utang-piutaug agar bisa diketakui 

ole11 umunl (pasal 1 10 UUK). 

Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan 

pernyataan pailit ditetapakan tidak dapat dilakukan pencocokan 

utang kecuali dan hanya sepanjang di-ja~nin dengan hak tanggungan, 

gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnga. Bunga atas ut.ang 

tersebut hams dilakukan pencocokan utang secara pro memori, 

r~rtinyu tayihan tcrscbut dnri scmula bclum Jnpstl dile~apkan wpnknh 
*'I 

clala~~l ~xncocokin  aka11 diakui sebagii hak bigit1 atau tidak. Apktbila 

bi~nga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil pcnjualan 

baratlg yarlg rnctljadi agunarl, kreditur yang bet-sangkutan tidak dapat 

nielaksanakat~ haknya yang tim\>ul dari ~ x n c o c o k ~ t a t ~ g .  
I 

! - 
---------------- 

- - - - - - -  

i 



Para kreditur yany piutangnya Jijailli~l dellgall hak 

ta~~ggungan, gadai atau llak aLxnau atas kebendaan laitlnya ataupun 

yaug ~l-rempunyai I~ak yang diisti~newakan atas suatu barang dalaln 

l~nrta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutangnya 

tersebut din~ungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan 

barang yang ~nenjadi agunan, dapat minta agar kepada lnereka 

diberikan hak-hak yang di~niliki kreditur konkuren atas bagian 

tersebut, tanpa ~nengurangi hak untuk didahuluka atas barang yang 

men-jadi agunan atas piutangnya (termasuk dalam hak yang dimiliki 

kreditur konkurcn adalah hak suara). 

Dcbi\ur paili\ harus incnghacliri rapat pcncucvkan utang 

j~iulatlg u g i r  (lapal lncmbcrikan sclnua ke\crarlgan lctitang scl~ab- 

scbab kcpailitan Jar1 kcadaan harta paili~r\ya gang dimillla olcll 

I~akirn pengawas. Para kredi tur I~oleh ~nengajuliar~ pctarlyaar~ kepada 

hakiln pengawas terltalig keterangan yalig diperlukan dari debitur 

pail i t. Pertanyaau yang ditujukan kepada debitur pail it dan 

jawakannya dicatat dalam berita acara (pasal 1 12 UIJK). 

Pada tal~ap verifikasi ilu misalnyn bila terjadi adanya 

ketidak sepakatan utang antara debitur dan kreditur dapat 

dicocokkan dala~n tal~ap verifikasi atau rapat pencocokan piutang 

sesudah debitur dinyatakan pailit, yang juga diinungkinkan adanya 

prosedur renvooi 17. 

Sebagni cor~toh d.alam Perkara Kepilitan: Jeff Mustofa 

htrnajat8, bahwa pada tingkat Kasasi permohonan kasasinya ih~olrrk 

r~lerrq~ukari /~embukt ian yurg rrrusih dupat C / ~ C , ( . I C ~  lkkan dii/urrt /uhup 

Re~ivooi (verberering in d e  kantlijn van een acte) pembetulan, kamus hukum len_ekap,Pustaka 
Tirita Mas hal. 369. 



Goloitgcrit Kertlitur hlnir t  Rnpnt C'erifiknsi 

Apabila debitur tidak hadir pada rapat tersebut sekalipun 

(elall diparlggil Jengat~ patut, rnaka rapat pcncocokar~ aki r~  tec=tap 

clilnngsungkati ttlr~pa kchadiran dcbitirr pailit. 

l h l u ~ l l  rapat lcrvcbul juga akan dilcrllukarl golor~garl kr.cdiluc darl 

slalus la~ihannya. 

(;alar~gar~ kreditur tersd~ut adalah : 

1 .  (~olotzgu)~ Klzrrsrts, yaitu kreditur yang rnempunyai hak 

tatlggunga~~, gadai atau llak agunan atas kebzndaan lainnys yang 

dapat ~i~e~igeksekusi I~aknya seolah-olali tidak terjndi kepailitan 

(pasal 56 WK); remegang hak sebagaimana dia~nksud dalam 

pasal 56 ayat 1 yang ~nelaksanakan haknya tersebut , wajib 

~netnberikan pertanggungjawaban kepada kurator tentang hasil 

penjualan barang yang menjadi agunan clan menyerahkannya 

kepada kur-ator sisarlya setelah dikurarlgi jurrrlah ukrlg , burl gar^ 

dan biaya. 

rlicrnpunyai kedudukan islimcwa arlinya golongan krediiur yang 

~~letnpunyai hak urltuk pelunasan terlehih dallulu atas lia5il 



peujualan hal-ta pailit (pasal 1133, 1134, 1139, 1149 KUH 

Perdata ); 

3. ( ; O I O I Z W I ~  Ko/tku/+e/t, ptau kreditur konkuren yaitu kreditur - 
kerditur yang tidak tennasuk golongan khusus atau golongan 

istimewa. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan 

dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah 

dialnbil bagian golongan khusus dan golongan istimenla, sisa 

penujalan harta pailit i t i t  dibagi menurut imbangan besar 

kecilriya piill-ang para kreditur konkurerl ilu (gasal 1132 KUI-I 

Pcrdata). 

Mengenai status tagiliannya adalali: 

I .  Tagiltan yang tidak dibantah ole11 kurator rnaupun oleh kreditur 

dan ini n~enjadi tagihau yang diakui; 

3,. 'Tagihan Fang tidak dibatital~ ole11 kuratos maupun ole11 kreditur 

tetapi diperlukan bukti ta~nbahau dan ini me~~jadi  trrgihan yang 

diakui det~gan syarat. 

3. Tagihan yang dibantah oleh kurator nlaupnn kreditur; 

-4 .  Tagihan yang diakui secara pro men~ori. 

Menurut pasal 1 17 ayat I UUK, piittang-piulang yans, lidak 

clil)artlah, Jirr~uut clulartr J a n u  piutang yalig cli~kui Jar1 d a h r  ini : 
\ 

di~riasukkarl ddarn berila acar-a rapat yang dilarda lar~sarli olch llakirt~ 

pcngawas Jan penitera. Pengakuan-pengakuan piutang dalam 

1;epailitan yarlg dir~iuat dalarrl berita acar ray~at tlietiipunyai kekuatan 

llulinl yany pasti , at-tinya pengakua~l tersebut ~ilcligikat para kreditur 



dalam kepailitan dan kurator tetapi tidak mengikat pihak ketiga. Ini 

bcrarti kseditus yarlg piutalrgtlya telal~ diakui ~ ~ ~ z r n p u ~ ~ y a i  hak ulltuk 

menuntut I~arta pailit I-lamuu apabila piutang tersebut dialikkan pada 

pil~ak ketiga, pihak kztiga tersebut tidak nrempunyai I~ak terhadap 

11arta pailit. 

Apabila didalarn rapat pencocokan piutang add bankhan 

krhadap piutang, makn hakim pengawas akan menda~naikan 

par.api\\ak, Jar1 bila lidak dapat diclarnaikarl rl~aka l~akirr~ pcr~pwas  

aka11 I I I G I . I I C I ~ I I \ ~ ~ I ~ ~ I ~  pdia Yi\~ak ur~\uk ~r~crlyclcsaikar~  nasala ah 

~ c ~ ~ s c l ~ u l  LC l x ~ ~ g ~ d i l a r ~ ,  Sidartg pcr~gddi\ar~ tcrxcl~ut diIahuha11 sccar.a 

sum i I.. 

hlenurut pasal 120 ayat 1 U U K ,  apabila kreditur yang 

pi utangnya dibantali tidak hadi r dalani sidang, pat~i tera aka11 segera 

~nemberitallukatl dengar1 surat dinas tercatat tzr~tatlg \)ataha11 piutang 

tersebut. Aka11 tetapi yangbersangkutan tidak bole11 mengajukan 

pzrkara tentang tidak adanys pemberitahuan tert~~aksud (ayat 2) 

,artinya kreditur tidak bole11 mengajukin perlawanan denngan alasan 

tidak ada pe~nberitahuan tentang bantahan piutang tersebut. 

S~lan~jutnya dala~n pasal 1 1  8 ayat 4 UUIC, hakim dapat inemutuskan: 

a. Bila kreditur yang meminta pencocokan piutang tidak hadir dalam 

sidang ydng ditentiikan, maka dianggdp pcnnuhonannya telah 

di tarik keinbali, 

\ r .  13iln ynny t l lu r ly~ j i~k~~i  btttr!nl~itn tu~~llt~clt~p j~iirtcrr~y tirlitk lrtrrlic' rltrlii~rl , 
'\ 

sidarlg, lnaka cli~nggaptclah mcnarik I\cll\bi\li baniaharlllya clan 

1liLki111 rrle~lgtkui piutar~g yar~g ber-sat~gkular~. 



Surat-surat piutang yang masih membutulikhn sun~pali kerditur 

yal~gbersangkutai~ yang I~arus dilakukan dihadapan haikm pengawas 

akan diterima dengan syarat salnpai ada keputusan tetap tenhng 

sumpah tersebut (pasal 117 ayat 2 UUK).Jadi apakah piutang tersebut 

akan diakui atau tidak tergantung dari dipenuhi atau tidaknya syarat 

tersebut. 

Dalam pasal 121 UUK disebutkan bahwii piutang yang 

clibaniah oleh hakim pengawasd bolch diakui secara bersdyarat 

tlcngan Jilctapkan scjurrllah uang urltuk I .  Bila llak unluk 

didahulukali dibantah lnaka hak itu bole11 diakui olch hakim pctlgawas 

sccara I~crsyaral. 

Metlgellai suatu piutatlg yang dalaln jierja~~jiarl ditentukan 

dengan .v.y:yat8cr/ hir~ul, dalnm pet~cocokan harus diperkitungkan untuk 

ju~i~lah keseluruliantiya, tanpa perlu lnernpe~.liatikal~ syarat batalnya itu 

bila ini terjadi. Maka dalam l~al  ini apabila peristiwa yang dimaksud 

dalatn perjal~jiali terjadi, kreditur wajib mengembal ikali apa yang telah 

diterilnanya (pasal 125 UUK'). 

Suatu piutang yang dalatn per-jan.jian ditentukan dengan 

.~ycri.c/l /a11,:~uli, dnlam pencocokannya diperhiti~ngkan se.jumlah harga 

pada saal perrryatarl pailit. itu diputuskat~. Apabila pard kurator dan 

para kreditur tidak memperoleh kesepakatan dalam.. card 

penuocokannytr, makti piutting tersebut d ~ p ~ l  d i~ku i  deng~n  syarat - 
u nluk j utnlsll~ selurulu~ya. (~~as.dl 126 U W ) .  

Tentang perjanjian dengan syarat waktu , diatur dalaln 

pasal 127 ~~ sebagai bztikut : 



:I. Suatu piutang yang saat penagihannya masih belum dapat 

dilc~~tul;~lri ; I ~ U  ~ L I I I ~  I I I C I I I I I C C ~ I ~ ~ I I  t l i~l i  U I I ~ U I ~  d i~~r i ssu~.  sccara 

berkala, dalilm pe~icocoknn di kitung j unilali hargctnya pnda liari 

~~ernq'atclan pnilit itu diputuska~i. 

h. Semiia piutang yang penagihannya dalam waktu satui tahun 

ierhitung sejak kepailitan, dala~n pencocokannya dihitung sekan- 

aka11 piutang tersebut dapat diatgih pada saat itu pula. 

Seinua pitang yang dapat ditagih setelah lzbih dari 1 (satu) tahun 

kemudian, harus dicocokkan untitk harganya setelah lewatnga stu 

tahun scmenjak mulainya kepailitan. 

Scla~ljiilnya clalam pasal 129 UUK mcnyaiakan b a h \ ~ a  : 

i t .  P iu~i i~ ls  yarlg tlilaii~ya lidali dilclal.lkari ( liclah l~asli), ~ i d i ~ h  dal~al 

cIi~iy~\uhari cli~larn il;lrlg I~~Jollcsia al~111 sallril sukali tidak dapul 

clir\ytakar~ dalari~ uartg, dalarli ~,er~cocokall~~ya dil)ec.Ilitutlgkar~ 

I I I C I \ L I I . U ~  taksiran I\t~rgrr daln~n uatig Intlc~~wsi:~. 

I) .  I-'zr~etapa~~ ililai piutar~g lie dalart~ nlatn uarlg rupiah szbagailnanana 

ciinmlisucl dnlam nyat I ,  dilasliukan pada tanggal putusan 

pernyataan poilit di tztapkan. 

l<el~~udian dalam pasal 13 1 UUIC disebutkan: 

:I. lcreditur yans piutangnya dija~nin oleh seorang penanggung dapat 

b. 111enga.iukan diri untuk pilltang itu, dikurangi jumlah yalig telah 

diteri~nanya dari penanggung yang bersangkutan. 

Penanggung berhak atas peinbayaran e~nbali uang ran2 telah 

ctibayarkan kepada seorang kreditur. Selairl ilu penangyunz berhak 

t \ \ n b  piuinny s c l ~ ~ r l y ~ k  jumleh yang Iclal~ clibnynrknn kcpnda krcdiiur, 

x b i ~ g i ~ i  piulang yallg bctsyar'at, sclacr~a ht.cclil111. jarlg bcr.sar~gkular~ 

tirlak lncngajukan tcntarlg itu. 



1 . a.  Dalaill ha1 ter-iadi Icepailitan siapakah yang berwenang untulc mengurusi 

hal-ta pailit, ailda sebutlcan!. 

b. Jelaskan sejauhmana tugas hakim pengawas terhadap pengurusan harta 

pailit. 

2. 3. Untuk men.jadi seorang kurator haruslah memenuhi syarat dan tata cara 

tertentu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kepailitan 

maupun Peraturan Menteri Kehakiman RI. Anda jelaskan !. 

b. Apa sqjakah yang harus diperhatikan seorang kurator dalain 

~ncnjalankan tugas pcrigurusari dan pcrnber.esari liarla pailit?. 

c .  Bolchkah ki~rator diganti, dalam ha1 bagaimanti , anda jelaskan disertai 

clasar hukumnya!. 

3. Salall satu lugas RHP adalah lnetlgurusi llarta pailit dalarn ha1 Lcrjadi 

kepailitan. 

a. Ragaitnanakali tugas-tugas BHP dalalli Inengurus hatta pailit tnenurut 

1IIJK No 4 tahun 1998? 

b. Auda bandiugltan tugas-tugas tersebut den gal^ ketclltuan yang lallla 

(sebelum UUK). 

4. Untuk pengurusan harta pailit maka ada i~i~balan jasa ntau biaya pelayanan 

jasa hukuru (BHP) yang harus dibayarkan yang besarnya telah ditetapkan 

berdasarkan Icepmenkeh RT No.09.HT.05.10 1 1998. 

a. I larus dibayarkan kepda siapakah irnbalan jasa tersebut?. 

b. Pelayanan jasa hi~kuin apakah yang diberikan 131-IP dala~n pengurusan 

harta pailit? . 
5. a .  Ada berupa Inacam purlilia para kredilur dar~  bagair~~:~r!;i s i h l  

kcbcrtidannnya?. 

b. Rapal-rapat apukah yang rnur~gkir~ dapat dilakukan old1 paw k~.cdilur., 

anda jelaskan diserlai dasar hukumnya! . 
0. Arlda sehutkan clan jelaskari diseltai dasar Iluk-utl111ya tentang \ve\verlarig 

rapat para kreditur tersebut!. 



7 .  Apa yang anda ketahui tentang verifikasi anda jelaskan, dan kapan 

vsrifikasi dilakukan '?. 



.Aliur ntnu l'ertlamaian 

Perdamaian dalam kepailitan adalah perjanjian antara debitur pailit 

dengan para kreditur dimana debitur menawarkan pembayaran sebagian dari 

iltangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakuakan pembayaran tersebut, 

dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. 

I<cpaili\an yang bcrakhir rnclalui akur disebut juga berakhir tanpa perantaraan 

I l i ~ k  ill1 (pcngirdiltin); 

A h u r  iii/.ii.r~nya bcrisi kernungkinan seperti di batlah ~ r l i  : 

1 .  Sipnilit ~ne~~awarkan  kepada kreditur-krediturnya u~ltuk membayar sesuatu 

Iweserlrase Jali sisa dianggap lunas. 

2. Sipai l it menyedinkan budelnya bagi para kreditur dengan mengangkat 

scorang pemberes untuk menjual budel itu dan hasilnya dibagi antara para 

lireditur ~nenurut keseinibangan jui~~lal i  hutang, de~igan atau tanpa 

pembebasau untuk sisanya. Akur sen~aca~n  ini disebut akur likwidasi 

(.I iquidatieacc,oord) 

3. Debitur rninta penundaan pembayaran dan minta diperbolehkan 

inengangsilr hutangnya. Ini tidak lazim terjadi. 

3. Debitur lnenawarkan pembayaran tunai 100% ini jarang terjadi. 

Msclurut pasal 134 UUK;' debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu 

~xrclall\aia~\ kepaila selnua kreditur secara bersalna. Apabila penawaratl itu 



ditel-ima cia11 telah disallkan ole11 l~akiil~ pengawas, maka kepailitan aka11 

beralillir. 

I'erdamaiau dala111 kepailitan ini  akan mengikat semua kreditur 

terniasuk kreditur yang tidak ~liemberikan siiara bahkan kreditur yang tidak 

menyetuj uinya. ICarena i tu menurut pasal 14 1 UUIC, rencana perda~naian 

diterima, apabula disetuiui dalam rapat kreditur oleh lebih dari '/2 jumlah 

kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang 

i~ntitk sernentara diaki~i yang mewakili paling sedikit 2i3 dari jumlah seluruh 

piutung konkuren yang diakui atau yang untuk se~nentara diakui dari kreditur 

kurlkur.cn ; I ~ ; I U  kuasanya yang hadir dalarn rapat tcrscbu~. 

Sclan.julnya ~ ~ a s a l  142 UUK rlicnyebutkar\ bahwa, apabila lebih 

dari l . 4  julnlah krcdilur yang hadir dalam rapat krcdititr darl lnewakili paling 

scld~kit '/'2 clari jullllall piutallg para kreditur yang ~ ~ ~ e ~ n p u ~ i y a i  llak suara, 

~nenyetujui untuk ~nenerima rencana perdamaian, maka dala~n jslrlgka waktu 

paling lama 8 l~ari terhitung sejak pemungutan suara pertama diadakan, 

ciiselenggarakan pernungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan. 

I'ado pemungutan suara kedua, para kreditur tidak terikat pada suara yang 

dikeluarkannya pada pelnungutan suara pertanla. 

Uila perda~naian diterima, pengadilan akan mernutuskan 

pengesahan perdamaian tersebut dan sidang akan diadakan paling cepat 8 hari 

;ltau sclambat-lambatnya 14 hari setelah persetu-juan perda~naian tercapai 

(,pasal I46 UUK). 

1 .  Isi pcrda~naian 

2. Nu.tna para keditur yang berhak lnelnberikan suara tentang kehadirannya 

dalaln rapat 
C 3. Suaca yang di\~erikan oleh ~nasing-tnasi tlg 



4. Masil pernungutan suara dan lain-laill yang dibicarakan dalam mpat. 

Berita acara rapat ditandatangani oleh hakim pengawas dan penitera. 

Walaupun telah ada perdarnaian, para kreditur tetap mempuuyai hak-hak 

mereka terhadap para penanggung dan semua kawan-kawan debiturnya 

(pasal 155 : 1) Hak-hak yang boleh dilakukan terhadap benda pihak ketiga 

tetap dimiliki, seolah-olah tidak ada suatu perdamaian (pasal 155:2). 

Teitfnitg Penolnknrr Perrgesairn~t Perdnnzninrt 

Apdbila perdamaian ditolak, maka akan diberikan ketetapan oleh hakim 

disertai dengan alasan-alasannya. 

Mcnurut kctcrltuan pasal 149 ayal 2 W K ,  Pcngadilan llarus ~ncnolak 

pcngqsohan pcrdamaian apabila : 

I .  KcLnynnn llartn pailit. terlnnsuk di dalnlnrly:~ scgnln bnrarls ynng 

terhadapnya berlaku hak menahan barang (hak retensi), ~nelebilli julnlall 

yang dijanjikan dala~n perdarnaian. 

2. Perdamaiat~ terseabut tidak terjan~in penuh; 

3. Perdalllaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak 

wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan 

cara lain yang tidak jujur dengan tidak memperdulikan apakah dalam ha1 

ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya. 

Bila pengesahan perdamaian ditolak oleh hakim, dalam waku 8 hari 

setelah penetapan, para kreditur yang mendukung pengesahan perdamaian 

maupun debitur itu sendiri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 

mengcnai pcr~clapan ilu (pasal 150 UUK). Sebal iknya bila pengcsahan 

pcrdamaian dikuhlrlkan olch hakim, para kreditur yang mcnolah perdamaian 

atau yang lidah: l~adir dalaln pclrlungukll suara dal~at rncngajukal~ kasasi 

clalon~ \vaktu S llari setelall penetapan. 



!'am kreditur yang piutangnya dijamin dengan Iiak tanggungan, gadai 

atau llak istimewa berada di luar perdamaian. Mereka tidak berhak 

me~~ge l~~arkan  suara da~ i  perdamaian tersebut jugs tidak mengikat 111ereka 

!lihat pnsnl 139, 152 UUK). 

Dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 128, apabila terdapat 

bantahan terhadap hak para kreditur pemegang hak tanggngan, gadai 

ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pernegang hak agunan atas 

panenan dan kreditur yang diistimewakan, termasilk para kreditur yang 

Ilakt~ya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh rnengeluarkan suara 

bcrkcnaan dcngan rcncana pcrdamaian, kccuali apabila lncreka telah 

~llclcpuskan haknya unluk didahulukan de~ni kepentingan harta pailit sebelum 

cliaclakat) pcmungutan suara tcntang rcncana pcrdalnaiar) lcrscbut. 

Menut-ut ~ ~ a s a l  152 IJIIK, perdalnaian yaug telah disahkal~ bet-laku 

hagi setnua kreditur yang tidak lnel~~pu~iyai Iiak untuk didahulukall talipa 

kecuali, d e ~ ~ g a n  tidak memperdulikan apakatl mereka mengajukatl diri atau 

tidak cialam kepailitan terseabut. 

I i la debi tur pail it menyompai kau rencana perda~naian dalam wak-tu 

selambat-la~nbatnya 8 hari sebelum diadakannya rapat pencocokan utang 

piutang, dan telah diurnumkan oleh pengadilan, rnaka rencana tersebut setalah 

rapat pencocokan utang piutang harus dibicarakan dan diputuskan, kecuali : 

a. Bila dalam rapat yang sedang diselenggarakan it11 diangkat suatil panitia 

tetap para kreditur yang anggotanya bukan berasal dari panitia sementara, 

scdangkan jumlah terbanyak dari para kreditur mcnghendaki dari panitia 

yang [clap itu sualu nasehat lerlulis mengenai rencana perdamaian yang 
, 

diusulkan; 



b. U i l n  I-sncana perdamaian tidak diumumkan di tempat tertentu ole11 panitera 

maupun Icurator dalam kvaktu yang ditentukan dan sebagian besar kreditur 

yang 11adir 111eng11endaki rapat tersebut ditunda. 

Dala117 hal-ha1 tersebut, rapat untuk me~nbicarakan dan mengalnbil keputusan 

rencana perda~naian harus ditunda sampai rapat berikutnya, yang harus 

ditentitkan palins lambat 3 minggu kemudian oleh hakim pengawas. 

Menurut pasal 168 UUK, apabila rencana perda~naian dilakukan pada 

rapat pencocokan pilltang &an ditolak, maka harta pailit demi hukum berada 

dalam kcadaan tidak mampu membayar. Dan apabila pcrdamaian alau 

pcngcsahan pcrclamaian ditolak, Inaka dcbitur pailit ter.scbut ~ idak  boleh 

~ncrln~\~nrkal\ lagi pcrda~naian baru (pasal 153 UUK). 

Apdhila l)c:r~ge.~ullurr j~er+dulnt.riurt (elull ~tre~~lj)c:l'til~:'II keki(u/utr j,crs/i, 

kt>j:.l,uili/irr~ herukkir (pasal 156 UUK). Karena itu kuratol- wajib ~~ielakukatl 

perhi tullgan dan pertanggungjawaba~ kepada debitur pailit di l~adapan 

Iiakim pengawas. Bila dala111 perdamaian tidak ditetapkan lain, kurator harus 

mzngzn~balikan semua barang, uang, buku dan surat yang tennasuk I~arta 

pailit kepada debitur pailit. 

Menurut pasal 160 UUK, perda~naian yang telah disahkan dapat 

dituntut pembatalannya oleh setiap kreditur dengan alasan debitur lalai 

~ i ~ c ~ n c n u h i  isi pcrdamaian . Dan dalam ayat 2 mcngatakan apabila ada 

permohonan pelnbatalan perdamaian, maka debitur pailit yang harus 

~nembuktikan bahwa ia telah memenuhi isi perdainaian itu. Sealanjutnya 

clalain ayH\ 3, H ~ k i m  karena jabatannya berwcniing.pcnuh untuk membcriktln 

I\clcluusu~~r~ kcl.)ada dcbitur pailit unluk rnctncr~uhi kcwajiban i ~ u  sampai 

wakr 11 sclatnbat-lambatnya dalam satu bulan . 



Apnbila perdamaian dibatalkan, ri~aka kepailitan dibuka kembali sel~erti 

szmula. Akibatnya, semua perbuatan yang dilakukan oleh debitur dala~n 

waktu antara pengesahan perdalnaian dan pembukaan kembali kepailitan, 

aka11 mengikat l~arta pailit (bmdingkan pasal 41 dan 164 UUK). 

Sela~ijutannya setelah kepailitan dibuka ke~nbali, maka tidak dapat 

ditawarkan perdalnaian atau akor untuk kedua kalinya (pasal 165 UUK).  

Insol~rensi atau Pemberesan IIarta Pailit 

lnsolvensi terjadi bilamana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan 

akur i pcrdamaian atau akur dipecahkan karena tidak dipenuhi sebagaimana 

yang rclah disetujui. 

Mclrurui pasal 168 UUK, bila dalam rapat pcncocoka~~ uking piulang tidak 

J i t o w n r k n n  lxrclalnaiatl atau bila perdamaian yang ditawarkan telal) ditolak 

atau pe~\gesal)an perdatnaian (l~o~nologatie accord) telah ditolak dellgat) pasti 

maka demi 1iuku111, harta pailit berada d a l m  keadaan tak lnalnpu membayar 

( i~isolvensi). 

Menurut pasal 1.68 a ayat I , bila dalaln rapat pencocokan utang 

piutang tidak ditawarkan perda~naian, atau bila perdamaian yang ditawarkan 

telah ditolak, maka kurator atau seorang kreditur yang hadir dalam rapat 

tersebut dapat mengusulkan agar perusahaan debitur pailit dilanjutkan. Atas 

permintaan kurator dan seorang kreditur yang hadir dalam rapat tersebut, 

hakim pengawas boleh menunda pemeriksaan usulan tersebut sampai pada 

rapat yang ditentukan dalam jangka w a h ~  selambat-lambatnya 14 hari 

kcmudian. Usulan tcrsebut harus diterirna bila j umlah krcditur yang mcwakil i 

Icbih dari Y2 dari scmua piu~ang yang diakui dan yang dilcrirna dcngan 

I>crsyi\rilt dan yang tidak dijalnin dengan link k~nggungan alau gadai, 

~i~etlyokong usulan tersebut. 



Bila dalam waktu 8 hari setelah pengesahan perdamaian secara 

pasti telall ditolak, kurator atau seorang kreditur yang hadir dapat 

msngusulkan kepada hakill1 pengawas untuk ~~~elanju tkan  perusahaan debitur 

pailit. Untuli itu hakiln pengawas harus mengadakan rapat untuk 

lnerundingkan usill tersebut dan lnenga~nbil keputusan. 

Pelnanggilan terhadap kreditur oleh kurator harus dilakukan 

ininilnal 10 hari sebelum rapat diadakan. Atas permohonan seorang kreditur 

:\tau kurator, hakim pengawas dapat mernerinttahkan agar kelanjutan 

peri~sahaan dihentikan. Dalain ha1 ini kurator harus ~nemulai pemberesan 

dari 11icrijua1 scltiua harta pailit [allpa pcrlu rnc~tipcr.olch pcssc[ujuar~ atau 

barituari dcbitur apibila : 

a .  [Jsul urwk ltlcrlgurus perusahaan debitur lidak diajukan dalaln jarlgka 

ivaktu sebagailnana dialur dalam undang-undang irii atau usirl tcrscbut 

telali diajukan tetapi ditolak atau; 

b. Pzllgurusan tcrlladap perusallaarl debitur dilientilian. 

I'asal 170 ayat 2 lJlJK mengatur tsllta~lg pemberian perabot rumah tangga 

yang ditu-iuk oleh hakim pengawas untuk keperluan debitur pailit. 

Semua barang harus dijual dihadapan ulnuln atau secara dibawah tangan 

asal ada ijin hakiln pengawas. 

Menurut pasal 70 UUK, ha1 itu tidak me1npengaruh.i keabsahan 

,ji1~1 bcl i  yang hanya diportunygung jawabktln kopada debitur pnilil clnn para 

krccli~ur. Kcrnudian clalarn pasal. 1.74 UUK, pada se~iap  wak~u,  bila menurut 

hakiln pcngawas tersedia cukup uang tunai, maka ia rnemerintatlkan suatu 

~ ~ e ~ ~ l l , a g i a n  kepada para krcditur yarlg piutangr~ya telal~ ~~lcndapatkan 



pc~~ct.)colii\n. I-la1 ini  hcrani sctelah kcpailitan scl~'sili,debiti~r pi l i t  dapat 

dimgill kslnbali apabila ia ulempunyai uang yang cukup. 

Knrator selalu \\iqiib niembuat suatu daftar penibayaran nntuk disahkan oleh 

11aki111 pengawas. 

Daftar tersebut berisi : 

a. Pertelaan tentang penerilnaan dan pengeluaran (di dalamnya terrnasuk 

upah kurator); 

b. Narna para kreditur; 

c.. Ju~iilah pencocokan tiap piutang; 

I Pclnbagiar~ yarrg h ~ ~ r u s  ditcri~na olch scliap piulang tcrscbul. 

Dt~liar pc~nbagiatl yarlg lclah disctujui olcli llakirn pcngawas 

~.litc~l~l)atka~r cli kcl,a~ritcll.aa~l scdal~g sali~ralr~lya discralrkarl pads kuc.a[or. 

1'ill.a Al.sditur bolell melillat di~fiar tersebut selalna dalal~i waktn daRnr 

tc~.sel~ut dita~lcla ta~lgat~i ulrtuk perlgeallarlnya. Selalna tenggarlg waktu 

tersebut, setiap kreditur bole11 mengajukan perlawanan kepada panitera 

rcrhadap daftar pembagian tersebut deugan cara tnemasukkan surat 

ksbctratru~ disel-tai alasannya. 

Seorang kreditur yang piutangnya tidak dicocokkan, juga seorang 

kreditur yang piutangnya dicocokkan untuk jurnlah yang terlalu rendah 

~iienurut laporannya sendiri, boleh menga.jukan perlawanan selambat- 

Ia~iibatnya 2 hari sebelum pe~neriksaan perlawanan selan.jutanya dala~n 

I'iutatlg atau bagian piu~ang yang ~iclak dicocokkar~ tadi 

tl;\si~nlp;liki\n kcpadw kurwlur, sa\u salinannya clilampirkan pada sura~ 

hcI>cr.uru~r darr clalalrl sural kcbc~.ata~l ir i i  diajukari pula ~)cr.~nohorlari urrluk 

~lle~lcocokka~\ piutang tersebut. Terlladap ketetapa~l 

kul.ator etau setiap kndi  tur dapat l~~etlgajukan kasasi 



setelah kstetapnn tersebut diambil. Malikamah Agu~ig dapat memanggil 

liurntor atau }ma  kreditur untuk didengar. 

Me~ii~rut  ketentuan pasnl 182 ayat 4 U U K ,  kare~ia le\vat~iya 

IcliGgnng \vaktu yang tersebut dala~ii pasal 178 UUl<, atau apabila telah 

ilima,jukan pzrla\vanan dan perlawanan tersebut telah nie~nperoleh keki~ntan 

I I L I I ~ L I I I ~  ?an$ pasti, Inaka daftar pe~nbagian tersebut mengikat demi hukum . 

Selan.jutny a kurator wa-j ib segera melaksanakan pembayaran yang telah 

cli~ctapkan, keGuali bagi kreditur yang diterima dengan syarat, tidak dapat 

clil~c~.iki~n punbayoran sepan.jang beli~ln ada kcputusan ~iiengenai piutangnya 

(,j?asul 184 UUK).  Rila pada akhirnya [ernyala ia ticlak rnc~npur~yai sualu 

tngillarl atnil r21gihnnn):a ki~rang dari yang iclah cli\crima, maka uang yang 

s c ~ ~ u l a  Jipcr~utltukkarl bagi lncrcka scluruhrlya alau scbagiatl lnctljadi 

Lci~ll\i~l\garr 1.rar.a krcJ i \~~l .  l a i~ \~ ry i~ .  

Kcluilita~l 11e1.akllir al,al)ila kej~ada selurul~ kreditut. yang j~iutarlgt~ya telal~ 

dicocokka~l dibayar pellull atau segera setelall daftal- penutup memperolah 

Iieliua~an Ilukunl yalig pasti. 

Dala~n pasal 205 UUIC ditentukan bahwa , debitur pailit atau para 

ahli ivarisnya berhak nntuk menga-jnkan permohonarl r.c~htrhiliitr,~i kepada 

pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. 

Per~nohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat , 

'\. 
~nclanlpirkan bukti yang menyatiakan bahwa para kreditur yang diakui 

si~tlnll ~ncncri~na pcmbayaran piutang seluruhnya. Pcrinohcst~a~r tcrscbur 

Iiarus diiklatlkun dalaln Berita Negara d a t ~  surat kabar yalig ditutijuk olch 

hakim. Dala~ii \vaktu 2 bulan setelah dilakukan ~xngikrlal~an dalani Revita 



Ncgarn, sstiap krzditur yang diakui boleh me~~ga.jukan perlawanan 

ti-rhadap pern~ol~onau itu kepada patlitera deugan menyampaikan sutat 

liebesatan dengan disertai nlasan-alasannya. 

Setelah berakhirnya waktu 2 (dua ) bulan, pengadilan harus 

mcngabulknn perinohonan tersebut sekalipun tidak ada perlawanan. 

'I'erhadap putusan pengadilan ini tidak boleh dia.jukan kasasi. 

I'i~tus;~n ~ncngcnili pcngttbulan rch~~bilitnsi lit~ri~s diilctlpknn dt~lam 

siclt~ng terbnka i~ntuk urnu~n dar~  dicatat dala~n register urnurn yang 

lllclll~l~lt: 

i Ikhtisar putusan pcngudilar~; 

1). 1-Jl.aian singkat ~ncngcnai isi putusan; 

c .  l~c l~a l~ i l i~as i ,  

I . And3 sc'butlio~l da11 jelaska~i te~itang cara beraliliir~iya kepailitan. 

2. Bagainiana cara akoor atau perdai~laiali dilakukai~ dala111 kepailitan, 

.jc.laskan disertai dasar hukumnya!. 

3. Dalam hal-ha1 apakah pengadilan inenolak pengesahan perdamaian, dan 

kapan ha1 itu dilakukan? jelaskan!. 

I 
1 

5 .  .Icli~sk:~n apu yi~ng anda ketahui tcntang insul\~ensi. 

~~cll\bk~yal.ar~. lJr11uk siapakall danar pc~nbayar.an ~crscbut dan apa isinya? 

7. Kapau rchabilitasi dapat dilakuakn dan bagai~narla caranya, anda jelaskan!. 
8 
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BACIAX KETICA: 

PENliNDAAiV KE\IIAJIBAN PEMBAYARAN UTANG 



R A R VT1 

PENIINDAAN KEWA.TIRAN PEMBAYARAN IITANC 

( P I C P U )  

-i'cr~tarl~ I'c~~;l:;r~utlrrrc~n~ I'errihtrytr~.tru atau I'erruncltrtrr,~ I ' ~ ~ ~ ~ r h ~ ~ ~ t r i ~ t r n  yurlg cli- 

a tur  dalam bilb kcdua pcraturan kepailitan yang lama ada pcrubahan judul ~ncn.jitdi 

I ' c ~ ~ r r ~ ~ t r . l r i c l i ~  K(:~t:(!jilu~rl I ' e ~ r i l ~ u - ~ u n ~ ~  I.llung (PKPLI) yatig d ialur daialn bab kcdua 

I'clp~ Noliios 1 Taliuri 1998 yang tclah ditctapkati rncri.jadi 1.lnclang-i~ildang 

dengall Ilndalig-undang Nolnor 4 Talluri 1998, ~nulai dari pasal 21 2 - 279. 

i-1. i\llal<sr~tl (Ian Tujuan 

Pasal 212 Perpu Nomor 1 'Tahun 1998 yang telah ditetaplian 

men.jadi Undang-undang dengan Undang-undang No~nor 4 Tahun 1998 

menyebutkan bal~wa : debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia 

tidak akan dapat ~nelan-jutkan lnembayar utang-utangnya yarlg sudah jatuh 

ivaktu dan dapat ditagih, dapat melnohon penundaan kewa-jiban pembayaran 

utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana 

perdamaian yang meliputi tawaran pernbayaran selunth atail sebagian utang 

kcpada kredit ur konkuren. 

Maksud penundaarl kcwajibat~ pclnbayarar~ ulang, pada uliiutiitiya 

ulituk l~~cngajukan retlcana perdalnaian yang ~nclipuli tawaratl pelnbayaran 

seluruh atau sebagian utsllig kepada kreditur konkuren. 

'I'uj U ~ L I I  penundua11 kewaj i bail pe~nbayaran utang adalnl~ un tuk ": 

mem~u~gkinkan seorang debitur ~lleneruskal~ usahal~ya meskipun ada 

Iiesuliaran pembayaran dan untuk ~nenghidari kepailitan. 



Yang I,cl.hak llictliirlta Pcnu tltlaan Kcvaj iba l~  Pct~~bayat-at1 tctl tang 

(PKPII) 

Y ang dapat memolion penundaaii kswaji ban pembayaran utang 

adalah debitur yang tidak dapat atau lne~np~rkirakan bahwa ia tidak akan 

dapat ~nelanjutkan ~nelnbayar utang-utangya yang sudah jatuh waktu dan 

dapat ditagih (pasal 2 13 UUTC). Permohonan harus diajukan debiti~r kepada 

pcngadilan sebagaimana di~naksud dalam pasal 2 UUIC yang ditanda tangani 

oleh debitur sendiri dan oleh penasehat hukumnya dan disertai daftar 

sebagairnana dilnaksud dalaln pasal 93 UUK ini 

Dal'lar yang cli~naksucl adalah : 

i1 .  I.ir.aiarl tcr1ka11g Irarka dcbitur; 

I?. I'crrclaali yung ~ncl\yatakan silir~ dall julnlah ulalig c1i.111 ~)ii~li~rlg dcbirur; 

c .  N ~ I I ~ I ~ I  ilal\ tclnpat tillggal para kredituv; 

d. Sumlali piirtan~ setiap krsditc~~.. 

Mcl~urut pasal 213 ayat 2 UIJK, pada surat per~iiohol~an Permol~onari 

I<c.\\.qji ban I'embayara~i Utang ( P K P U )  dnpat dila~iipirkan rencana 

perd;~~iiaian. 

I3crikut ilii contoh pcrkara Icepailitan PT. Citra Ji~iibaran Indah 1 lotel 
I ?  !:an2 sampai pada tingkat upaya huki~in terakhir (Peninjauan Keinbali) 

ole11 Mahkamat~ Agung tidak cliplitus pailit tetapi put'usannya rnasuk dalaln 

klasifikasi Pcnundaan Kcwajibtrn Pclnbayaran Ulang ('PKPU). 

Ibid. l lnl  4s 1-510 

- 



Menganai perkara kcpailitan ini selengkapnya secara ringkas adalah 

sc'pe~.ti heri ku t  : 

I'm-3 pil~ak dala perkara Kepailitau adalah : 

t''1'. Cit1.a .I itlibarall Indall Hotel (,Pctllohon Peuilljauat~ Kembali / .l'eril~ohot~ 

Kasasii 'l'eni~ohon Pailit; Llebitur) 

SSnng Young Engineeril~g & Constructioll Co. Ltd ( Tern~ohol~ Pe~~illjauan 

Kembali/ Pe~~lohoa Kasasil Pelnol~on Pailit/ Kreditur). 

Duduk perkaranya, pada pokoknya adalah : 

I .  tentang adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi 

tidal; dibayar oleh tennohon ( PT Citra Jimbaran lndah Hotel) kepada 

pemohon ( SSang Young Engineering & Construction Co. Ltd) seiilmlah 

US $ 5.979.863.06 ( lima juta se~nbilan ratus tuj~th puluh se~nbilan ribu 

tlclapan ratus cnaln puluh tiga dvlar Amerika Scrika~ dan cnaln sen) yang 

(crdiri dar-i uiang pokok dan bunga; 

2. i~iarrg kcyada kcrdiiur lainnya; 

5. dati scicsusrlya. 

Esldnsar.kat~ llal ter-sel~ut pernohotr tl~et~gajukat~ ~)er-t~iollor~ pailit 

atas I-"I' Citra .liml?aran Indah Hotel dan pennohonan tersebut DI'I'OLAK 

tilcll Pet~grtdilatl Niaga Jakarta Pusat pada taliggal 26 Jul i  1999, Notilor : 411 

'* Pailitil999/PN Nioga IJkt.Pst, dan menghukun~ Pe~l~oholl l~le~llbayar biaya 

pcrI<;tra. 

Uasar Pertinibangan penolakan Pengadilan Niaga antara lain adalah : 

I<arena hubnngan hukum yang lnenjadi dasar pennohonan pernyataan pailit 

;~clrll:ill bnkan suatu hitbungan hukum pin.iatn nictnin.ia~n uang makn 

permohonan pernyataan pailit dari pernohon harus ditolak, yang perlu 

dipcriimbangkan adalah kredilnr lain selain pernohon. 



Pihak yang kalal~ yaitu SSang Young Engineering & Construction 

CO. Ltd meugajukan Kasasi ke Mahkamah Agung KI dengan alasanl 

keberatan yang ditulis dala111 ~neinori kasasi yang pada pohoknya antara lain 

1. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang "hubungan 

hukum" dan "utang" sebagairnana dilnaksud dalam pasal 1 ayat 1 UU 

No~nor 4 Tahun 1998; 

2. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang "bunga"; 

3. Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum tentang adanya 2 (dua) 

kreditur dimana dalam perkara ini selain Pemohon yang menjadi kreditur 

clari Tcrmohon, jugd PT. Bank Nebard Indonesia (PT. BNI) dan PT. 

Bank Bumi Daya (PT.BBD); 

4. Dan setcrusnya. 

Bet-clnsarkar~ ~~utusan Mahkarnah Agung RT dalarn tingkat Kasasi pada 

tanggal 14 September 1999, Nomor 027 K/N/1999 tnaka per~l~ohot\atl pail it 

IIIKAII U LKAN. Dan ~nembatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta 

Pusat serta semua kiaya perkara kepailitan pada Pel~gadilai~ Niaga dan pada 

tingkat Kasasi dibebankati pada I-tarta kepailitan. Dengan kata lain PT. Citra 

J imbaran Indah Hotel Pailit. 

Oleh karena itu kemudian PT Citra Jimbaran Indah Hotel 

mengqiukan upaya hukum terakhir yakni Peninjauan Kembali ke 

Mahkatnah Agung RI. 

Pada tingkat Peninjauan Kembali ini Mahkamah Agung RI rnmengadili: 

MENGABULICAN permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon 

Pcninjsuan Kernbdi : PT. Citra Jirnbaran Indah HHGI dan rnembatalkdn 

I ' L I \ L I ~ ~ I ~ ~  Malikn~nah Agung RI langgal 14 Scp\crnbcr 1999 Nornor :027 

KiN'1999 dan Putusatl Pcngadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 26 Juli 1999 

Nol~~or  411 Paili/l999/ PN. Naiaga Jkt.Pst serta Mengadili Ke~nbali 

&I.IENOI,AK Permohonari 'Pailit dari Pe~nohon (SSang Young Engineering 



& Construc.tion Co. Ltd) dan menghuku~n 'I'ennohon Peni~~jauan Kembali 

ulltuli ~uembayar seltlua biaya perkara pada Pengadilan Niaga, pada tiugkat 

Knsasi dan daln111 Peniniauan Ken~bali. 

Yang nicnarik untuk diperliatikiln menurut penulis adalah tentang 

"l<aidal~ Hukum" dalaln penyelesaian perkara kepailitan bahwa secara 

essensial penerapan kepailitan harus dilakukan Idiselesaikan seccircr udil 

d a1 a ~ n  arti nie~liperhatikctlt kepen f ingnrt per~rsahc~cui ,re hcix~i dehilu~' ot(iu 

kq?zn,ingcm kreciit~ir secartr seim bung, 

Tentang ha1 ini bisa dibaca tentang pendapat Mahkamah Agung dalam 

pulusan PK perkara kepailitan tersebut metzgenui ( ~ I N S ( I I Z  11d.3 dalam dasar 

pcrtimbangdn sebagai berikut: 

Rahwa , alasan irli Japat Jibcnarkan, karcria Majelis Kasasi tclah 

~~~engabaikali bunyi per~jelasa~l ulnuln dari niakna yang terkandung dalaln 

PERPIJ Nolnor 1 taliun 1998 yarlg telah ditetapkan rnenjadi Undang-utidang 

dengall IJndmng-undang Nomor 4 'Tahun 1998, dimana secara essensial 

cli telituliar~ I~aliwa kepailitan penerapantlya llarus dilakukan / diselesaikan 

secara adil dala~ii arti memperhatika~i kepentinga~i Perusaliaan sebagai 

Debitur atau kepe~itingan Kreditur secara seiunbang; 

Potensi dan Prospek dari usaha Debitur harus pula 

diperti~nbangkan secara baik. Jika Debitur masih mempunyai Potensi dan 

Prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang, 

seharusnya rnasih diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh 

karena it11 pen.jatuhan Pailit lneri~pakan Ultirnurn Rm~id iu~n .  

\ 

Mcnilrtbang, bahwa in casu Dcbi1111.l Tcr.111o11on Pailit rncrrliliki 

i~sal~a hole1 bcrbintang 5 (lima) berna~na : "Hotel Rali Inlercontiriental 

Resort" berlokasi di Kawasan Wisata Pulau Bali. Kawasan tersebut sclalna 

terjadi krisis ekorio~ni dan keuangarl relatif tidak terpengaruli, justru 



sebalil;nyn telah menuai keuntungan-keutungan/ ird~?crrl/il,yc;'s dali hc.n<fir.v 

dari sel isili kurs liilai tulcar antara rupiah dan Dollar Ameri ka Seri kat; 

Menimbang, bahwa Potel~si dan Prospek tersebut telal~ dilniliki 

ole11 Uebiturl Tennol-ion Pailit, ha1 ini terbukti dengan adanya keberatan dari 

para l<reditur lainnya yaiti~ Bank Negara Indonesia dan Bank Buini Daya 

yang liierasa kepentingannya dirugikan jika Debiturl Tennohon Pailit 

di,jatuhkan pailit: 

Piutr~ng yang di~nilki oleh PT. Bank Bumi daya dan PT . Bank Nebram 

Indonesia adalah kiirang lebih Rp 610.000.000.000,- ( enaln ratus sepuluh 

~nilyar rupiah). 

I'iulii~lg I);II.:I K~.ccliiiir lairrnpa icrscbui diiitas ~ncrupitki~n suatu juinlal~ yang 

ji i~ll~ lcbill bcsar jika dibandingkan dengan piulang Pclnohon pailii yang 

I~c~:j i l [~\ lal~ IJS S 5,979,S63.06 (lilna juta scrnbilan ratus iujuli ~ ~ u l u l l  sclnbilan 

t . i l~n  delapan ratus enaln puluh tiga Dollar Amerika Serikat dan elialn sen); 

Dellgall adarlya upaya keberatan urltuk ~nerljatul~kan pailit terhapdap Debitur 

yang dilakukan para Kreditur Bank Bu~ni Daya dan Bank Negara Indonesia 

I)alllia~l terliadap Iluta~ig Debitun' 'l'cr~nollo~l Pailit telall diadaka~l 

restruliturisnsi: ~~~enui!iukka~~ bahtva usaha Debitur masih mempunyai 

potel~si dan prospek u~ituk berkelnbang dab1111 sela~~jut l~ya dapat memenuhi 

':i I;c.\\.qjibannya kepada seluruh para Kreditur di ke~nudian hari dan oleh 

knrcnn ilu Debitur' Teriiiohon pailit bukan i~~erupakan " ,:I I l c ~ l ~ i ~ o r ~  isv 

I l o p ~ , l ~ ~ . ~ ~ . \ ~ l ( ~  r r r  i/c'h/ " Mcnimbang dan sctcrusnya. 

Tntn cnra PengnJuan Penundaan IcewaJiban Pembayaran [!tang : 

I I ' c ~ ~ l i u t \ ~ r r i ~ ~ \  Pcr~untluarr Kuwi~jiban Pc~iibi~yt~rt~~r I.lli~ng dii~juken kcpada 

I'cn~iidilan N i a p  mclali~i Pnnilcr+a. 

hclit I .~c\~cc~t~l~a surat I doku~ncrl yang hurus d i l~c~~ul l i  aluu dila~nl~irkarl 

ilala~li ~nerlgajukan Pel\ur\daarl Kewajibail Pelnlmyaran Utang (PKPU) 

i ~ r i  adalah : 



a .  Surat I'ermohonan bsrmaterai yang dia-jukan kepada Kctua 

Petlgadilan Negeri / Niaga Kjakal-ta Pusat 

h ,  ldentitns dari Debitur 

c .  lJermohonan I~arus ditanda tangfaui ole11 Debitur dan Penaszhat 

Hukuii~nya 

cl. Surat lcuasa Khusus dan penunjukkan kuasa pada orangnya bukan 

kepada Law Firmnya. 

. lzin Penngacara / Icartu Pengacara 

1'. N a ~ n a  serta tempat tinsgal / kedudukan Para Kreditur Konkuren 

disertai jumlah tagihannya masing-masing pada Debitur. 

g Ncraca Pcmbukuan tcrakhir dari Debitur 

11 Rcnctrl~a PcrJurrlaiatl yarig mcliputi lawallln pclnbayaran scluruh 

a\au scbagian utang kcpada I.,kreditur Korikurcrl (jika ada). 

2. I'a1lirel.a aka11 111eldaHat. ~~el .~i iol lor~a~l  P K P l J  oada tanggal j ~ e n ~ ~ o l ~ o ~ l a r l  

yalig hersangkutan diajukan, d a ~ l  kepada pelnohon diberikan ~ u r r ~ i ' i c  

~ c ~ t ~ i l t l a  tel-tulis yang ditandatangani pallitera de l~ga l~  tanggal yang sanm 

dengan tanggal perdaftaran. 

PENGADILAN NEGER1;NlAGA 
. IAKARTA P I J S A T  

.lilL,ZN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

. .  . .-- ~ 

TIINDII TERIMlI 
PERiLIOHONAN PENIINDAAN ICEWAJIBAN 

I a K M I $ A Y t t l ~ A N  IJ'I'ttNC; (i3,1L P . l J , )  



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pndn hnri  ini : Tanggal : 

tzlah datal~g 111etlghadap kepada saya Panitera Perigadilan NegeriINiaga 

I nl;arta Pusat, seora11g : 

Nan~a ........................................................................... 

PekerjaanlJabatan ........................................................................... 

........................................................................... 

Mcng~!iitkan Per~nohonwn Penundaan Kew:!iiban Pembayaran Utang 

(,I'KI'U), Tanggal berdasarkan Surat Kuasa KIlususiSurat Tugas tanggal : 

ilari : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

IIc111ikiar1 Liirlda ~crilna i t ~ i  dibua~ berdasarkan U.U. No~nor 4 Tahur~ 1998 

Sis. P;~snl 8 (3) PERPU. Nomor 1 tahitn 1998, Stb. 1905-2 17, Stb 1906:348. 



3. IJanitera msnyampaika~i permohonan PKl-'ll kepada Ketua I-'zngadilaii 

Nsyeri dalanl jangka waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal 

psrinoho~iari didaftarkan. 

4. I)alaiii janglia w k t u  paling lambat 2 s 23 jam terhitung sejak tanggal 

~'c"rniolionan PICPU didaftarkan, Pengadilan Niaga me~iipelajari 

perrnohonan dan inenetapkan hari sidang. 

ilcai-a Permohonan Penundaan Iceviajiban Pembayaran IJtang 

Sural pcr.mohonan bcrikut la~npirannya hatus discdiakarl dikcpani- 

I C I . ~ I C I I \  agar dapal dipcriksa \allpa biaya olch illnclln [crulama pihak yang - 
I~c~.kcj~cntiIrgtarl . 

Ke~iiudian pengadilan harus segera : 

I .  Mellgnbulkau pet~undaau sz~nentara kewajibau pe~nbayarau utaug da11 

msnu~~ juk  seorang Hakim Pe~igawas dari Hakim Pengadilan ser-ta men- 

~angl ia t  satu atau lebill pengurus yang bersanla debituri~ya tnengurus harta 

debitumya. 

2. Melalui pengurus mernerintal~kan niemanggil debitur dan kreditur yang 

dikenal, dengan surat tercatat atau inelalui kurir untuk rnenghadap dalam 

sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 terhitung 

setelah putusan penundaan seinentara kewa.iiban pe~nbayaran i~tang di 

~ c ~ a p k a n  (pasal 2 14 UUK). 

Pengurus ydng diangkat ( poin 1 tet-sebut) harus independen dan tidak punya 

bcn~i~f i \ r~  kcl~cnlingan dorigurl dcb l tu~~ ulau krcditur. 

Yang dapat diarigkal metqadi perlgurus adalah : 



I I ~ n e ~ n i l  i ki lieahl ian khusus yang di butuhkau dalan~ rangka mengurus harta 

~1 : debitur; 

1. 'I'elah terdaftar pada Departenlen Kel~akin~an. 

Dala~n putusan pundaan sementara kewa-jiban pernbayaran utang harus 

dicantutnkan besarnya biaya pengurusan harta debitur tennasuk ilnbalan jasa 

bagi pengurus berdasarkan pedo~nan yang ditetapkan oleh Departemen 

Kehakiman. 

I 

1 
blcrlscnai bcsarnya biaya yang  dipcrluknn untuk lnclakukan 

/) ( ) I  I(/(!/I( IIYII.I pork(~t-(t I'CJII I ~ I ~ ( ~ ( I ( I I . I  K(wuj;/~(trr I)(:III~(IJYIIYII~ f/r(1t7,q (I' Kl'lJ 

tiic~/rrr. ckliclrn Srlrrr/ Kq,rr/tlsun Kc./ucl I'eng~dilun i\!e,yc.r.i . Niugu .I(lkurlu 

1'11.vc1/ ~ \ ! ~ I I I I ~ I I -  : IW7. I><'. H7'. 08.01 1/'!11 1998-'01 adalall scbcsar R p  5.000.000,- 

i l  .illla Juts Kulliall ) , dellgall pcrit~ciat~ sebagai I~e~,ikut : 

- blnterai 2 bun11 a Kp. 2000,- : Rp. 4.000,- 

- Kedaksi : tip. 3.UO0,- 

- Exploit : Kp. 1 .UOO,- 

- iJenyerahan Surat : Kp. 5.000,- 

- Administrasi : Rp. 1.0 15.000,- 

- r'snyunpaian PanggilanIPutusan : Rp. 3.972.000,- + 

.lumlsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 5.000.000,- 

Desarnya ilnbalan jasa bagi pengurus salna dengan i~nbalan jasa untuk 

Kur.atur dan juga diatur dalam surat kepuhsan yarlg salna yaitu diatur-dalarn. 

h'c11~rllrl.\.rtr7 Afft+rr/i4r.l hl+ktrklrrrtrrr Re/rrrh/lk Irnlir~rt~xitr h~trrrrr~r. rl~f ,O,9=HT,O,~, lO- ,, 
11111 141 I I 998 /c!ril(drig /'edorr~(~r[ l~c~.surry(i ;rrihu/(~ri . j(~~s(l  l ~ ( ~ g i  kllr(i/(.lr ~ U I I  



Ijengurus dalam rnngka kepailitan yang herakhir dengan pertl~rmcri~in 

(Accord) 

Salnpai dengall Rp. 50 Milyar 6 % 

Kelebihan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 250 Milyar 4,5 % 

Kelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar 3 YO 

Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar 1,5 % 

Cnrn Perliitunpnrt 

1. Nilai Marta Pailit Rp. 20 Milyar 

Julnlah lmbalan Jasa: 

6 O/o dari Rp. 20 Milyar 

2. Nilai Marta Pailit Rp. 50 Milyar 

Julnlah l.mbalan Jasa: 

G Oi'n dari R p .  150 Milyar 

4,5 Oh dari Rp. 100 Milyar 

3. Nilni  Harts Pailit Up. 300 Milynr 

Jumlah Imbalan Jasa: 

G O/o dari Up. 50 Milyar 

4,5 % dari Rp. 200 Milyar 

3 YO dari Rp. 50 Milyar 

3.  Nilai llarta Pailit Rp. 600 Milyar 

Ju~ulah Irnbalar~ Jasa: 

6 'Yu dari ltp. 50 Milyar 

4,s %dari Rp. 200 Milyar 

3 O//odstri Rp. 250 Milyar 

1,s Oh dariRp. 100 M.ilyar 

KP. 3 Milyar 

RP. 9 Milyar 

Rp. 1,5 Milyar 

RP. 13,s Milyar 

IXp. 3 Milyar 

RP. 9 Milyar ! 

RP. 7,5 Milyar 

RP. 1,5 M.ilyar 

RP. 21 Milyar 



Sampai dengan Rp. 50 Milyar 10 % 

Kelebil~an diatas Up. 50 Milyar sld Up. 250 Milyar 7,5 S/o 

Icelebihan diatas Rp. 250 Milyar s/d Rp. 500 Milyar 5 % 

Kelebihan diatas Rp. 500 Milyar 2,5 910 

Sel~cujzrtqyxz ntengeltai cara per.hitlnzgam;va sama derl~un iinbalmt jusu uittuk 

ktrrcr~or, seperti putiu pembul7crscrn tentung Klrrtr/or Rub I I  hlrklr ini crtikllrnl7 

.sc~ph(c~ili  hc~rikrll ini : 

1 . N ilai Harb Pailit Rp. 20 Milyar 

S u~nla l l  111lbalan Jasa: 

1 0  O/h dari 20 Milyar RP 2 Milyar 

2. Nilai Harta Pailit Rp. 150 Milyar 

J umlah Imbalan Jasa: 

10 96 dari Rp. 50 Milyar Rp. 5 Milyar 

75 YO dari Rp. 100 Milyar RP. 7,5 Milyar 

RP. 12,5 Milyar 

3. Nilai l k t a  Pailit Rp. 300 Milyar 

.I u~nlah l~nbalan Jasa: 

1 (J I/" dari Rp. 50 Milyar 

7,s O/b dari Rp. '200 Milyar 

5,O O/b dari. Rp. SO Milyar 

RP. S Milyar 

RP. 15 Milyar 

Rp. - 1,5 Milyar 

RP. 22,5 Milyar 



4. Nilai tiarta Pailit Kp. 600 Milyar 

J uullah Ilnbalau Jasa: 

1 0 94 ' dari Kp. 50 Milyar 

7 5  94 dari lip. 200 Milyar 

5 '!/b dari Rp. 250 Milyar 

2,s " 6  dari Rp. 100 Milyar 

RP- 5 Milyar 

RP. 15 Milyar 

Rp. 12,5 Milyar 

RP- 2,5 Milyar 

RP. 35,5 Milyar 

Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, ~naka untuk melakukan 

r i r1dak:crl yarig sah darl rnengikat, para pengurus rnelnerlukan pcrseluj uan 

icbih clari 95 jurnlah para pengurus. Apabila suara sctuju Jan [idak setujir 

salila banyakr~ya, rnaka urltuk rnelakukar~ tinciakar~ yang sah dar~ rnerlgikal 

h;~rus ~nc~nperolkh pcrsetujuan hakim pcngawas. 

Pcligur.us yarig sudall dialigkat dapal: digallti atau dita~nbali 01th 

11akinl pe~~ga\vas atas per~nintaan kreditur konkuren. Permintaan tersebut 

hallya Japat diajukau apabila didasarkall atas persetujuan knditur dalam 

rapat lireditur dengan suara terbanyak biasa. Setiap 3 bulan, pengurus wajil7 

nlelaporkau keadaan harta debitur, dan laporan tersebut harus disediakan 

pula di kantor Panitera agar dapat dilihat oleh yang berkepentingan. Maki~ii 

pengawas dapat me~~iperpanjang jangka waktu pelaporan tersebut. 

Selan.jutnya pengurus wajib segera mengumurnkan putusan 

~xr~undaan se~nentara kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara 

Repi~blik Indonesia (BNRI) dan dalam satu atau lebih surat kabar harian 

ytrns dilunjuk oleh Hokirn Pengcrwas, 

Isi ~>c~igu~nurnan yang dimaksud sebagai beriku~: 

1 Aclar~ya pcnnol~onan penundaan kcwajibarl pcmbayaran ukang. 

2 Telal~ ada putusan pelllundaan setnentara kewajiban pem\>ayarar1 utang. 



3. I; ndangan untuk hadir pada persidangau yang merupakan rapnt 

per~nusyawaratan hakiln, tanggal, ten~pat  dan waktu sidar~g. 

I .  Nama I~alcim I'engawas dan 

5 .  Nama serta alamat pengurus. 

'i. Bila ada tentang rencana psrdamaian/akur. 

Pengumurnan tersebut harus dilakukan dalarn jangka waktu paling 

lambat 2 1 hari sebelwn tanggal sidang yang direncanakan. 

.I;~ngka wuktu atnu lomanya penundaan sementara kewa.jiban pembayaran 

utung i~dalah sejak tanggal putusan penundaan sementara di tetapkan salnpai 

clc~lgitll lut\gyl sidang yang dimuksud disclcr~ggar.ukiin pusill 215 (.ayal 1) 

Li'CI Kcpaililan. 

,lo, No'.I 00/PAILITll999/PN. NTAGA. J&T. PST 

''DEMI KEADIIAN B E R D A S A R U N  ICETUHANAN 

YANG MAHA .ESAW 



lJengildilan Niaga padn Pengadilan Negeri .lakrta IJusat yaug 

~llc'll~e~.iI<s;\ dall ~llellgildili ~ > ~ I ' I I I O ~ I O I I ~ I I  Pe~iulidnall Icecvajiban I3elnbnyaran 

Liang ( IJKI-'U) pada tii~glcat pertama telah me~~jatul~lian pi1ti~sa1-1 sebagai 

berilcut dalam p e r ~ ~ ~ o l ~ o n a n  : ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .  ... ... ... . . .  ... . . .  ... . . .  ... 

PT.TTRT!l ~vIAS COblEXTNDO, Berkedudukan di Jalcarta dan 

bera1;amat di G,edung BR1. 11. lantai 24, Jalan 

Jendral Sudir~nan I<av 33-46 Jakarta 102 10, 

dalam ha1 ini diwakili uleh kuasanya 1-Iotman 

Paris I-Iutapea, SH. Dan Kawan-kawan: 

Advokstt dan Pengacarx Law Firm tlot~nan 

Paris & Patners, beralainal di Geclilng 

Suln~ni tmas I, Lan tai. 1. S, jalan Jendral 

Sudirman K a v  61 -62 Jakarta Sclalan, 

I~e~.d.asar.ka~l Surat Kuasn Kllusus tec.tar~ggul 20 

San11al.i 2000, stlanjutnya clisebut 

sebagai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . -- P13MC)l-f.ON PICPI1 : 

13.ADAN '1'F;NYEl.TA'I'AN YERUANT<AN 8 ASTONAL (:BPPN), 

beralamat di wisma Bank dansumaon lantai 24 

dan 30, Jalan Jendral Sudir~nan Kav 45- 46 

Jakarta 12930, dala~n ha1 ini diwakili oleh 

kuasanya Abdul hakim G Nusar1t~u.n , Sll. I-LM 

dan Benny I-larman , ST-I,M1-I. Advokat dan 

Pcngacara pada Kar1lu1. I-li~kun-i Abdul 11iiki1~1 G 
,% 

N i ~ s a ~ ~ ( a r a  SL Pnrlncrs, bcralania\ cli Jt~lan 

Salen~ba Tengall No. 39 RR,  T..antai 2, Pascban, 

Jakarta Pusat 10440, berdasarltall Surat Kuasa 



Khusus tanggal 29 Desember 1999, selanjutnya 

disebut sebagai .......... 'I'EKMOHON PKPU; 

1'c.ngadilan Niaga tersebut ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Telah me~nbaca surat pennohonan Penundaan Kewa,liban Pernbayaran 

Utang ( PI<PU') dari Pemohon;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Telah ~neinperhatikan surat-surat bukti dan surat - surat lainnya;. ........... 

TENTANG DUDUIC PERK,iR:iNY 14 

Mcnimbang, bahwa Pelnohon [elah mengajukan pcnnohonan Penundaan 

Kcwajiban ~cmbayaran Utang ( PKPU) yang didallarkan di Kepanileraan 

Pcngi~dilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusal pada tanggal 27 

lanuarai 2000 dengan nomor : 021 PKPUl20001 PN. NIAGA JKT. PST. 

Yang isinva scbagai herikut : 

1 .  Baln~n pada tanggal 30 Dese~uber 1999 oleh Badan Peuyel~atan 

I'erl~a~lliil~~ Nilsio~~al (t3P13N) telal~ didaftarkan permohonan pernyataan 

pailit terhadap P'1'. 'Tirtamas Co~~~exindo  yang telal~ terdaftar di bawah 

No~nor : 1001 PAll,l'l'/l999/PN. N IACiA. JK'I'.PS'I';. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Ual~wa PT. Tirta~nas Coinexindo (Peinohon PKPU) adalah suatu 

perusahaan NaSional yang bergerak dibidang trading (ekspor- 

~~npor) ; . .  . .  

3. %ali\va jumlah tagihan Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) 

berasal dario tagihan PT. Bank Tamara, Tbk terhadap Pelnohon 

Pcr~undnnn Kcwwjibun Pernbtiy~ran U l ~ n y  ( pkpu ) adslah scbcs#r Rp , 

38.19 1.941.277,75 ( Tiga puluh delapan ~nilyar scralyus selnbilan puluh 

S ~ I L L I  jura sc~itbila~i rilus ctnpat puluh saw ribu dua ralus tujuh pululi 

ti!jnli rupiah tu-juli pululi delapali sen). Keabsal\c?~l 

tagillat1 dari PT. Rank Ttalnara, Tbk. Kepada R 



I'crbankan Nasioanal ( BI'I'N) diserahkan penialainnya kepadn 

Pengadi la11 N iaga, Hakiln Pengawas dan Pengurusn ya. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Bahwa Pemohoi~ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (YKPU ) 

n~nsih lnelihat adanya kernungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila 

diberikan tenggang waktu untuk inenunda pembayaran hutangnya 

kcr~~ungkinan untuk melakukan pembayaran kepada para kreditur rnasih 

tetap ada bilc? dilihat dari asset dan laporan keuangan serta aktivitas 

perusahaan. Terlampir laporan auditor independen dan laporan keuangan 

i~ntuk tahun-tahuin yang berakhir pada tanggal 3 l Deseinber 1998 dan 

1997, dari kantor aknutan Publik Drs. Rpbert Yogi yang beralarnat di 

jalan Majapahit No. 20, Blok R 103-104, Jakarta ( Bukti P - I ) ; . . .  . . .  ... ... 

5 .  Ri~hwii Ju~nlah dan pcrincian krcditur dari Pc~~iohon Pcnundaan 

I<cwa.iibal~ I'emhayaran lltang (PKPU) dapat dilihat pads Iialar~\an 22,23 

darl 24 dari Rukti P -1 Jan daflar Kreditur Per~~ohon (Rukti P -2) yaitu : 

. . . - - . . - - . - - - . - . -. . - - - - -- -r- -- r-- 
ALAMAT I JIIMLAH (Rp) 

j 
i DAFTAR VALUTA ASING (Yanr! Dikonversi Meniadi Rupiah) 
I 

i 
( 1. I f"T'. Niko 
i 

1 . .. - .. 

1 2. 
I 
j 
I 

i 

- 
; 

Wisma B11, J1.M.H.I 
Thamrin Kav.2, Jakarta I Securities 

Indonesia -- --- 
PT. Rank Umurn 
Nasional Pusat 

PT. Bank Negara 
lndo~lesia 1 946 
Persero) 
(PT.Bank Pelita 

I 

10350. 
- ~ u n a s  Centre, J1. sen; 
Raya No. 135, Jakarta 
10410 
Gcdung BNI, J1. Jend. 
Sudinnan Knv. I ,  Jakarta 
10220 
JI. Wahid Hisyirn No. 
55. Jakarta 10340 
J1. Wahid Hasyiin 
Branch, J1. KII. Wahid 
Hasyirn 82, Jakarta, 

' .- -...-.------ 
1 , 5. I I a n k  Central 
I 1 Asia 
! 
i_.---L 

323,.000.00,9.050~ 

331.273 -627.372,- 

167.61 8.576.261,- 

05.579.499.306,- 

I 



5. 1 PT.Rank Harapan [ J1. Gajah Mada No. 7 1 

. 

! 

i 
:I 

C 

I 

- 

- 
1 

- 

i Uppindo Kav.C- 19 Jakarta 12940 ,/ ! 
. . - - - 1 20. 125.000.403,- 
S. 1 1I.l.. Hank Atriuin Uuilding. Setia 1 

I \J~~L.cI.s;II budi Ol'ficc I'ark, .ll. 1 
1 HR.Rasuna Said, Jakarta j - 

, 

- 

- 

- 

- 

- 

L... 

I Sentosa 
7. 1 P#l', Bank 

Jakarta 103 10 1 24.150.000.483,- 
JI.HK.Kasuna Said ] 

9. I-"I'.Banli Haga 
12920. 

I 
j 

JI. Abdul Muis No. 28 / - 
i 

10. ! D~rla 

..........-. -- 
1 I .  / ' ~ ~ . ~ a n k  

1 Pembangunan 10.2 17.468.858,- 

Jakarta 101 60 1 
Lippo Centre, Tower I ,  1 

1 lnternasional 
I 

j 
i 

I i Indonesia 
. .... 

12. 1 ING Bank K?\uilding, Tower 11. , 

~ o o l i l  3607, 89 1 
Queensway, Hongkong 1 4.5 1 1.354.415,- 

i 

25 tli floor, .ll.Send. 1 
1 Sudirman Kav. 52-53 1 
I 
1 Jakarta. 

1.3. 1 Rabo Ri l r~k  ' Jl. Robir~son Road $ 09- / 
00,SIA Building S'pore i 

I 068896. PO B u s  -333 1 : 
i --- j R.Road, S'pore 90533 I j 26,753.2 10,- ......... 

.................. Junilah ...................... ... 1.020.222.547.282,- 

DALANI RUPIAH 

I .  j PT.Bank Haga I JI. Abdul Muis No. 28 / 
1 

--i------ 1 Jakarta 10160 I 16.SS0.000.000,- 
2. 1 PT.Bank Krcdil Gedung Bank Tamara 1 

j Asia I JI.Wahid Hasyio~ No. 90 / 

1 ( Send. Sudirman Kav 24, ( 

I 
- . - - -- -- -- - . . - -- -- - . 

3. 1 PT.Bank Tamara 

I I Jakarta. 1 16.61 7,000.000,- 

A Jakarta. 
Gedung Bank Tamara JI. 

1 
4.  1 PT.Bank Pelita 

3 1.658.450.609,- 

Jakarta. 1 2 1 .OOO.OOO,OOO,- 
J1.Wahid Hasyiln No. 5 5 ,  I 

I 

5 .  1 P'1'.Bank Uiiiu~ii 
! 

Bukopin Building, JI. 1 
1 Koperasi I MT.EIaryono kav 50-5 1, 10.200.000.000,- 

--. -- f Jndot,esia I Jnkilna 12770 I 



i n T f i i n k  Tata. 
i I 
1 1  
I 
I i 7. 1 PT.Bank Dharma. 

Kodel House Lt.8-10 
tl~,Jl.HK.Kasu~~a Said 
Kav. B-4, Jakarta 12920. 1 9.680.073.91 3,- 
Wisma Sarinah, JI. I 

PT.Bank Global 

Prr.Bank Bahari 

PT.Rank Industri 

- 

PT.Bank 
LJniversal 

1 'I'lllJSI' IIECEIPI' DALAM VALUTA 

i ASING 
! 

Majapahit Raya No. 8, 
Jakarta 
Menara Global 2 nd 
floor, JI. Gatot Subroto 
Kav.27, Jakarta 12950 
J1. Hayam Wuruk 127 A, 
Jakarta 1 1 180 

I 1. / P'I'.Bank Pelita I JI. Wahid Hnsyim No. 55 / 

7.000.000.000,- 

4.848.2.1 9.204,- 

10340. 
Atrium Building, Setia 
budi Office Park, JI.KR.. 
Rasuna Said Jakarta 
12920. 
J1. I-Tayarn Wuruk 121, 
.lakatta 1 57.733.266025.- 

! 

ATD Plaza, J1,MI-I. 
Thamrin Kav.3, Jakarta / - 

- 

1 12. 
1 

13T.Uni Bank, 
Hava~n Wuruk 

I I 
1 2. 1 Credit Lihonnais 

Jakarta 10340 1 165.095.566.784,- 
Mulia Tower Suite 2501, 1 

Bank 
I 
I I 
L 
/ 3. 

J1. Send. Gatot Subroto 
Kav 9-1 1 Jakarta I2930 

1 

3.632.703.248,- 

PT. Bank 

8.4 10.037.889,- 

J1. H. Rasuna Said Kav C- 
1 IIJppindo 19, Jakarta 12940 1- 

Inlernasional 
Finance 
I Ion ~kong 

1 4. 1 Di~t; Lippo Centre, Tower 1 ,  
Room 3607, 8 9 
Queensway, Hongkong. 

- 



Gaclan Pcnychatan Perbankan Nasional (BPPN) apabila ada tagihan rersebu-l 

<li illas tclah sccara sah dialihkan ; ................................................... 

, . . - . . .- .- ___-. . . - - 1 

j 

IIISI(ON'T0 WESEI, 1)A ],AM 
I 

1 I 
j VALUTA ASING 
! 

06SS96,PO Box 3331 
Si.Koad, S'pore 90533 1. I 

! 
I / LEMBAGA KEUANGAN NON BANI< 
i /DALAM RUPIAH) 
1 
i--.-, 

Darl ;-------------------------------------- .................................. ------------- 

Para kreditur lain yarlg akan tlletldaftarkarl di ketrludiarl 1lai.i ;------------------ 

Keterangan :-------------me------------- ........................................ - ---- ---- 

Bahana / I " / i:nbinaan 
1 / 1Jsahn Indonesia 

Bebeleapa lcrzditur tersebut diatas telah mengalil~lcan piutangnya Icepada 

Pe111o11on Pnilit ( Badan Penyel~atan Perbankan Nasional), ..................... 

Graha Niaga 18 th floor, 
J1.Jencl. Sudirman Kav. 
58,  Jnknnn  12 190 

6. Dengall deinikian jumlal~ kewajiban Peinohon Penundaan lcewajiban 

Pe~nbayaran Utang (PKPU) yang telah dan akan jatuh te~npo kepada 

para kreditur adalah sebesar Rp 1.556.3 15.63 1.624,- (satu trilyi~n lima 

ratus lima puluh enain rnilyar tiga ratus l i~na belns juts enalii ratits tiga '\> 

puluh satu ribu enaln ratus dua puluh e~npat rupiah) ;------------------------ 



7. Szdanglian total asset yang din~iliki 01th ~ ' ~ I I I O ~ I O I I  Peniuldaan 

I<txv:~jiban Peln11ciyal.an \)tang (PKPIJ) nler~urut j~engakuan Pernolion 

I'enundaan Kewa-iiban Pernbayaran Utang ( P K P U )  adalah diperkirakan 

:;~IIL'S;II. ICp I .X74.000.Ol0.200,- (satu trilyun dclnpan ratus tu.jul~ puluh 

cmpat 117ilyar enam ratus se117bilan juta sepi~luh ribu dua ratus sembilan 

~)ulclh rupiall) 1-- ----- -------- --------- - ------------------ - ----- ..................... 

S. 13crdasark;1n hal-ha1 tersebut diatas maka sebenarnya Pelnohon 

Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang (PKPU) &pat melunasi 

selnruh kewiijibannya terhadap para kreditur dan karenanya Inohon 

Lcpttda Gctua Pci~gddilar~ Niaga pada Pcngddilarl Ncgcri Jakar-la Pusat 

agar bcrkcnan lncngabi~lkan pcrmohonan Pcnundaan Kcwajiban 

I'cl1111ayar.alr Ijlurlg (PKPUj yurig diajukilri olcl~ Pcrliol~ori Pcriundaun 

F;c\.\:!j iball Pclnbayararl Utarlg (PKPU) ; ...................................... 

(I. Ralwa Pelnol~oll Pzrlundaali Krwaj iban ~eln\ ;a~ar .an Utarig (,PKPU) 

alia~l msnyusulkan rencana perdamaiau kepada para kreditur dalam 

\ \ y J . t  deliat ; ...................................................................... L \ U  

lkrdasarhan hal-ha1 tersebut I'emohon Penundaan Kewajiban Pembayarnb 

IJ tang (PICPU) mol~on agar ICetua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 

Saknrta Pusat berkenan lnelnutuskan sebagai berikut: ............................ 

2 .  blcnun.iuli Sdr.Drs.1 Ienson,SI I.MI1, beralalnat di Salan Talnan Satibaru 

Ral-at No. 20 Jakarta Pusat sebagai pengunls &an menunjuk 14akim 

I ' C I I ~ ; I \ V ~ I S  untuk lnc lnks~n~kan lugasnya scsuni Pcrnlurnn Pcmcrintah 

Pcr~gganti Ur~dang-Undang (Pcrpu) No. 1 Taliurl 1998 jo Uridang- 



Atau apr~hila Mr!jclis I laliiln hcrpcl~dapat lain, mol~o~i p ~ ~ t n s a n  yang scadil- 

adilllya (ex aqua et hone) ; --------------------------.-------------------------------- 

Menil-ubang, bahwa isi dan maksud peni~ohonan adalah seperti 

tersebut diatas ; ........................................... ............................ - 

Menimbang, bahwa denga membaca pasal 2 12 Undang-Undang 

No. 4 tahun 1998 perinohonan Penundaan Kewajiban Pernbayaran Utang 

(PKPIJ) diajukan urituk rnencapai perdartmian yang meliputi tiwaran 

pcmbayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren ;---------- 

i\/lcrrirnl~ang, bahwa dalacn permollonan i r r i  Pcmohoc~ bel ucn 

msr\gsljukan rencana dalnai nalnun ha1 tersebut ~nasih dapat diajukan 

Pet~~ohol~ dala111 waktu atau selalna Pellundaan Kewajiban Pelnbayat.atl 

[jtallp (,I-)Kl-)U) Seme1ltal-a ; ........................................................... 
V 

Menin-[bang, bal~wa berdasarlcan pasal 214 ayat (2) Undal-tg- 

Undn~~g No. 4 taliuii 1998 pe r~~~o l~onan  Penundaan Kewajiba~~ Pernbayaral-t 

Utang (PICPU) harus segera dikabulkan sementara sedangkan pennol~onan 

pernytann pailit han~s  dikngphkan ;--------------- ................................ 

Menimbang, bahwa dala~n tnengabulkan permohonan Penundaan 

Ke\s:ajiban Pe~nbayaran Utang (PKPU) perlu ditunjuk seorang tlakirn 

Pengawas clan diangkat seorang Pengurus yang akan ditclpkan dibawah ini: 

,\ 
M E R I U T U S I C A N  

1 . Mzngabul kan pennolionan Sen~eutara Penue~daan Ke~vaj i ban 

Penlbayaran Utang (PIQU) yang diajukan Pe~nohon ;----------------------- 



Menu~i.juk saudara Sujatno,SH. Hakim Niaga pada Pengadila~i Niaga 

-1 al;alta pusat szbagau Hakim Pengawas ;-------------------------------------- 

Mengangkat Saudara Drs.Henson,SH.MH dari Kantor Konsultan 

I-lukum Urs.Hen'son,SH.MH. berala~nat di Jalan 'l'ama Jatibaru Barat No. 

20 Jakarta Pusat sebagai Pengurus harta Debitur ;---------------------------- 

. Menangguhkan penetapan biaya pengurusan dan jasa pengurus ;---------- 

Demikianlah diputusakan di Jakarta pada IJnr.1 : JUICl'rIT, 

rrrr1:ytrl 28 Jnrzunri 2000 dalarn pemusyawaratan Majelis 14akirn 

'engadilan Niaga Jakarta Pusat dengan susunan HIRMAN 

I'UR\VANASUMA,SH. Scbagdi Hakim Kctua Mcjclis, HARYON0,SH. 

Dwn tINTUNG HARYAD1,SH. Masing-masing scbagai Hakim Anggota, 

I : I ~ I I ~ I S : I I I  n1a11a ~~ucla hari itu juga diucapkan dalatn pcrsidanga yang lcrbuka 

(111\11k 1111111111 01~11 I-lakiln Kclua Mcjclis dcngat\ dibantu olch DOI..Y 

fiIIIF.(iAK. Set~agai I'anitcra Penggailti derigall dilladit-i ole11 Kuassl 

l'e1\1olio11 clan Ki~asa Terl11011o1-1 . 



P E N E T A P A N  

No. 02/PKPU/2000rPN.NIAGA.JKT.PST 

,lo. No. 100/YAILIT/1999/PN.NIAGA.IIAKT.YS'I' 

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA" 

Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ;------- 

Membaca surat permohonan Pentmdaan Kewajiban Pembayaran 

Utang (PKPU) yang diterima dan didaftarkan di Kepnaiteraan Pengadilan 

NiaSa Jakarta Pusat di &lam permohonanya ;------------------------------------- 

PT.TIRT AM AS COMEXINDO, berkedudukan di Jakarta dan 

bcralamat di Gedung RRI I1  lantai 24, Salan Jendral 

Sudinnan Kav. 44 - 46 Jakarta 102 10, dalam ha1 ini 

diwakili oleh kuasanya Hotmal~ Paris Hutapea,SH. 

Dan Kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada 

Law Finn Hotlnan Paris & Partners, beralamat di 

Gedung Summitinas I, lantai 18 Jalan Jendral 

Sudin~ian Kav. 61 - 62 Jakarta Selatan, berdasarkan 

Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2000, 

selanjutnya disbut sebagai ..... PEMOHON PKPU; 

T E R I - I A D A P  

IjADAN PENYEHATA PERBANKAN NASIONAL (BPPN), 

beralamat di Wis~na bank Danamon lantai 24 dan 

30, Jalan Jendral Sudirrnan Kav. 45-46 Jakarta 

12930, dalam ha1 ini diwakili oleh kuasanya Abdul 

Hakiln G Nusantara,SH. I,I,M dan Benny 

Hannan,SH.MH. Advokat dan Pengacara pads 



Kailtor Hukui11 Abdul Hakiln G Nusai1tara & 

Partnert, beralanlat di Jalan Salemba Tengah No. 39 

BB, lantai 2, Paseban, Jakarta Pusat 10340, 

berdasarkan Surat Kuasa Kkusus tanggal 29 

Desember 1999 selanjutnya disebut sebagai---------- 

.................................... TERMOHON PKPU 

Membaca surat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 

02/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo No. 100/PAILIT/1999/PN.NIAGA, 

JKT,PST. tanggal 28 JanLlari 2000 ; ....................................... ---------- 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 214 ayat (3) Undang- 

I lnclnrig No. 4 Tahun 1998, pcrlu dikcluarkan pcnclapan kcpada pengurus 

ulltuk memanggil Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat 

arnu ~nclaliri ku r i r  untuk menghadap dalam sidang yang akan 

diselenggarakan ; ....................................................................... 

Mel~ipel.hatikan akan segala pasal-pasal dasi pada IJndang-lJndang 

\,allg bersangkutan ;------ -------------- - ............................................... 

Mel~~erinlahkan kepada pengurus untuk ~nemanggil Debitur dan 

Krcdilur-Krcditur yang clikcnal dcngan surat tcrcacal alau kurir untuk clalang 

menghadap pada sidang H ~ r l :  SBNIN, T a n m l  : 13 M A R ~ T  206b, Jam : 

10.00 Wib digcdung Pcngadilan Negeri Jakarta Pusal Jalan Gajah Mada No. 

17 Jaliarta Pusat ;-----------------------------me - ....................................... 

Ditetapkan di : Jakarta. " 

Pada tanggal : 28 Januasi 2000 '. 

FIAIC1IR-I KETUA MEJELIS 



Selanjutnya pada hari sidang, Pengadilan harus memeriksa debitur, 

I.lakiin Pengawas, pengurus clan para kreditur yang hadir atau waktunya 

yang ditun.juk berdasarkan surat kuasa &an setiap kreditur berhak untuk 

hadir dala~n sidang tersebut sekalipun yang bersangkutan tidak menerima 

l>i~~\ggilt\n i lu .  

Meriurut pasal 21 7 D (1.) 1 Jl K, j.ik.a dilninta oleh pengurus, hakim 

pcngawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli 

unl.uk lnenjelaskan keadaan yang menyangkut PKPIJ, dan saksi-saksi 

tersebut dilmnggil sesuai dengan ketentuan dalam llukuln acara perdata. 

Apabila saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau 

memberi keterangan, maka terhadapnya dapat dipaksa oleh pihak yang 

Ixrwajib. Sedang suami atau istri atau mantan suan~i atau istri, anak-anak 

dnn keturunan selan-jutnya, dan orang tua, kakek, nenek debitur dapat 

n~enggunakan hak mereka untuk dibebaskan dnri kewajiban memberi 

kesaksian 

Dcbitur pada waktu rnengajukan Permohonan PKPU atau sesudah 

it11 berhak ilnti~k menawarkan suatu perdamaian kepada mereka yang 

~ne~npunyai piutang-piutang dan yanz terhadapnya diherikan PKPI I Pasal 

249 UIJK). 

Menurut pasal 250 UUK, apabila rencana perdalnaian itu tidak 

dia-juakan kepada panitera sebagaimana dimslksud dalam pasal 213, maka 

rcncana itu harus ditijukan sebelum hari tanggal sidarlg (dalam waktu 21. hari 

sel,elum tanggal sidang) atau tanggal kelnudian tetapi lnasih dalaln tenggang 

\vaklu 270 hari sejak putusan PKPlJ ditetapkan. Rencana perdamaian hdrus 

discdinkan di kepaniteraan agar dapat diperiksn oleh siapapu1-t tanpa ~ 

dipungut biaya. Rencana perdamaian juga harus disa~n~aikan kepada hakim 

pengawas, pengurus dan ahli (bila ada). 



Menurut pasal 251 IJIJK, rencana perdamaian ini akan gilgur demi 

hukum, bila sebelum putusan PKPU meinpunyai kekuatan huku~n yang 

pasti, ke~nudian ada putusan yang mengakhiri l'enundaan Kewajiban 

I'embayarn Utang. 

Apabila rencana perda~naian dilampirkan pada perlnohonan 

penundaan sementara kewajiban pelnbayaran utang ittau telah disalnpaikan 

oleh debitur sebelum sidang, maka pelnungutan suara tentang rencana 

perda~naian dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat : 

a. telah ditentukan kdpan tagihan yang terkena PKPIJ pdi.ng 1a.m.ha.t h3rt.w 

c l  isa:mpa,ikan. kepada. pengurus; 

1). tel.ah di.tentukdn tanggal. &an waktu rencana pecdamaian yans di11s1ll kan 

itu akarl dibicarakan dan diputuskan dalaln rapat permusyawaratan 

hakim; 

c. dipenuhi tenggang waktu rninin~al 14 hari antara a dan b di atas. 

Apabila syarat tersebut diatas tidak dipel~uhi atau jika kreditur 

konkuren belurn dapat memberikan suatu mereka mengenai rencana 

perdainaian. maka atas pennintaan debitur, para kreditur harus i~~enentukan 

~~cnzhctiart a/uupenolakarl kewajiban pen~baya.ran utang secara tetap dengan 

~naksud untuk ine~nungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk 

unempertirnbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang 

diadakan selanjutnya. 

Jika jangka waktu penundaan semehtara kewajiban pembayaran 

utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetuji~i pemberian PKPU 

secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan 
L '\ 

balas waktu 270 hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana 

perdamaian, ~naka pengurus pada hari berakhirnya wajib ~nemberitahukan 

pengadilan, yang harus menyatakan debitur pailit selambat-la~nbatnya pada 

lmri berikutnya. Pengurus wajib mengumumkan putusan tersebut diatas 



dalam Berita Negara dot1 surat kabar harian yatlg diti~lljuk nleh I~akim 

Ixl.rgawas. 

Apabila rencana perdarnaian telah diajukan kepada panitera , ~naka 

~nenurut pasal252 UUI< pengadilan harus menentukan : 

I.. Hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang penundaan 

kewasiban pemnbayaran utang harus disalnpaikan kepada pengurus. 

2. Tanggal dan waktu rencana perdarnaian yang diuslkan itu akan 

dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakiin. 

Penentuan waktu rencana perdamaian setidak-tidaknya 1.4 hari sejak batas 

~crakhir pcnya~npaian tagillan-tagihan yang terkena penundaan kewajiban 

pe~nbaparan utang k.epada pengurus. 

Dalam pasal 253 ayat 1-4 UUK menyatakan bahwa, I,eilgul.us 

wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan 

di~nasukanilya rencana perdainaian, kecuali sudah diuinuinka~~ sesuai 

ketentuan pasal 215 UUK. Pengurus juga wajib memberitahukan dengall 

surat tercatat atau ~nelalui kurir kepada senlua kreditur yang diketahuinya, 

dan dalam pemberitahuai~ tersebut harus disebutka.11 tagiahan-tagillan yang 

tidak terkeria T'enundaan Kewajiban Pernbdyaran Utang. Pengurus jugat 

dapat mensydratkan agar debitur memberiiahukan kepada hereka, uang 

~nuka dalam j h l a h  yang ditetapkan oleh peAgurus guna ~nen~itup biaya- 

biaya uhtuk pe~~gumuman dan pemberitahuan tersebut. 

Taglhah-tagihan hanis diajukan- keddda pengurus denyan cara 

~ncnycrtl\\kan sllkt tagihan ataupun bukti tertdlis lainrlya yang merlycbutkan 

s i M .  &an jumldh hgihim disertai bukti-bukti yang mcndukungt~ys atau 

sal inan bukti-bukli itu. Untuk penyerahan tagihan-tagihan tcrsebut kredilur 

dapat ~ninta tanda terilna dari pengurus (pasal 254 W K )  



Apabila pe~iiungutan suara tidak dapat dilakukan atau jilca krcditur 

konkul-en belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencna 

~xrdamaian, 11iaka atas pennintaan debitur, para kreditur harus 

meneutulian peniberian atau penolaka~i penulldaan kewajiban penlbayaran 

utang secara tetap. Hal ini di~naksudkan untuk memungkinkan debitur, 

pengurus dan para kreditur untuk me~nperti~nbangkan dan ~nenyetujui 

perda~naian pada rapat atall sidang yang diadakan selan.iutnya. 

Kernudian menurut pasal 36 1 UUK, atas permintaan pengunis atau 

karena jabatannya, I-lakim pengawas dapat menunda pembicaraan dan 

l~c~iiungutati suata tcnbdng redncana pcrdamaian rcrscbut, dcngan ictap 

mcrnpcrhatikan kcicnti~an mcngcnai jangka \vaktu PKPU scpcr[i Jiatur 

lli11i111i pasal 21 7 ayal 4 IJIJK. 

Apabila icrjadi pcnundaan pcmbicaraan dan pclni~ngulan suara? ~naka 

pengurus \vajib ~~iel~gulnutnkan I)enentuan waktu tersebut bersa~iia-sarna 

dengall dimasukkannya rencana perdalnaian, kecuali jika putusan PKPIJ 

tersebut sebelumnya telall diumumkan dalam Berita Negara d a ~ i  surat 

kabar hnrian yang ditu~ijuk ole11 liakim pengawas. 

Apabila PKPU secara tetap disetujui, maka penundaan tersebut 

berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak 

putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. 

I'agilian-lagillan yang tidak torkona PKI'U tidilk boloh diajukan kcpada 

pengurus. Apabila tagihan-tagihan tersebut telah diajukan, maka PKPU 

bcrlaku juga terhadap tagihan-tagihan tersebut, dan terhapuslah seliat, hak 

isiimewa, hdk retensi, gadai, hak tanggungan atau hak agungn atas 

kcbcr\dwan lain (peual 254 riyal 2 UUK). Hak-hak. iersel~ui rneiljadi tidak , 

hapus, apabila tagillan itu ditarik kembali scbclum pernungutan suara 

diniulai. 



Berdasarkan ketentuan pasal 255 IJIJK, tagillan-tagillan yang telah 

di~nasukkan pada peugurus aka11 dicocokkan dengall catatan-catatan dau 

lagoran-laporan debitur. Apabila ada keberatan tentang diterimanya suatu 

piutang, l~arus diadakan perundingan dengan kreditur dan pengurus berhak 

lninta ke,pada kreditur yang bersangkutan untuk lnelengkapi surat-surat 

dan meuninta agar diperlihatkan semua bukti yang asli. Terhadap tagihau- 

tagihan tersebut akan dibuat daftar dengan menyebut nama, tempat tinggal 

para kreditur, jumlah piutang masing-masing beserta pen-jelasannya, 

apakah piutang tersebut diakui atau dibantah. Piutang-piutang rang 

berbunga harus dirnasukkan dalarn daftar tersebut dengin perhitungtan 

bunganpa sampai pada hari PKPU. Untuk tagihan-[agihan dcngan syarat 

[ ~ I I I ~ ~ L I ~ I  liolcl~ cli~~ii~sukki~ri cl i~lur l i  dilflar 11nluli r ~ i l u i  yi~rig I~crlitku pada saat 

( l i  ~ l l l ~ l i ~ i ~ i ! ~ f i  P C I I I I ~ I ~ ~ ~ I I  Kcwaj iban Pclnbayaran Utarig. J ika pcngurus darl 

l>itl.il I \~ 'cdili~~'  ritlnk ~iic~icayai kcscl~akalan lcr\lar~g pcriclapari ni1a.i tugihan 

t e ~ . ~ ~ l ~ l t ,  liiaka tngihan d~~ i i i k i an  h a r ~ ~ s  diterima secara bersyarat untuk 

~ . I ~ l ~ ~ I i ~ l i A i \ ~ \  O I C I I  I\:lki~n ~ I C I \ ~ ~ I \ . V ~ ~ S .  

Mennrut pasal 259 I I \ IK,  suatu pinta~lg ynng dapat ditagil~ pada 

\valitu yang tidak dipastikan atau yang nlemberilian liak atas tunjanga~~ 

berkala, I~arus di~nasukkan dalam daftar dengall ~lilai pada saat 

pc."~i;~~igguha~~ pambayaran itu ~nulai berlaku . 

Sc~niln pilltang yang beru dapat ditagih .uc/crl7lo7 kemudian se.jak 

Pcnundaan Ikwajiban Pembayaran Utang berlaku, diperlakukan ,veolah- 

1~li;lr t1tlpt11 tli/(r,qill ptrlk~ SU(I/ I ~ ~ ! T c ~ I ~ I .  Eernua piutang yang batu dapat 

cliti~gil~ .~e/cltrh sc./tr/.rtrn, tcrhilurig sejak ~nulai berlakunya P e r ~ ~ n d a a n  

I c i ~  I'cmbayaran Ulang, di~nasukkan clalaln Jaftar dcngan : 

~~crl i i~ur~gari  waktu .~c~/eluh /ewc1//7yu wclk/tc sejc~k .WI(I/ lersehlrl. Salinan 

claliar piutang tcrscbul disimpan di Kepanitcraan Pengadilan agar dala~n 

w u k ~ . u  7 Ilari schelu~n diadakan rapat yallg dise\)utkan dala~n pasal 252, 

clapat dilihat dengan cu111a-cu111a oleh siapa saja yalig ~nengl~endakinya. 



Meni~rut pasal 262 \JIJK, dalam rapat tersebut, haik para pengurus 

u\aupun para alili (,kalau ada), llarus me~nberikan laporan secara tertulis 

111zngenai perdamaian yang ditawarkan itu. Debitur benvenang untuk 

~nsmberi keterangan dan mengadakan pembelaan mengenai reucana 

psrdnmaian tersebut, begitu pula untuk inengedakan perubahan rencana 

perdan~aian tersebut selalna permusyawaratan berlangsung. 

Piutang-piutang yang disalnpaikan kepada para pengurus harta 

setdah lewat tenggang w a k t ~ ~  yang ditentukanoleh hakim, tetapi selambat- 

1:trnbatnya 2 hari sebelum rapat diadakan, harus dimasukkan dalarn daflar 

para ~~crininlaan yarlg diaji~kan pada rapat tcrscbul, apabila pcngurus 

mt\upun krcdilur yang hadir tidak keberatan. Tctapi bila krcditur 

I>ct.l~ularlgarl utituk ~~lclal~orkan lebih dahulu kat.crla te~npal tiliggalnya 

~ R I I I I ,  aka11 Jipcr\imbangkan oleh hakim apakah iagihan tersebut aka11 

dimusukkan dala~n daHar atau tidak. Piutang-piutang yang dimasukkan 

X I C I ~ I I I  i ~ i ~ ,  I i i l i ~ k  ~ I ~ ~ I I I  ~ l i i ~ l i ~ s i ~ h h i ~ ~ ~  t+Ii1li\111 ~ l i~ l i i \~ . ,  

Ualam rapat tersebut, para pengurus harta berhak uutuk menarik 

kzmbali sstiap pengakuau atau penolakai~ yang telah dilakukan. Debitur 

maupun kreditur yang hadir, bole11 melakuka~~ penolakan terhadap 

piutang-piuta~~g yang telah diakui oleh pengurus baik seluri~hnya Inailpun 

scbagian. Pengakuan atau penolakan (bantahan') yang telah dilakukan 

dalnm rapat harus dicatat dala~n daftar. Ilaki~n pengawas hari~s 

i l~c~~cntukan apakah dan sa~npai jumlah berapa para kreditur yang 

\;\:gitl;\~inyt~ clib:~ntah, tl21p~1t i k u t  serta dwlam pernungutan suara. 

i\llcnu~.itI pnsal 279 l j U K ,  permohonan-permolionnn : 

Pcnullclaan Kcwajiban Pernbayaran Ulang (PKPU) 
I Pcrl~a.kh i rarl PK.PU 

rn IJpaya liukuill terliadap putusal~ pe~igakhiratl PKPU 
I I3etlcabut.at~ PKPU ole11 debitur 



s I'crbailian risalnli rapat untuk ~i~cndukung rcncana ~>erd;l~i~ai;ln 

~~r tda  pengadi Ian 
. I'embatalan perdamaian 

l-lnruri ditanda tangani ole11 penasehat hukum yang mempunyrri ijin praktek 

yang bertindak berdasarkan surat kuasa kecuali apabila dim?iukan oieh 

para pengurus. 

Pemberian PKPU secara tetap berikut ~erpan~jangannya ditetapkan 

oleh Pengadilan Niaga berdasarkan: 

8 Perset~ljuan lebih dari '/2 kreditur konkuren yang haknya diakui 

arau scmcnlara diakui yang hadir mc\i/akili paling scclikit 213 

Ix~gii~rl duri sclurul~ tagiharl yang diakui alau yimg scmcn1ar.a diakui 

dari krcdilur konkurcn alau kuasarlya yarlg hadir dala~n sidang 

lc1.scIN.Jl; 

a Perssl isillan yang ti~nbul antara pengurus dan para kredi tur 

kollhul.t.ll letilallg llak suara kl.editul tt'r.sel,ut, dil~utuskn~l ole11 

Ilalii 111 pengawas. 

I '( I I T I O I I  I ' t . 1 ( 1 1 ~ ( l t t  ~ ' C ' I U ~ J  UI(IS  ku.vt~\. P7: 77/<7'A MAS (:OMIi'XINIlO dengun 

IZl'I'.:! pi/(li/ /ct~,~yqill 3 i l j ~ ~ ' i l  2000 scpcr./i bcraiklci i t ) ;  : 

P U ' l ' U S A N  

NOhlOR : O ~ / P K P U / ~ O ~ O / P N . N I ~ ~ G I ~ / J K T . P S T  j o  

NOMOR : ~OO/PL\ILIT/~~~~/PN.JKT.PST 

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIIANAN YANG MAI.TA 

ESA" 

Pcrlgadilatl Niaga pada Pc~lgadilarl Ncgcri Jakarta Pusat yang 

~ileinel~iksa dan lnetlgadili pel.~nollonan Kewajibarl Pe~rlbayaran Utatlg 



il'l<l-'ll) pada tingkat Pertama telah me~ljatuhkan putusan sebasai berikut 

atns pc'~.l~~ohonan dari : 

t-''I'.'l'tH'l'AhlAS ~~Oh. IESlNUO,  yang berlcedudukan di Jakarta 

dan beralamat di Gedung BRI 11, Lantai 24, Jalan Jendral 

Sudirunan Kav. 44-46, Jakarta 10210, dalam ha1 ini diwakili 

oleh kuasanya llot~nan Paris Ilutapea, SI.-I. dan Partners, 

beralamat di Gedung Summitmas I ,  lantai 18, Jalan Jendral 

Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat 

Kuasa Kl~usus lertanggal 26 Januari 2000, selanjutnya disebut 

schaSai :PEbIOfIOS PI<PU ;--------------------------------------- 

I3hl)AN I'I'NYKH.4-I'AN PF:I~RANKAN NASIONAI,  (RPI'N), 

I>c.l~alal~iat Ji Wisliia Batik da~ia~iion, I.alitai 24 dan 30, .laIan 

.Ienral Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 13,930, dalam Iial i~ii  

di\.kfakili ole11 kuasanya Abdul Haliim (i. Nusantara, SH. LLM 

dan Uen~iy K.Harman,SH,MH, Advoliat da~ i  Pengacara pada 

Kantor Hukum Abdul Hakim Ci. Nusantara 8: Partiiers, 

beralamat di Jalan Salelnba Tengah No. 39 BB, Lantai 2 

Paseban, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa IChusus 

tertanggal 29 Desember 1999, selan.jutnya disebut sebagai 

TERMOIION PI<Pl? ; --------- ----- .................................. 

Sctclah lneinbaca Pcnctapan Kctila Pcnsaclilan Ncgcri/Niaga 

.li11..;111i\ I ' I I s ~ I I  I C I I I ~ I I \ ~  I I C I ~ ~ I I I ~ I I ~ ~ I I \  S L I S L I I \ ~ I I )  Mi~.iclis I I i \ l < i ~ ~ i  I > C I . ~ L I I . ~ I  NOIIIOI. : 

02:'PKPI Ji2000iPN.N1A(;AIJKT.PST jo No~nol- : 1 OOIPAll,IT/1999iPN..lKT 

\ 'ST \el.\ali~.al Malet 2000 ;--- ..................................................... 
C.L. 



Setelah memkaca surat pennolio~ian Pe~iundaan Kewa-iiban 

i'clnbnynrall ljtantr 3 ( PKPlj) dari ~ e ~ l l o ~ i o ~ i  ;---------------------------------------- 

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lainnya ;-- 

TENTANG DUDUKNYA PERKARNYA: 

Meni~nbang, bahwa Peinohon telah lnenga,iitkan pennohonan 

Pc.nundaan l<ew,?j iban Pembayaran Utang (PICPU) yang didaftarkan pada 

Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

1~1d;r tanggal 27 Januari 2000 d e n ~ a n  Nolnor : 

OZiPKPU/2000iPNINIAGAlSKT/PST yang isinya sebacai berikut :--------- 

2.  I3nllwa 1''I'. 'I'ir-la~nas Comexindo (Pernolion PKPII )  adalali suatu 

pt'rusalinc?~~ nasional yaiig bergerak di bidang trading (ekspor-impor) ;---- 

, rhhwa ju~ i~ lah  tagillan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN') 

bcrnsul dari tagili;in P'r.Batik tnmara, Tbk, T'erh~ldap rkmolion 

Per~undaan 1Cewa.jiban Pembayaran Utang (PICPU) adalah sebesar Rp 

38.191.277,78,- ( t i g  puluh dclapclri milyar seratus sembilar? pi~luh satu 

,jutti  se~nbilan ratus empat puluh sat11 ribu dira ratus tujuh puluh ti!juh 

ri~piah tiljith pi~lilh delapan sen). Keabsahan dari pengalihan tagihan dari 

PT. Bank T#~nttrn,Tbk licpada Badan. Pcnyeh~twn Perbankan Nasional . 

(,BPl'N) discrahkan pcnilaiannya kcpada Pcngadiian Niaga, Hakirn 
Pcng,,awas darl Pcng~lrils ................................. 



11iasih nisliliat adanya kemunglii~ian perusahaan dapat dijala~~kan apabila 

diberikan tenggang cvalctu untuk menunda pembayaran hutangnya dan 

!;enlungkinan untuk nielakukan pembayaran kepada para kreditur masill 

tctap ada bila dilihat dari asset dan laporan kei~angan serta aktivitas 

perusahaan. Terlampir laporan auditor independen dan laporan keuangan 

nntuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Dese~nber 1998 dan 

1997, dari kantor Akuntan Publik Drs. Robert Yogi yang beralarnat di 

lalan Mqjapahit No. 20, Blok B 103-104, Jakarta (Bukti P-I)  ;------------- 

i. I%i~l\wa j l~i~l l i~l l  C ~ ~ I I I  pc1.ill~ii111 Kt.cdi(~11. ~li11.i I ' C I I I U ~ I O I I  P ~ ~ l l i ~ \ d i ~ i t ~ \  

Kcwqjiban Pc~nbayaran Utang (PKPU) (lapa\ dilihat pada halaman 2323 

<la11 24 dari Rukti P-1 darl Daliar Krcditur Pclnohori (Rukti P-2j yaitu :-- 

I 

NAMA j ALAMAT i N(, 
j JUMLAII 1 

, 

j ( Ynng Dilionversi Menindi Rupinh) I 
.--7 

i 1. p,ja. Nilio Wisma Bll, JI. 'M.H. I 322.000.008.050 
i I j 

! I Securities 
! 

I 'I'hamrin Kav.2, Jakarta i 
I 

i Indonesia 1 10350 i 
I i I 
! 

P'I'. Bank Il111un1 i Bunas Centre, JI. Senen / i 2  ! I ! 
j j Nasional, Pusat / Kaya No. 135, Jakarta / 33 1.271.627.372,- 

I 
i 110410 j 

. . . _ I  . . . . . .  _ . .  ! . .  - 

: 3. PT. Rank Negara ( (icdung BNI, .It .  .lend. ( 
I 

-4. 

: ? i PT. Rank Ccn~ral I dl. Wahid Hasyim Branch, 1 



- . . - - - --- - - 
j ) Asia 
I ! 

i 

1:- 

I 6. PT. Bank 

1 I Uppindo I Kav.C-19, Jakarta 12940 / 20.125.000.403,- 1 

Jakarta 10340 I 

J1: Ga-jah Mada No. 7 
I I Marapan Senfosa 

j 7. 1 PT. Bank 
I 

JI. K.H. Wahid Hasyim 82, 

Jakarta 103 10 / 24.150.000.483,- 

JI. H.R.Rasuno Said 1 

Budi Office Park, JI. H.R. 

Iiasuna Said jakarta 12920 

44.722.258.894,- 

i- 

j 8. 
I 

! 
I 
! 

PT. Rank Haga 

PT. Bank 

Universal 

. . . . - . - - - -- 
~ k t a  

lntcrnasional 

Final~ce 

j I / 

i 1 1 .  I PT. Bank 
i I 

11. Abdul Muis ?do. 28, 

Jakarta 10160 
------ - - . . - . . .. . 
Lippo Centre, Tower 1, 

Room 3607, 89 

(,)ueet~s\vay, Flor~gkorig 

ATD Plaza, J1.M.H. / 

- 
- - - -, -- . . .- - 

4.5 1 1,354,445,- 

Tharnrin Kav. 3, Sakarla / 10.21 7,468,858 
I 

I 

JSX Building, Tower 11, 25 i 
I 

th floor, J1. Jend. Sudirman 

Kav. 52-53, Jakarta 

Robinson Road # 09-00, 

SIA Buliding, S'pore 26.753.2 10,- 

068896, PO Box 3331 

R.Road, S'pore 1 
-. . -- - J- -- 1 1.020.222.547.282,- 

?..- 

! l I A 1 , A M  R U P I A H  ... 

1 6.380.000.000,- 

. . .. ---.-,..--- 
i I .  / PT. Bank Haga 

i ; 1 
i -. ! ' i PT. Bank Kredit 

I 

~ 
Jakarta 1 0 1 60 

Gedung BKA, J1. Wahicl 

1 Asia Hasyiui No. 96 A 1 3 1.655.450.609,- 



I .  i PT. Bank Pelita 
1 i 

1 

i 
I 

: 5. / P'P. Bank Umum 

( j Koperasi Indonesia 

I 

Jakarta I 

3. 

J1. Abdul Muis No. 28 

I ! 
i 

i ! , . - . _ _ - _ _ . _ _ . . . _ _ _. _ _ ____ : S. PT. Bank Global 
i 

Gedung Tamara, J1. 

Jend. S~~dirman Kav. 24, 

Jakarta 

PT. Bank Tamara 

16.617.000.UO0,- 

j 
j 

i 9. I PT. Bank Bahari 

2 1.000.000.000,- i I 
! 
i j 
1 I 

i 

Jakarta 10160 
I 

i 10. I PT. Bank lndustri 
j I 
I 
! j 

i 1 1. 1 PT. Bank Universal 

I 

5 1,  Jakarta I2770 i 
I 

Bukopin Building. J I .  / 

Bukopin Building, JI .  

MT. Haryono Kav. 50- 10.200.000.000,- 

Ma.japnhit Raya No. 8, 1 7.000.000.000,- 
i 

Jakarta I i 

M'I'. Haryono Kav. 50- 

. -- - --- - . - . - . . . - ., - - . . - 
Menara Global 2 ncf ' I floor, JI. Gat01 S u b r i ~ o  1 4.845.2 19.204,- 

9,680.073.9 1 3,- 

Kav. 27, Jakarta 12950 I 

SI. I-Iayam Wuruk 127 A,  I 
I 

5 1 ,  Jakarta 12770 1 
. .. .. --- -. .. ... . . I  . - 

Wislna Sarinall, HI. I 
I 

Jakarta 1 1 180 I 

J1. Hayarn Wuruk 127 A, 

Jakarta 

I Atrium Buliding, Setia 1 
i 

Budi Office Park, JI. I I I 
H.R. Rasuna Said, 1 

1 Jakarta 12920 i 
i 

I -  --  

I I '  Uni Bank, .II. Hayam Wuruk 12 I ,  ' 
I 

I I 
1 1 Hayam Wuruk Jakarta 57.733.266.025,- - 
I ,Jumlah 175.71 7.009.751 



. - - 

I TRUST RECEIPT 

I DALAM VALllTA ASING I 

3 / PT. Bank Uppindo 

1. / PT. Bank Pelita 
I 
1 
! 

I. Duta internasional 

1 Finance Hongkong 

2. 

I 
I . . .  .. ... . . _ _  . . _ 
Jumlah 

Credit Liyonnais 

JI. Wahid I-Iasyim No. 

55, Jakarta 10340 

Mulia Tower Suite 250 1 ,  

J1. Jend. Gatot Subroto 

Kav. 9-1 1, Jakarta 12930 

JI. H.R.Rasuna Said 

Kav. C-19, Jakarta 

12940 

Lippo Centre, Tower 1 ,  1 

Room 3607, 89 / 
Queensway, Hongkong 1 

DISKONTO WESEL 

SIA Building, S'porc 1 - 

IIALAM VALIITA ASINC 

I 

068896, PO Box 333 1 1 i 

1 .  I Rabo Bank 
I 

I I 

I S O N  S A N K  (DALAM KllPIAH) 

I Robinson Road # 09-00, 1 

! ! --- 
i 1; PT. Bahana Pernbinaan / Graha Niaga 18 th  floor, 1 
! .  

J1. Jend. Sudirn~an Kav. I 
58,  Jakarta 12 190 

- . - . - - - - - - . . - 
Ju~nlali Hulang Rank dan 

I.cmbaya Kcu~ngan Nun 1 1 ,556.3 15.63 1 ,624,- / 
Rank 1 

.. ... I 



Hadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) apabiln ada tagihan tersebut 

dlatas telall secara sail diali\llcan ; .................................................... 

Para lcreditur lain yang akan mendaftarkan dikemudian hari ;------------------ 

Beberapa ICreditur tersebut diatas telah mengalihkan piutangnya kepada 

Pemohon Pailit (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) ;---------------------- 

6. Dcngan dcmikian jumlah kewajiban Pemohon Penundaan Kewajiban 

Pembayaratt Ulang (PKPU) yang telah akan jatuh tempo kepada para 

Kreditur adalah sebesar Rp 1.556.31 5.631.624,- (salu trilyun lima ratus 

lilna ~)ululi cnurn ~nilyar Liga ralus lirna belas jula criarli ratus t i p  ~)ululi 

satu ribu erlalii ratus dua pulul\ ellipat rupiah) ;------------------------------- 

7. Sedar~gkall total asset yang dimiliki ole11 Perno11011 Penundaatl 

lcewajiban Peiiibayaran Iltalig (PKPU) menurut pel~gakuali Pemohon 

Peuundaan Kewajiban Pelnbayaran Utang (PKPU) adalal~ diperkirakall 

sebesar Rp 1.874.609.010.290,- (satu trilyun delapan ratus tujuli puluh 

empat milyar enain ratus sembilan juta sepuluh ribu dua ratus sembilan 

pllluh rupiah') ; ----------------------------------..----------------------------------- 

8. Berdasarkan hal-ha\ tersebut diatas rnaka sebenarnya Pe~nohon 

Penundaaan Kewajiban Pembayardn Utang (PKPU) dapat melunasi 

seluruh kewdjibannya terhadap para Kreditur d i n  karenanya -,mohon 

kcpada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , 
\. 

agar berkcnan rr~cngibulkan permohonan Pcnundaan Kewdjiban 

Pcllil~ayilr~urr 1Jtiing (PKPU) yaog Jiajuka~i olcll Pqrnohon Penundaan 



0 .  Ual~~va Pc1noho11 Penundaan Kewajiban I'embayaran lJtang (I'KI'IJ) 

al;an ~ne~igusulkan rellcaua perdanlaian kepada para Kreditur dalam 

wnktu dekat ; ........................................................... ------------ 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut Penlohon Penundaan Kewajiban 

Pembayamn Utang (PICPU') 111ohon agar Ketua Pengadilan Niaga pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan sebagai berikut :----- 

1 . MengablIlkan permohonan Pemohon ; .......................................... 

3. Menunjuk sdr. Drs.l:Ien.,on,SL<,MM, beralamat di J ~ l a n  Taman Satihan.1 

Raral No 21) .T;lkarla Pllsill sehilsai P e n g ~ ~ r ~ ~ s  (kin menunjuk Hakim 

Pe1lgdwds utlluk tt~claksar~aliaa 1.1~g3snyil seslliri Per~1erinia.h Pengya.nti 

I.lndang-1Jndang (Perpu) No. 1 tahur~ 1998 jo  IJndang-1 Jndang No. 4 

1;lllull 1998 ; ........................................................................ 

Mcni~nbang, bahwa sesuai ketentuan 2 14 (2) I Jndang-I Jndal~g 

No~nor 4 tahun 1998 Majelis Hakiln telah ~ne~~gabulkan Penundaan 

Sementara Kewajiban Pen~bayaran Utailg sebagaima~~a dalam Putusan 

I'el~gadilan Niaga pa& Pengadilan Negeri Jakarta Nonlor : 

cj?iPKPU/2000/PN.NIAGA/JK'1'.PS'Z' jo NOMOR: 100/PIL1??1999/PN.J KT. 

PST tercanggal 28 Januari 2000 ; ------------ --- ---- - ----------- ------ ---- ------ ---- - 

Meniinbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan 

pada hari : Senin, tanggal 13 Maret 2000, telah hadir I-Iakim. Pengawas, 

Penguri~s, Kuasa Pemohon (Debitur) dan Ki~asa para Kreditur ;---------------- 

Monimbany, bahwti urlluk monyinyka~ pulusnn ini, mtikti scb%la , 

scscialunya yang tclah d i m i ~ a ~  didalam bcrita acara sidang dianggap sudah 

t.cr.lna.suk pula dalaln duduknya pcrkara i.ni ;--------------------------------------- 



Meniinbang, bahwa inaksud dan isi permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut diatas ; ....................... - --------- -------- --------- ------- 

Menimbang, bahwa Majelis telah rnendengar laporan dari 

Pengurus dan dipertegas didepan persidangan oleh 1-lakim Pengawas, bahwa 

lclah acla itikad baik dari ~enlbhon (Debitur) urltuk menyelesaikan hul-ang- 

hu~angnya kepada para Kreditur dengan suatu ussulan Pcrdamaian ;----------- 

Mcni~~ibang, bahwa usulal~ pcrclalnaiatl tcrscl~ul 1 I~isa 

ciitelltukall statusnya setclali raapat verifikasi, artinya ju~nlali utang Debitur 

sudall pasti/tetap, delllikiall juga jutnlah suara Kreditur. Sedarlgkan dalalrl 

perkara ini, sesuai dengan laporan Pe~~gurus dan Hakim Pengacvas, bahwa 

rapat verifikasi- belum selesai sehingga perlu diberi waktu kepada Debitur, 

Kreditur, Pengurus dan Hakiln Pengawas untuk menyelesaikan verifikasi 

iltang piutallg tersebut ;----- ........................................................... 

Menimbang, bahwa lnengenai keabsahan Cessie yang dipersoalkan 

oleh Debitur dalam perkara ini, hams ditolak. Sebab menyatakan sah atau 

tidaknya Cessie tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga, tapi 

~nerupakan kewenangan peradilan umumPengadilan Negeri ;------------------ 

Menimbang, bahwa hakekat daripada diajukannya permohonan 
-\ 

Pcnundaan Kcwajiban Pe~nbayaran Utang (PKPU) adalah ~ne~nberi  

1 c s c t a 1 1  kcpada Pc~nollon Jalaln llal ini adalall Dcbilur urituk 

~nel.estrukturisasi hutang-liutangnya agar didapat peliyelesaian liutang-hutan 

Lersel~ut kepada scluruli Kreditur secara baik dan tutltas ;------------------------ 



Menimbang, bahwa berdasarkail peitimbangan-pertimbangan 

diatas dellgall illeillperllatikan pada pendapat beberapa Kreditur (BPPN) dan 

Bank Mandiri) yang menghendaki agar didaka11 penlungutan suara (voting), 

Illaka Mejelis berpendapat bal~wa adanya itikad baik Pemohon untuk 

mcnyelesaiakan seluruh hutang-hutangnya dengan cara baik dihubungkan 

pula dengan kenyataan sebagaimana dilaporkan Hakim Pengawas dan 

Pengurus bahwa pencocokan utang yang belurn selesai, maka permohonan 

Pc~nohon sebagai Debitur agar diberikan Penundaan I<cwa.jiban Peinbayaran 

Utang (PT(PU) tetap, patut dikabillkan ; ............................................ 

Mcmperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Lahun 

1998 serta peraturan yang berlaku ; .................................................. 

M E M U T U S K A N  

- Merigabulkan permohonan Penuridaan Kewaji\~an Pembayaran Utang 

(,PWU) Tetap, untuk G (enan) bulan terhitung sejak berakhimya 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ;----------- 

Demikiau diputuskan dalam permusyawatatan Majelis Hakin1 pada 

hari : Senin, tanggal : 13 Maret 2000, oleh kami : MAHDI SOROINDA 

NASUTION,SH. sebagai Hakim Ketua, serta NY. PUTU SUPADMI,SH. 

d m  SYAMSUDIN MANAN SINAGA,SII.bAI-I, masing-masing sebagai 

I-lakiln Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum pada hari itu juga.oleh I.lakirn Ketiia tersebut dengan dida~npingi oleh 

para llakim Anggota, dengan dibantu : CRISTANTO PUDJION0,SI-I. 

sclaku Panitcrea Pcnggunli dcngan hadirnya Kuasa-Pcmohon dun Kuasa , 

Krcdi~ur . 



HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETlJA MAJELIS, 

' 1. NY .Y U'rU SUYADMI,SH. 

MAHDl SORONINDA NASUTlON,SH. 

2. SY AMSUDIN MANAN SINAC;A,SH. 

PANITERA PENGGANTI, 

Dalam putusan yang memberi Penundaan Kewajiban Pembayaran 

I.llang, pengadilan dapat memasukkan ketenluan-kelenluan yang dianggap 

pcr.lu u n ~ u k  kepcnli.r\garr para krcdilur. 

Hakiln perigadilall dapat lnenetapkan tindakan-tindakan yang 

dianggap perlu tersebut setiap waktu selalna adanya Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, berdasarkan : 

a. prakarsa hakiln pengacvas; 

b. pennintaan pengurus; 

c. perinintaan satu atau lebih kreditur. 

Apabila Penundaan Kewjiban Pemnayaran Utang telah diberikan, 

hakirn pengawas juga dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk 

inelaki~kan pemeriksaan dan menylsun laporan tentang keadaan harta 

debitiu &lam jangka wdktu tertentu berikut perpanjangannya yang 

diletapkin oleh hakim pengawas, lmbalan jasa birgi ahli yang diangkat, , 
\ 

tli~cntuk~ln olch pcngurus. 
1 

Apabila diangkat lebih dari satu ahli, lrlaka 

tindakan yang sali dan lnengikat, paraalili liarus 1nelne1.1 



lebih dal-i '15 jumlah para pengurus. Apabila sual-a setuju dan tidak setuju 

saula banyaknya, luaka agar tindakan para aldi sail dan mengikat, liarus 

memperoleh persetujuail I~aki~i l  yellgawas. Para ahli yang diangkat dapat 

diganti atau ditnmbali oleh liakim pengawas ntas pennintaan kreditur 

Iionkuren dan permintaan tersebut hanya dnpat diajukan apabila 

didasarkan atas persetujuan kreditur tersebut dala~n rapat kreditur dengan 

suara terbanyak biasa. 

Ap(~hiln perntohorzan pernyataan pailir dan pernzol~onan penzmduan 

pc)rnhcryc~run diperiksu pudu suat yang bersun1uun, muku permohonan 

po111~1iduu1~ kewujihun panrhuy(1rul7 trlung I7urlis dipri/lr.skun /crlehil~ d~llu. 

PcngaJilan dapat mcnyatakan dcbitur pailit atas laporan pengurus apabila : 

i Jangka waklu pcnuridaan scrncntara kewajibari pcmbayaran ulang 

bcrakhir, 

11. karena kreditur konkureri tidak rnenyetujui pernberian penundaan 

kewajiban pe~nbayaran utang secara tetap, atau 

c .  peq~arijarigan sudah diberikan tetapi sainpai dengat1 batas waktu 

yang ditetapkan (270 hari) belu~n tercapai persetujuan terhadap 

rencaria perda~naiarl. 

Sela~ijutnya pengurus wajib mengu~~iumkannya dalani surat kabar harian 

di ~nana  pe~nohon penundaan kewaj iban pe~nbayaran utang diumumkan. 

Apabila permohonan penundaan kewajiban pe~nbayaran utang 

melipnti utang dengan jiunlah besar atail bersifat rumit ~naka  pengadilan 

dapat lnengangkat panitia kreditur atau apabila dikehendaki oleh kreditur 

konkuren yang mewakili minimal 112 bagian dari seluruh tagihan yang 

diakui scpcrti yang dilenlukan dalam pasal 2 1 7 B ayat 1 . 
\ 

Dala~n ~ncnjalankan jabatannya, pcngurus wajib menerima scrta 

~~lc~npcr*tinibangka~i rekornendasi panilia kredi tur. 



13;unitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum deligal1 

mencantumkan utituk setiap Penundaan Kewajiba~i Penlbayara~i Utang : 

1 .  Ta~iggal diberi kan pe11ulldaa11 sementara kewaji ban pem bayaran 

utang dan tanggal-tanggal diberikan PKPU secara tetap berikut 

perpanj angannya; 

2 .  Icutipan putusan pengadilan Niaga yang menetapkan PKPU yang 

bersifat se~nentara maupun yang tetap dan perpanjangannya; 

3. Narna hakim pengawas dan pengurus yang diangkat; 

4. Ringkasan isi perdalnaian dan pengesahan perdalnaian tersebut oleh 

pengadilan; 

5. Pcngikhirarl pcrdamaian. 

I ) i \ l ' l i~r  L I I I I L I I I ~  i ~ l i  ~ c ' t . I ) i ~ k i ~  1111{uk 1111111111 dill\ ( i ~ l i ~ k  d i l ~ i ~ ~ l g ~ ~ l  Ijii~yil Ixigi 

~l~cl.cka yatig akan n~clihalnya. Mcngc~iai bcliluk dan isi cialiar irlnun) 

I L ' I . S ~ ~ ) U I  aka11 dilelapkall 0Ic1l Mallkat~~ah A ~ u I I ~ .  

Bila permolnona~n PKPlJ secara tetap ditolak, debitur tidak dapat 

~iien:rajuka~i kasasi. Sebaliknya bila perniol~olnai~ PKPlJ dikabulkan, 

kreditur tidak dapat rne11ga.iuknn kasasi. 

Debitur setiap waktu berliak u~~eniohot~ kepada pengadilatl agar PKPU 

dicabut dengan alasan keadaan harta debitur sudah sede~nikian rupa 

sehingga dapat melakukan pembayaran-pembayaran lagi. 

* 

D. Daftar Pertanyaan 

1 ,   apt^ yttny dilnnksurl dun ~ujuun dittd~knnnytl Pcnundtran Kuwajibtln 

I'clnbayari~n Ulang (PKPU) dalam kcpaililan, jcl;~skan !. 

2. Siapakali yarig Japat ~nclnirrla diadakarlriya Pcr~undaari Kcwajiban 

Pelnbayaran IJtang (.PKPIJ) dan diatur dala~n pasal kel.apaka11 mengenai 

ha1 i n i ? .  



3. Anda jelaskan bagaimana cara pengajuan Penundaan Kewa-jiban 

I'e~nbayaran lltang (,PKPU) ini secara ringlcas, buatlah alur atau 

baganiiya!. 

4 .  Anda bandingkan lietentuan tentring PKPU dalam UU KepLaillitan yang 

laina ( PV') dengan UU Kepailitan yang baru ( UU No I /  1998 j o  PERPU 

No.41 1 998 '), adakah perbedaannya?, jelaskan! . 



R A B VIll 

AKTBAT PEN'IJNDAAN 

KEWAIIIBAN PEMBAYAKAN U'rANC; (PKPIJ) 

A. 'I'erl~adap Tindakan Hukum Debitur 

Selaina penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa diberi 

kewenangan oleh penguriw , debitur tidak dapat melakuksrn tindakan 

pengiiriisan ataii memindahkan hak atas seasuatail bagian hartanpa (pasal 

226 UUK). 

Apabila debitur ~nclakukan tindakarl l~ukurn tanpa ltiendapat 

kewenangan dari pengurus , maka pengurus berhak untuk ~nelakukan segala 

sesuatu yang diperlukan urltuk ~nelnastikan bahwa harta debitur tidak 

Jirugikan karena tindakan debitur tersebut . Kewajiban-kewajiban debitur 

yang dilakukali tanpa ~iielidapat kewenangalr dari pengurus yang tilnbul 

setelall dimulainya PKPIJ, llai~ya dapat dibebankan kepada harta debitur 

sepa~ijang ha1 itu inenguntungkal~ llarta debitur . 

Atas dasar kewenangan yang diberikan oleh pengurus , debitur 

dapat inelakukan pinjaman dari pihak ketiga semata-mata dalam rangka 

ineningkatkan nilai harta debitur .Apabila dalam melakukan pinjaman 

terscbut pcrlu diberikan agunan , debitur dapat membebani hartanya dengan 

hak tanggungan , gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya , sepan.jang 

pijainan tersebut telah. memperoleh persetijiian hakim pengawds . 
Pcinbcbenan tcrscbul hanya dapal dilakukan terhadap bagian harta debitur '\ 

yang bbcli~nl dijadikan jaminatl utang . 

= 

Penundaan Kewajiben Pembayaraa Utang , ti a ~ l ~ ~ ~ g l ~ ~ q ~ ~ ~ ~ M !  1 e I 

I 9 7 i 
~xrkara y m x  sudah ~nulai dilxriksa ataupuri tncl~ghalangi d~h$ha#fjGrkara 



baru. Walaupun demikian , dalam ha1 perkara yang semata-mata mengenai 

, tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur itu sendiri , 

akan tetapi kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan sesutu 

putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak kertiga , setelah tetang 

pengakuan tersebut di atas dicatat , maka hakim dapat menangguhkan 

pengarnbilan keputusan mengenai ha1 itu sampai akhir PKPU . 
Debitur tidak boleh menjadi penggugat maupun tergugat dalam perkara- 

perkara mangenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya, 

tanpa bantuan pihak pengurus . 

B. Terhadap Utang- utang Debitur 

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang debitur tidak 

boleh dipaksa untuk membayar utang-utangnya sebagaimana yang dimaksud 

pasal 228 jo pasal 231 UUK . Dan semua tindakan eksekusi yang telah 

dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan. Dalam ha1 

ini  termasuk eksekusi dan sitaan terhadap barang yang tidak dibebani agunan 

,sekalipun eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur 

yang dijamin dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan 

lainnya atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan 

tertentu berdasarkan undand-undang. Semua sitaan yang telah dipasang 

berakhi r segera setelah ditetapkan putusan PKPU secara tetap atau setelah 

persetujuan atas perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kecuali 

apabila terhadap sitaan tersebut telah ditetapkan lebih awal oleh pengadilan 

berdasarkan permintaan pengurus . 

-\ 
Selanjutnya atas permintaan pengurus atau hakim pengawas , 

pengadilan , jika masih diperlukan , wajib menetapkan pengangkatan sitaan 

yang telah dipasang atas barang-barang yang termasuk harta debitur. 



Penundaan kewajiban pembayaran utang berlaku bagi semua piutang, kecuali 

(diatur dalam pasal230 ayat 1) UUK: 

1 Tagihan-tagihan yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hak agunan 

atas kebendaan lainnya, atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang- 

barang lcrtcnlu milik dcbitur. 

2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang harus 

dibayar, dan Hakim Pengawasan harus menentukan jumlah tagihan 

tersebut yang terkumpul sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang 

yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. 

Dala~n ha1 kekayaan yang diapnkan dengan hak gadai , hak 

tanggungan dan hak agunan atas kebendaan lainnya tidak mencukupi untuk 

mencukupi untuk jaminan tagihan , maka para kreditur yang dijamin dengan 

agunan tersebut mendapatkan hak sebagai kreditur konkruen , termasuk 

~nendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selam PKPU berlaku . 

Barang siapa tnempunyai utang dan piutang kepada debitur 

berdasarkan harta kekayaan debitur , boleh mengadakan perhitungan utang 

piutang untuk pengurusannya , bila utang atau piutangnya itu telah terjadi 

sebel um mulai berlakunya PKPU (pasal232 UUK). 

Mengenai tagihan-tagihan yang ditujukan kepada debitur , bila dianggap perlu 

diselesaikan dengan cara : 

1. Diberlakukan sebagai suatau tagihan dengan syarat tangguh , artinya 

tagihan tersebut dimasukkan dalam daftar yang memuat : 

Nama dan tempat tinggal para kreditur . 

Jumlah piutany masiny-masiny beserta penjelasannya . 
Apakah piutang itu diakui atau dibantah . 

Jumlah tagihan itu ditentukan dengan nila yang berlaku pada saat 

dimulainya PKPU . Jika pengurus dan para kreditur tidak mencapai 

kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut , maka tagihan 



demikian harus diterima secar bersyarat untuk ditetapkan oleh hakim 

pengawas . 
2. Diberlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada waktu yang tidak 

dipastikan atau yang memberikan hak atas tunjangan berkala dan 

dilnasukkkan dalam d a h r  dengan nilai pada saat PKPU itu mulai berlaku 

3. Diberlakukan sebagai piutang yang baru dapat ditagih setahun kemudian 

sejak PKPU berlaku , akan diberlakukan seolah-olah dapat ditagih pada 

saat tersebut. 

Semua piutang yang baru dapat ditagih setelah setahun , terhitung sejak 

berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , dimasukkan dalam 

daftar dengan perhitungan waktu setelah lewatnya waktu sejak saat 

tersebut . 

Seorang yang telah mengambil utang atau piutang dari harta 

kekayaan tersebut , sebelurn mulai berlakunya PKPU , tidak boleh minta agar 

dilakukan perhitungan utang piutang , bila sewak:tu mengadakan pengambilan 

itu tidak dilakukan dengan itikad baik. Terhadap utang piutang yang 

pengalnbilalihannya terjadi kemudian sesudah ada PKPU , tidak dapat 

diadakan perhitungan utang piutang . 

Pembayaran kepada debitur yang kepadanya talah diberikan PKPU 

seinentara akan tetapi belum diberitahukan atau diumumkan , untuk 

lnelnenuhi perikatan yang diterbitkan sebelum adanya PKPU kepada debitur , 

akan rnembebaskan pelakunya dari harta kekayaan selama ia dapat 

membuktikan bahwa ia tahu tentang adanya PKPU sementara itu , . 
Pc~nbayaran seperti itu dan yang dilakukan sesudah adanya pengnuman 

tetany PKPU , tidak membebaskan harata kekayaan , kecuali bila pelakunya 

dapat membuktikan bahwa pengumuman PKPU yang telah dilakukan menurut 

perundang undangan yang berlaku tidak dapat diketahui di tempat tinggalnya . 
Sebaliknya penbwrus dapat membuktikan bahwa pengumuman yang dilakukan 

dapat diketahui . 



Penundaan kewajiban pembayaran utang juga berpengaruh 

tcrhadap adanya perjanjian timbal balik, sewa menyewa dan perjanjian kerja, 

mi salnya adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), yang diatur dalam pasal 

237 UUK. 

C. Terhadap Perjanjian Timbal Balik 

Menurut pasal 234 UUK apabila pada saat putusan PKPU 

ditetapkan terdapat pe janjian timbal balik yang belum atau baru sebagian 

dipenuhi , maka pihak dengan siapa debitur mengadakan pejanjian dapat 

minta pada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan 

pelaksanaan pejanjian yang bersangkutan dalam jangka waktu yang 

disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut. 

Apabila tidak ada kesepakatan antara pengurus dan pihak tersebut 

mengenai jangka waktu untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian , maka 

hakiln pengawas yang kan menetapkan . Apabilri pengurus tidak memberikan 

jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan , maka perjanjian berakhir dan pihak dengan 

siapa debitur mengadakan perjanjian dapat n~enuntut ganti rugi sebagai 

kreditur konkuren . Sebaliknya apabila pengurus menyatakan kesanggupannya 

, maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk 

melaksanakan perjanjian tersebut . Terhadap perjanjian yang mewajibkan 

debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan , tidak dapat 

dimintakan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut . 



I). 'I'erhadap Perjanjian untuk Menyerahkan Barang 

Apabila pada putusan PKPU ditetapkan , telah diadakan perjanjian 

untuk menyerahkan barang-barang dagangan yang diperdagangkan di bursa 

dengan penyebutan tenggang waktunya , dan penyerahan itu dilakukan 

menjelang suatau saat atau dalam tenggang waktu yang ditentukan , 

scdangkan saat itu tiba atau tenggang waktu itu berakhir sesudah mulai 

berlakunya PKPU , maka hapuslah perjanjian itu dengan pemberian PKPU 

yang bersifat sementara . Pihak lawan boleh mengajukan tuntutan ganti rugi 

menurut ketentuan pasal 231 UUK . Tuntutan ganti rugi itu dilakukan 

berdasarkan perimbangan utangnya dari semua kreditur . Kecuali terhadap 

barang-barang yang atasnya dapat dilakukan hak retensi oleh para kreditur , 

wajib dikembalikan pada debitur , dengan membayar piutang-piutang yang 

bersangkutan , bila ha1 ini menguntungkan harta debitur . 

E. Terhadap Oebitur Penyewa 

Apabila dalam perjanjian sewa menyewa , debitur bertindak 

sebagai penyewa suatau barang maka segera setelah PKPU dimulai , dengan 

kewenangan dari pengurus dapat mengakhiri sewa tersebut untuk sementara , 

asalkan pemberitahuan untuk menghentikan sewa itu dilakukan menjelang 

suatu waktu perjanjian itu akan berakhir menurut kebiasaan setempat . 

Bila uang sewa telah dibayar sebelumnya , maka sewa tersebut 

tidak boleh dihentikan sampai mehjelang Hari akhir waktu untuk .maria 

pernbayaran uangb muka tclah dilakukan . 
'\ 



F. Daftar Pertanyaan 

1 .  Bagaimanakah akibat adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) terhadap tindakan hukum debitur?. 

2. Anaa jelaskan, piutang yang bagaimanakah ye.ng diperkecualikan dalam 

ha1 ada PKPU?. 

3. Jelaskan bagaimana cara menyelesaikan tagihan-tagihan yang ditujukan 

kepada debitur dalam ha1 terjadi PKPU!. 

4. Bagaimana halnya apabila pada saat putusan PKPU ditetapkan terdapat 

a. pe janjian timbal balik, jelaskan disertai dasar hukumnya. 

b. Perjanjian menyerahkan barang 

c. Perjanjian sewa menyewa. 



B A B  M 

BERAKHIRNYA PENUNDAAN 

KEWAJlBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) 

A. Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri baik atas 

perrnintaan Hakim Pengawas, atau atas permohonan pengurus atau 

satdebih kreditur atau atas prakarsa pengadilan sendiri dalam ha1 : 

a. debitur, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak 

dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. 

b. debitur mencoba merugikan para krediturnya. 

c. debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 226 (1) (debitur berbuat 

tanpa kuasa pengurus). 

d. debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya 

oleh pengadilan pada saatlsetelah penundaan kewajiban pembayaran 

utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang 

disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. 

e. selarna waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta 

debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan 

kewaj iban pe~nbayaran utang alias merosot. 

f. keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya 

terhadap para kreditur pada waktunya. 

Dalam keadaan yang disebut dalam nomor a dan c, p e n g ~ ~ n ~ s  wajib 

mengajukan permohonan pengkhiran PKPU . Dalam pemeriksaan di 

pengadilan , pemohon , debitur , dam pengurus harus didengar atau 

dipanggil sebagaimana mestinya . Panggilan dikeluarkan aleh panitera pada 

tanggal yang telah ditetapkan oleh pengadilan . 



Jika pcngadilan mcngangyap bahwa sidang permohonan 

pcngakhiran PKPU tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal para kreditur 

didengar (yaitu dalam waktu 45 hari setelah putusan penundaan sementara 

kewajiban pembayaran utang ditetapkan ) , pengadilan wajib memerintahkan 

agar para kreditur diberi tahu secara tertulis , bahwa mereka tidak dapat 

didengar pada tanggal tersebut . 
Pengadilan akan menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalm ha1 

demikian para kreditur wajib untuk dipanggil oleh pengurus . 

Jika penundaan kewajiban pembayaran utang didchiri berdasarkan ketentuan 

tersebut maka debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama 

(pasal 240 ayat 5) UUK. 

Permohonan pengkhiran PKPU dengan alasan-alasan tersebut di 

atas , harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak 

pengajuan permohonan tersebut dan putusan pengadilan hams diberikan 

dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan . Dan setelah 

ketetapan pengakhiran PKPU memperoleh kekuatan hukum yang pasti , 

harus diumumkan dalam berita negara dan dalam satu atau lebih surat kaber 

harian yang ditunjuk oleh halum pengawas . 

Selanjutnya menurut pasal 246 UUK , jika kepailitan dinyatakan 

karena PKPU diakhiri atau dalam waktu 2 bulan setelah pengakhiran suatu 

PKPU , rnaka berlaku ketentuan sebagai berikut : 

a. Jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit ditetapkan (seperti 

dimaksud dalam pasal 42 dan 44) hams dihitung telah dimulai sejak 

berlakunya PKPU . 
b. Kurator mempunyai kewenangan untuk melakukan pengursan atau , 

memindahkan hak atas sesuatu bagian harta debitur pnilit . 
c. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para debitur setelah diberi 

kewenangan oleh para pengurus untuk melakukannya , harus dianggap 

sebagai pernbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator dan utang harta 



debitur yang te jadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang 

harta pailit . 
d. Kewajiban debitur yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa adanya 

pemberian kewenangan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap 

harta debitur, kecuali ha1 tersebut membawa akibat yang menguntungkan 

bagi harta debitur . 

B. "fentang Perdamaian atau Akur 

Si debitur berhak menawarkan perd.amaian atau akur kepada 

mereka yang mempunyai piutang-piutang ketika mengajukan permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang atau sesudahnya (pasal249 UW). 

Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera maka 

Pengadilan hams menentukan: 

1 .  hari pada saat mana paling lambat tagihan-tagihan yang terkena 

penundaan kewajiban pembayaran utang harus disampaikan kepada 

pengurus, 

2. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan 

dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim. 

Minimal harus ada waktu 14 hari antara tanggal pada nomor 1 dan 2 tersebut 

di atas. 

ApabiLa rencana perdamaian diterima maka Hakim Pengawas 

wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang 

telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian. P e n p u s  serta 

kreditur juga dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima / , 

menolak rencana perdamaian. 

Sedangkan apabila rencana perdamaian ditolak maka menurut 

ketentuan pasal 274 UUK Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan 



penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana 

perda~naian serta risalah rapat dan pengadilan harus menyatakan dehitur 

pailit selambat-lambatnya satu hari setelah pengadilan menerima 

pelnberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas. 

Dalam ha1 debitur telah dinyatakan pail it oleh pengadilan ~naka 

terhadap keputusan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Bab 1 UU Kepailitan kecuali pasal 8-1 1. 

Yakni tentang upaya hukurn baik Kasasi rnaupun Peninjauan Kembali (PK). 

Ini artinya bahwa bila perdamaian ditolak akan mengakibatkan debitur pailit 

dan sudah tidak ada upaya hukum lagi baginya. 

C. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengakhiran PKPU 

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan pengkhiran 

PKPU adalah Ku.sasi ke Mahkamah Agung dan Peninjuuan Kembuli (PK) 

ke Mahkamah A p g  (pasal 241 UUK) .Permohonan kasasi tersebut 

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak putusan 

I'KPU ditetapkan , dengan mendaftarkannya pada panitera pengadilan yang 

telah menetapkan putusan PKPU . 

Rerikut ini contoh form tanda terima permohonan Kasasi Penundaan 

Kewujihan Pemhuyaran Utang (PKPU) : 

PENGADILAN NEGERIMIAGA 
JAKARTA PUS AT 

JALAN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

TANDA TERIMA 

PERMOEONAN KASASI 



...... . . . .  Nomor : ..IKAS/PKPU120.. lPNlN1AGAlJKT.PNS 

........ ..... Nomor: IKASI PKPU120. /PN/NIAGA/JKT.PST 

Pada hari ini : ........................ ... Tanggal : .............................. 

telah datang menghadap kepada saya Panitera Pengadilan NegeriINiaga 

Jakarta Pusat, seorang : 

Na~na ............................................................................ 

PekerjaanIJabatan ............................................................................ 

Tempat TinggaVkedudukan : ......................................................................... 

Mengajukan Permohonan Kasasi terhadap PKPU. Pengadilan NegeriINiaga 

Jakarta Pusat, Noinor : ........ IPKPUI 20.. .... /PN/NI.AGA/JKT.PST, 

Tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dan mengajukan Memori Kasasi, berdasarkan Surat 

Kuasa KhususISurat Tugas tanggal: ............................... dari : 

Nalna ............................................................................ 

PekerjaanlJabatan ............................................................................ 

Tempat Tinggallkedudukan : ........................................................................ 

MELAWAN 

N a111a ............................................................................ 

........................................................................... 

Demikian tanda terirna Permohonan Kasasi ini dibuat berdasarkan pasa; 8 

ayat (7) Perat~iran Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 

1 tahun 1998, Stb. 1905-217, Stb 1906-348. 

Pemohonan Kasasi, 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

PANITERA 

PENGADlLAN NEGERIrnIAGA 

JAKARTA PUSAT 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
NIP. 



Permohonan kasasi wajib menyampaikan kepada panitera 

Mahkamah Agung memori kasasi dan kepada pihak terkasasi salinan 

permohonan kasasi berikut salinan memori kasasi ,pada tanggal 

permohonan kasasi didaftarkan. Apabila pihak terkasasi hendak mengajukan 

kontra memori kasai , pihak terkasasi wajib menyampaikan kepada panitera 

, kontra memori kasasi dan kepada pemohon kasasi salinan kontra memori 

kasasi, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal 

pihak terkasasi menerima memori kasasi . 

Selan.jutnya dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal 

permohonan kasasi didaftarkan , panitera wajib menyampaikan permohonan 

kasasi , mcmori kasasi , dan konlra mcmori kasasi yang bcrsangkutan 

kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung . Dan dalarn 

jangka waktu paling lambat 48 jam terhitung sejak tanggal permohonan 

kasasi diteriina oleh panitera Mahkamah Agung akan mempelajari 

permohonan tersebut dan menentukan hari sidang . 

Sidang pemeriksaan kasasi akan dilakukan dalam waktu paling 

la~nbat 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan . 

Sedangkan putusan atas permohonan kasasi harus ditetapkan dalam waktu 

paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi 

didaftarkan. Putusan kasasi tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka 

untuk umum . 

Dalam jangka waktu paling lambat 48 jam terhitu~g se;& t.*..ggt! 

putusm atas permohonan kasasi ditetapkan , Mahkamah Agwg wajib 

menyampaikan kepada panitera , pemohon , termohon , dan kurator serta 

hakiln pengawas , salinan putusan kasasi yang memuat secara lengkap 

pertimbangn hukum yang mendasari putusan tersebut . 

Permohonan kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKPU) dapat dilakukan atas pennintaan pemophon kasasi atau yang diberi 



kuasa olehnya yang ditulis dala~n Berita Acara oleh Panitera Pengadilan 

Negeri / Niaga. 

Terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

(PKIJU) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dapat diajukan 

Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. 

PENGADILAN NEGERINTAGA 
JAKARTA PUSAT 

JA1,AN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

1315R1'1'A A C A R A  

lBI~N<:AIll l 'I 'hN I'I~KNIOIIONAN KASASI 

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN U'I'ANG 

Nomor : /KAS/PKPU/ 20 /PN.NIAGA/JKT.PNS 

Pada hari ini : ........................ Tanggal : .................................... 

telah dsttang rnclighadap kepada saya : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Panitera 

Pengad i Ian Negerimiaga Jakarta Pusat, seorang bernama : ..................... 
beralamat di : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ., dalam ha1 ini 

bertindak untuk ................ tselaku kuasa dari dan untuk atas nama : 

................................. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 

....................... yang menerangkan bahwa idmereka menyatakan 

Mencabut Permohonan Kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 

atas permohonan Kasasi PKPU, yang diajukan pada tanggal : .................. 
Non-lor : . . .  ../KAS/PKPU/ 20.. . .  ./PN.NlAGA. JKT-PS'l'. Terhadap Yutusan 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : ....................... 



PENGADILAN NEGERVNTAGA 
.IAKARTA PlJSAT 

JALAN GAJAH MADA NO. 17 
JAKARTA 

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) 

No. ......... ./PKPU/ 20.. .... ./PN.NlAGA/JAKARTA PUSAT 

a. Nama Pemohon ........................................................... 

Termohon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b. 13anyaknya Uang : Rp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c. Untuk Pembayaran :. 

Jakarta, .......... , ..................... 20. ... 
Kasir 

( ................................. 1 
Catatan : 

Lembar I : Untuk penggugat/Pemohon 

Lembar I1 : Untuk Kasir 

Lembar I11 : Untuk dilampirkan dalarn berkas 

Pembayaran ini dianggap syah apabila cap lunas tanda tanganlparap kasir, 



1. Anda jelaskan, dalatn hal bagaimanakah Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang (PKPU) dapat berarkhir? 

2. Apakslh dalam Penundaan Kewaj iban Pembayaran Utang (PKPU) juga 

mengenal adanya perda~naian atau akor?. Bagaimana akor dilaksanakan , 

jclaskan!. 

3. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan terhadap putusan pengakhiran 

PKPU ?. 

4. Coba anda perbandingkan ketentuan mengenai berakhirnya kepailitan 

dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menurut UlTK 

No. 4 tahun 1998 ( buatlah dalam matrik atau tabel). 



BAGIAN KEEMPAT: 

PENGADILAN NIAGA 



B A R  X 

TENTANG PENGADILAN NLAGA 

Dalam Undang-undang kepailitan yang baru yakni Undang-undang No.4 1 

PRP/ Tahun 1998 menambah 1 (satu) bab lagi yaitu Bab Ketiga mengenai 

Pengadilan Niaga mulai dari pasal 280 - 289. 

Adanya pembentukan peradilan khusus ini diharapkan dapat menyele- 

saikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga , 

ini merupakan langkah deferensiasi atas peradilan umum yang dimungkinkan 

pembentukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1 970 tentang 

pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam lampiran UU No. 4 tahun 1998 ini, 

peradilan khusus yang disebut Pengadilan Niaga tersebut akan khusus bertugas 

inenangani pemyataan kepailitan. 

Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Begitu pula 

dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan, akan 

di tambahkan atau diperluas dari waktu ke waktu. Semuanya akan dilakukan 

dengan rnempertimbangkan tingkat kebutuhan, tingkat kemampuan serta 

ketersediaan sutnber daya yang akan mendukungnya. 

SeIan.jutnya, berbagai ha1 berkaitan dengan keberadaan Pengadilan Niaga 

seperti yang di tentukan dalam pasal 280 sampai dengan pasal 289 seperti berikut 

in i  : 

A, Tugaa Jan wewenang Pengadilan Niaqa 
\ 

Mengcnai tugas dan kcwcnangan Pengadilan Niaga ini diatur 

dalam pasal 280 UUK. Pengadilan Niaga berada dibawah lingkunngan 

Peradilan Umurn, yang tugas-tugasnya adalah : 



1.  Memeriksa'dan ineinutuskm pei-n~ohonan pernyataail pailit 

2. Penundaan kewajiban pembayaran utang 

3. 'Memeriha perkara lain dibidans perniagrran yang' penetapannya dengan 

peraturan pemerintah. 

13. Pembentukan Pengadilan Niaga 

Menurut ketentuan pasal pasal 281 UUK, bahwa untuk pertama 

kali Pengadilan Niaga dibentitk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan 

pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan secara bertahap dengan 

K C ~ U L I J S ~ ~  Prcsiden, denpn m.emperhatikan kebuluhan &an kesiapan 

surnber daya yang diperlukan. 

Pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan paling larnbat dalam 

jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari telallitung sejak berlakunya 

Peraturan Pe~nerintah Pengganti Undang-undang No. 1 th. 1998 (yakni 

tanggal 22 April 1998). 

Oleh karena itu, sebelurn Pengadilan Niaga terbentuk, semua 

perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan 

diputuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. 

C. Pemeriksaan perkara oleh Hakim 

1. Pengadilan. Niaga memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama 
, 

, 
dengan hakim maj elis. 

2. Dalam ha1 menyangkut perkara 1.ai.n. di bidang perniagaan. sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 280 ayat (2), Ketua Mahkamah Agung dapat 



nienetapkan jenis dan nilai perkara yang pads ti~igkat per-ama diperiksa 

dau diputus oleh hakiln tunggal. 

2. llr~lam meiijalonkan tugasnya, I-lnkim lJengndilnn Niaga dibnntu ole11 

seorang Panitera atau seorang Panitera Pengganti dan Juru Sita. 

Mengenai ketentuan pasal 282 ayat 1 UUK tentang Hakim Majelis 

ini lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Ketua Penpdilan Negeri I 

Niagn Jakarta Pusat No. W.7. DC. 11T.04.13/IX/1998 .0 1 tentang Susunan 

ivla.jelis Hakiln Niaga Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Pustlt pada tanggal 30 Nopember 1998 (sampai sekarang , si~dah ada dua 

I'cngadilan Niaga yaitu di Jakarta Pusat dan Surabaya ). 

D. S p r a t  Penganghtan Hakirn ( ~ ~ a s a l  283 UUK ) 

1. Hakim Pengadilan Niaga diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua 

Mal~kamali Agung. Ketua Mahkamah agung rneniberikal~ bimbingan 

dan tnelakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat 

pertama agar pelaksanaail persidangan dalam Pengadilan Niaga sesuai 

dengan ketentuan UUK. 

Sehubungan dengan hal-ha1 tersebut, Ketua Mahkarnah Agung 

~nengambil langkah-langkah sehingga dapat terjarnin : 

a. Penyelenggaraan persidangan Pengadilan Niaga secara 

herkxsiniimbungan. 

b. Prosedur persidangan yang cepat, efektif dan terekam baik. . 

c .  Tcrscdianya pulusan lortulis pada sant dilctapktln dr111 ~ n c ~ n ~ ~ a t  

pertimbangan yang mendasari putusan. 

d.  Terselenggaranya pengarsipan putusan yang baik agar putusa 

Pengadilan Niaga diterbitkan secara berkala. 



3,. Syarat-syal-at u~ituk dapat diangkat sebagai Hakim adalali : 

a .  telah berpengalaman sebagai hakim dalam l inykungan Pengadilan 

l.Jmum; 

b. mernpunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masa- 

lah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga; 

c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan 

d, telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai 

hakiln pada Pengadilan Niaga. 

Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, dengan 

Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkarnah Agung, pada , 

. . 
Pcngi1c1ili1.n Nii~pl (11  11ngLal ih:rl.a.ma dapal. cjiangkal. scorang gang ahli 

se\~r~gai hakim ad hoc. 

E. Tentang U ~ ) a y d u k u m  

Mcnurut kctcntuan pasal 284-286 U U K  ,ada 2 rnacarn upaya 

Iiuku~n yaitu Kasasi dan Peninjnunn Kembali (PK 1. 

I .  Icasasi 

Terliodap putusan Pengadilan Niaga di tingkat pertarna yang men yangkut 

permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran 
L 

utang, hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

Pr.inr.riks;lan ~ t a s  permohonan bsasi  dilakukan oleh sebuah majelis hakim 

pada Mahkarnah Agung yang khusus dibentuk untuk. memeriksa dan ~ . , 

memutuskan. perkara yang menjadi 1i.n.gkup kewenangan Pengadilan 

Niaga. 



2. Pcrlilljaualt Kcmhali (PK) 

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah memperoleh kekuatan 

hukum yang tetap, dapat diajukan peninjauan ke~nbali kepada Mal~kamah 

APng. 

Permohonan peninjauan kemhali dapat dila,kuk~n aphila * 

a. terdapat bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui 

pada tahap persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan 

yang berbeda; atau 

b. pengaditan Niaga yang bersangkutan telah inelakukan kesa.lahan 

berat dalam penerapan hukum. 

M.enurut pasal 287 Undang-uodang Kepasilitan di.sebutkan. 

bahwa : Pengajuan. permohonan peninjauan kembali berdasarkan alslsan 

huruf a diatas, dilakukan dalaln jangka waktu paling lambat 180 (seratus 

delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusari yang di~nolionkan 

peninjauan kernbali memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

Pengajuan pennohonan peninjauan ken~bali berdasarkan alasan se- 

bagaimana di~naksud dalarn huruf b tersebut diatas, di lakukan dalarn 

jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejalc tanggal 

putusan yang dimohonkan peninjauan kembali rnemperoleh ketentuan 

huku~n. yang tetap. 

Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera Peng;3di.lan 

Niaga. Kernurlian Panitera akan mendaftar permohonan penin.iauan 

ke~nbali pada tani~rzfl permohonan diajukan, dan kepada pernghon 

~liht?rik.?,n t.a,nrla it:rimn terl~~lis yane ditandatangani Panitera dengan langga. 

y ang sa!t?a ciengan tanggal. pennohonan didaftarkan. 



Panitera ~iienyaiiipaikan pe~li~ohoncln peni~ijauan kembali kepada Panitera 

Mahkamah Agung dala~n jangka waktu I x 24 jaln terhitung sejak tanggal 

per11101i01ian didaftarkan. 

Selanjutnya dala~n pasal 288 UUK menyatakan, pihak yang 

rne.ngajukan perinohonan peninjauan ke~nbali wajib rnenyampaikan 

kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan 

permohonan peninjauan kembali dan kepada terinohon salinan 

pcr~nohonan peninjauan ke~nbali berikut bukti pendukung yang ber- 

sangkiltan, pada tanggal permohonan didaftarkan sehagairnana dimaksud 

dala~n pasal 287 ayat (4) U U K .  

Tanpa lncngcsanipirlgkan ketcntuar~ sebagai~nana di~naksud dalam ayat 

( I ) ,  Panitera Pengadilan Niaga juga akan ~nengirirnkan salinan 

r i l i i  Peni njauan Kembal i berikut l~ukti penduk~uig kepada 

tel-mohon dalan~ jangka, waktu paling. lamhat. 7. x 24 jam terhitlln~ sejak 

tanggal per~nohonan didaftarkan. 

Pihak terlnohon dapat mengajukan jawaban terhadap perrnohonan 

!-eniiij;l~~nn keiiiI>ali y ~ ~ i g  diajllka11, da;am jangka waktu 10 (sepulul~) hari 

terhitung sejak tanggal pemohonan didaftarkan. 

Panitera Pengadilan Niaga wa,jib rnenyampaikan jawaban tersebut kepada 

Panitera Mahkarnah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua 

belas) hari Lerhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan. 

rnelnberikan keputusan atas permohonan Peninjauan Kembali, dalaln 

. i a n g ~ a  wakt.11 paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 

~ermohonan diterima Prmit.era Mahkamah Agung. Putusan atas 



permohonan Peninjauan Kemkali harus diucapkan dalaiii sidaiig yalig 

~crbuka unrlrk irrnurl~. 

Dalarn jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari 

~crliitung se-jak tanggal per~iiohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, 

hlalikaniali Agung wajib ~nenyarnpaikan kepada para pihak salinan putu- 

srln pcnir!jairan keriibali gang memuat secara lengkap pertimbangan 

li~rliuni yang mcndasari putusari lcrscbut. 

I .  Apn yang anda ketahui tentang Pengadilan Niaga dan sejauhmanakah 

pcran Pcngaclili~n N i a g  clalarn rncnyclcsaikan pcrkara kcpirililan, 

jelaskan. 

2. Jelaskan lnengenai tugas dan kewenangan Pengadilan Niaga disertai dasar 

hukumnya. 

3. Untuk menjadi seorang Hakim dala~n Pengadilan Niaga harus memenuhi 

syarat-syarat tertentu sebagaimana diamanatkan dala~n pasal 283 UUK. 

Sebutkan persyaratan-persyaratan tersebut!. 

4.  Sebelu~n berlakunya UUK yang baru ~naka seli7ua perkara kepailitan 

disclcsaikari riielalui Peradilan Ilmum ( Ncgeri). 

a. Cob:\ anda bandingkrlri proscs pcnyelesair\n pc~.k;~l-r\ kcpailitan mclalui 

Peradilan Urnurn dengan Pengadilan Niaga. 

b. Efektifkah penyelesaian perkara kepaili tan melalui Pengadilan Niaga?, 

Bagairnnaa pendapat anda?. 

5 1);1l;11n ~x:~yt:li:.;;~.i;~,n pcrknra kcpail ilun clal!nl c l i l ak \~k ;~ r l  suirlu ul?ayi\ 

hukum. Jelaskan upaya hukurn apa yang dapat dilakukan menurut 

ketcnlunn IJIJK yang baru dan coba bandingkan dcngan kelentuan 

peraturan yang lama (FV). 



0. Unlam ha1 apakal~ Penill-jauan Kembali (,PK) dapat dilal<ukan dalnm 

perkara kepaili tan, jelaskan! , 

7.  Cnrilah contoh kasus dalnm kepailitan dan analisa kasus tersebut yang 

lnenggunakan upaya hukum : 

a. Icnsasi 

b. Peninjauan Kembali (PK). 





R i t  R XI  

PERLIBAHAN IS1 DAN PASAL 

DALAM IJNDANG-UNDANG KEPATLlTAN 

Pembaharuan Huku~n Kepailitan dia~val tahun 1998 ini terjadi karena 

adr~n!.:, ilesak;~n krisis ~noneter yang lnelanda negara kita Indonssia d311 ,ji~ga 

desakan dari IMF (lnternasional Monetery Fund.) sebagai pihak yang memherikan 
. . 

bantuan keirangan pada pe~nerintah Indonesi:.,. L!n~!:?ilg-uric!:!: - !n! !nttr:!pakan 

produk lii1ki1111 kcpailitan yang ~nenye~npurnakan peraturan kzpailita~i buatan 

pomcrin\ali kolonial Bclanda. 

l'i!iuan dari liukum kepailitan yang sudah diperbali;irui ini ndalah untuk 

~ n c ~ n p c n n ~ ~ d a h  proses esit baik bagi Kreditur maupun T)cl?i\ur Jillaln I>al)yak 

1 kasus kredit lnacet yang ~nenjadi sulnber penyebab terjadinya krisis monetcr yang 

msi~imi;al~ndonesia. H a l  ini akan kelihatan jelas bagi kita kstika meml,aca 

konsideran dari dari UUK tahun 1998 yang antara lain berbunyi sebagai ber~kut: 

a .  bah\va sejolak moneter yang terjadi di Indonesia se-iali per~engahan t a l ~ i ~ n  

1977 telah ~ne~nber i  pengaruh yang tidak lnenguntungkan tzrliadap kehidupan 

perskono~nian nasional, dan rnenilnbulkan kesulitan besar dikalangan dunia 

usaha untuk ~neneruskan kegiatannya terlnasuk dala~n memenuhi kewajiban 

kepada kreditur; 

I b, bah11.a untuk ~ne~nberikan kese~npatan kepada pihak kreditur dan perusahaan 

1 sebag:!i debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang aciil, diperlukan 

, 

Atas Lindang-undang tentang Kepailitan rnenjadi Undang-undans ( selanjutnya 

disebut dengan U U K ) ,  yang disahkan di Jakarta pada tanggal 9 September 1998 

sarana huku~n yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan sfektif. 

I 

I 

i 

1Jntlang.-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Punctapan Pcrwtciran 

Psmsrintah Perl~ganti Undang-undang Nolnor 1 tahun 1998 tenrang Perubahan 



dicatat dnlam Lembaran Negara Kepublik Iiidonesia Nomor 135 tahun 199S, ini 

lnulai bcrlaku pada tanggal 9 September 1998 itu juga. 

1x1 i/[lr.i l I( 'K i r ~ i  utlc~lirll tcr~liri ~lirri 3 ( t i p )  Bob, 289 j>u.\.i/l, sebagai berikut: 

I .  Bab 1 ,  yang ~nengatur tentang Kepailitan terdiri dari 2 1 1 pasal : yakni mulai 

dari pasal \ salnpai dengan pasal 2 I 1 ,  

2. Bab 11, yang niengatur tentang Penundaan Kewajiban Pelnbayarati lltang 

(PKPII),  i n i  terdiri dari 67 pasal, gaitu dimulai dari p;~s:~l 2 12 salnpai dengan 

pasal 279, 

3. Ball I l l ,  lnengatur tentang Pengadilan Niaga , yang bcr151 10 pasal, dilnulai 

dari pasal 180 hingga pasal 287 UUK. 

U U  Kepailitan ini secara garis besar Inelnuat norma-norlna huku~ii antara 

lait1 , sshngai beriknt: 

I .  Kualifikasi dan syarat bagi Pemohon Kepailitan, kewenangan Pengadilari, dan 

;>11tllcnn p a i l i t  c?!~e~-ti tercantuln dalam pnsnl-pasal ; I , ? , ?  ,4,5 ,dnn 6 I l l ;  S 

I 2. Pengajuan Sita Jalninan dan penunjukan Kurator ole11 ICreditur atau Ice-~aksaan 
.- 7 

sebslu~ii putusan p i l i t  ditetapkan, diatur dnlam posal 7 U U I( 

3. Prosedur pengajuan K.asaqi ke MA (Mahkamah Ag~~ng!, pe.n~rnj~.~kan Hakim 

Penga \vs  d m  K ~ ~ r a t o r  t e r t ~ ~ ~ n g  dalaln pasal-pa,fal : 8:5: 1O:l 1 : 12: 13: d a n  15- 

16 I I l l K .  

I .  Akibat-akibat hukuln setelah putusan pernyataan pailit ditetapkan : 

4kibat terhadap perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian 

dipenuhi , pasal 36 UUK 

Aclio Pai~liana , pasal41 dan 42 UUK 

Akibat terhadap Hibah yang dilakuykan oleh Debitur ,dalam pasal 43 dan 



Akibat terhadap pelaksanaan Hak-hak Tanggungan, Gadai atau I Iak 

agunan lainnya yang dipegang oleh Kreditur , diatur dalam pasal-pasal 56, 

56 A, 57, 138 dan 139 UUK. 

5 .  Tentang we\venang, tugas, kwalifikasi dan penggantian Kurator. Hal ini  diatur 

dalam pasal : 67,67 A, 67 B, 67 C, 67 D, 69,70 A, 70 B: 95: 98 UUK 

6. Mengenai Pencocokan Utang, Panitia Kreditur dan rapat Kreditur dalam pasal 

72, 77 A dati 7S I I IJK.  

7. Tentang Rencana Perdamaian , diatur oleh pasal 141 dan 142 UUK 

8. 'I'entang Penundaan Kewajiban Pe111bayara11 IJtang iPKPtJ ) ,  banynk pasal 

yang~nenhgatur yaitu: 212,213,214,215,216,217,  217 A, 217 B,217 C, 

21 7 D: 21 7 E: 222 ,223,224,225,226,228 ,230  : 23 1 ;\, 234 ,237 : 240 ; 

243 246 UUK. 

9. Rencana Perda~naian terkait dengan PKPU, di dalam pasal-pasal : 250, 252 , 

253 , 254  : 258 : 261 .264 ,265  ,267 , 2 6 8  ,269 , 2 7 ?  . 274 . 275 , dan 279 

UUK 

10. Tentang Pengadilan Niaga, yakni diatur dalarn pasal -pasal ; 280, 28 1. 282 : 

283,284 .285 286,287 ,288 &an 289 UUK. 

I'ada Huh I U ( I K  Ierschlil pcrtkr prinsi~~nytr trcltrfi ~ C I I I + V L I ~  ~irc~lrgcrltrli~r 

per.tlh~h(i17 1 7 7 ~ l h ~ : i ~ ~ ~ ;  isi dari pasal-pasal terscbui. Dari 2 1 1 piisal yang ails: han1.a 

43 pasal yang bzrubah isinya dan ada 8 (delapan ) pasal tambahan yaitu : pasal 56 

A, 67 A, 67 B, 67 C, 67 D, 70 A, 70 B dan 77 A serta nda 2 (tiga ) pasal yang 

dihapus ialal~ pasal 14 A, pasal 45 dan pasal 149 ayat 3. Ssishilinya sejumlah 157 

pasal tijak ~nengalami perubahan isi atau tetap. 

K.zmudian pada Birh I 1  ( l( lK , s c h ~ g  iirrz he.vcir iii/it.c.rrl-citll~ittl ~ / t ( i l i  I.\ 1 

I ) L I . Y ~ I I - ~ U S Q I  disi~li ~~tetzgulurni peruhaltut~ aluu penat~thuhall yung cukup hul?~.uk 

L/LOI  hctik . Hal ini tentunya sangat dilurapkan agar dapnt memenuhi tuntinan 

kebutuhan ::?.ng semakin berkembang dibidang ekonolni khususnya dibidang 

pengembangan perusahaan. Pasal- pasal yang mengala~ni psrubahan ada 36 pasal : 

-I (.empat) pasal telah dihapus yaitu : pasal 2 18, 2 19, 22 1 dan pasal 272 serta ada 



penambaliaii sebanyak 6 (enain) pasal yaitu : pasal 217 A, 21 7 B, 21 7 C', 21 7 L), 

2 17 E dan 33 1 A, selebihnya 156 pasal tetap / tidask mengalami perubahan. 

Kh:r.\us i~lcngcn~ri ljuh 111 clirri (/.!/K ir~i y~lrlg i ? ~ ~ i l g i t i ~  ~cntirlzg 

I'c.r~,qudilu~~ Niugu n~erupukun buh yung huru sur7lu sekuli. Sehingga seluruh isi 

pasal-pasal yang ada pada bab 111 tersebut, benar-benar iiierupakan aturan yang 

b:iru atau tambahan. Karena pada Peraturan Kepailitan yang lama yaitu 

Ferordering Vaillise~nen (FV') , Pengadilan N i a g  tidak sdal' tidak diatnr karena 

seinua Kepailitan diproses di Pengadilan Negeri. 

Bila kc~nudian kita idcntifikasikan mengenai pasal-~~,~sal yang mcngalaini 

pcrubahan i penainbahan / yang dihapus ataupun yang t trap tidak berubah adalah 

si.ba$~i bcrikut : 

1. lu~nlah seluruh pasal yang mengalami perubahan isi dala~n UUK : 79 pasal 

2. .lumlah seluruh pasal yang tetap i tidak ~nengalami perul~aha~~ : 179 pasal 

3. J umlah seluruh penambahan pasal dalam UUK : 24 pasal 

4.  J umlali seluruh pasal yaiig telah dihapus dalam l J l J K  : 7 pasal 

Selzngliapnya rnengenai pasal-pasal tersebut seperti tertera pada tabel berikut : 



Tahcl tcntang Pcruhallan Isi pasal-pasal tlalam IJllK 

Rab / PSI Rerubah Pasal Tetap 

I 

1 Jun~lah 1 43 pasal 
I 1 

tan (2),36,4 1 - 66,68,70-108 

44,56(1),57- ,110-123,125- 

Penambahan Pasal .lumlah 
Pasal Dihapus Selu 

/ 58,65(3,4), 

67,69,72(1,2), 

75,90,95,98 

(l),I03,109, 

1124,128-129, 

I l39(I),l41- 

I 142,151,162 
i / (3). 170(1), 182 

! i 
8 pasal 3 pasal 1 l I psl i 

127,130-138, 

140,143-148, 

150,152-161, 

163-169,171- 

181,183-211. 

6 pasal 7 . - . . - - - - - 1 
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